
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G / 5f31o/ RIll / HK / 2011
 

TENTANG
 

EVALUASI RANCANGAN PERATUR<\N DAERAH
 
KABUPATEN \VAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH
 

DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNllR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak 
Daerah dan Retnbusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal IRQ 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Talmn 200g tentang 
Pajak Daerah dan Pajak Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ientang Pajak Daerd1 dan Retribusi 

Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcmbinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Darrah: 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pernerintah. Pernerintahan Daerah Provin-.i dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksauaan 
Tugas dan Wewenang Serra Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah eli Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 II; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-702/MK. 7/20 II tanggal n Agustus 20 I 1 hal 
Hasil Evaluasi 4 (empat) Raperda Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 



MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALlJASJ RANCANGAN 
PERATURAN l[)AERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAER~H. 

KESATU Hasil Evaluasi alas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Larnpiran L II. III 
dan IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersehut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempumakan sesuai hasi \ 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 

Tembusan : 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 

MenteriKeuangan di Jakarta; 
_. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu: 
" InspekturProvinsi Lampung di Bandar Lampung. 



LAMPIRAN I	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI ~~h IB.lII/HKJ2011 
TANGGAL : Q '1. dJ· ~ 

EVALUASITERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH 

N~ Materi Raperda~r--- Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan	 KeteranganI 
~ 2 -1- .. 3.	 -t- 54 

1	 Diktum mengingat 121.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangI 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No.19 
Th.1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

I	 Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

7.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Neqara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ?Oll;~ Nomor 96); 

I 

Angka 2 disempurnakanI 2	 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran dengan adanya perubahan 

I 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, UU No. 19 Tahun 1997. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undanq-Undanq Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Angka 7 disempurnakan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik dengan menambah nomor 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan pengundangan UU No. 32 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Tahun 2004. 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Angka 12 dis'empurnakan 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran judul PP 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

Dihilangkan 



2 
--.- -­ --------	 ---- -- --- ------------·---------------1 ,- 1 3 54--2---1­---- ----- ---I~-~-------!--- Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang 

Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri 
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179). 

2 I
Ketentuan Umum Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK 

DAERAH. DAERAH. 
BAS I BAB I 

KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 

3 Nama, Objek dan Pasal9 Pasal 9
 
Subjek Pajak
 Dengan nama Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang I Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan 

disediakan oleh restoran. yang disediakan oleh restoran. 

Pasal33 Pasal 33 
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak 
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam atas kegiatan Pengambilan batuan baik dari sumber alam di dalarn dan 
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Pada ketentuan mengingat 
ditambah PP No. 91 Tahun 
2010, urutan disesuaikan 
dengan ketentuan UU No 12 
Thn 2011. 

Pengetikan kata "Dalam....." 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 9 disempurnakan 
menambahdengan 

"pajak". 
kata 

Ketentuan 
disempurnakan 

Pasal 33 

Pasal10	 , Pasal10 I Ketentuan Pas<11 10 ayat (3) 
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh I (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Idisempumakan, pengecualian 

D~~'~~_~ 
I "C; ..:HUI ell I. Restoran. 

(2) Pelayanan yang	 disediakan Restoran sebagaimana dimaksud (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau 
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 
tempat pelayanan maupun di tempat lain. tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

(3)	 Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud I (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran 
yang nilai penjualannya tidak melebihi bata tertentu yang yang nilai penjualannya sebesar Rp, .Ihari/bulan. 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal16 
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran.
 
. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 
I 

I	 I 

objek pajak harus ditetapkan 
secara definitif dalam 
Peraturan Daerah sesuai 
ketentuan pasal 37 UU No. 28 
Tahurl 2009. 

Pasal 16ayat (3) 
disempurnakan. 

J
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a Pertunjukan/ tontonan film; I 

b.	 pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c.	 kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran;
 
e, diskotik, karaoke, klab rnalarn, dan sejenisnya;
 
L sirkus, akrobat, dan sulap;
 
9 permainan bilyard, golf, dan boling;
 
h pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan
 

permainan ketangkasan; 
i.	 panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 

kebugaran (fitness center); dan 

I j pertandingan olahraga. 
(3)	 Penyelenggaraan hiburan sebagairnana dimaksud 

pada ayat (2), dikecualikan dari objek Pajak Hiburan 
.yanq diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan 
dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam 
rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan 
keagamaan. 

Pasal 22 
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

Reklame. 
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron 

dan sejenisnya; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekat, wall painting, stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame suara; 
i. Reklame film/slide; dan 
j. Reklame peragaan. 

-,­
~----
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a.	 Pertunjukan/ tontonan film; 
b.	 pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c.	 kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d.	 pameran; 
e.	 diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f.	 sirkus, akrobat, dan sulap; 
g.	 permainan bilyard, golf, dan boling; 
h.	 pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan 

permainan ketangkasan; 
I.	 panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 

kebugaran (fitness center); dan 
J.	 pertandingan olahraga. 

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Hiburan adalah: 
a.	 penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) oleh Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah seperti pameran 
pembangunan dan sejenisnya; dan 

b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka 
pernikahan, upacara adat, dan kegiatan 
keagamaan. 

Pasal22 
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

Reklame. 
(2) Objek Pajak Reklame sebaqaimana dirnaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a.	 Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron 

dan sejenisnya; 
b.	 Reklame kain; 
c.	 Reklame melekat, wall painting, stiker; 
d.	 Reklame selebaran; 
e.	 Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f.	 Reklame udara; 
g.	 Reklame apung; 
h.	 Reklame suara; 
i.	 Reklame film/slide; dan 
j.	 Reklame peragaan. 

5 

1.	 Pengecualianobjek 
Pajak Reklame harus 
dicantumkan secara 
definitif di dalarn 
D~rrl..., ir"'\.i hi ,',,., .......
• c, ue II II uur..c:::u I 

Peraturan Bupati 
2.	 Apabila Pemda 

belum dapat 
mendefinisikan 
penyelenggaraan 
reklame lainnya yang 
akan dikecualikan 
dari Pajak Reklame, 
maka Pasal 22 ayat 
(3) huruf e dihapus. 
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II.	 Tidak termasuk sebagai abjek 
Pajak Reklame 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 

a.	 penyelenggaraan Reklame melalui internet, 
televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta 
bulanan, dan sejenisnya; 

b.	 label/merek produk yang melekat pada barang 
yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 
membedakan dari praduk sejenis lainnya; 

c.	 nama pengenal usaha atau prafesi yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau prafesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau prafesi 
tersebut; 

d	 Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah; dan 

e.	 PeRYel@Fl§g~a+l9-4itetapl(an 

~~ 

Pasal28 
(2)	 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
yang diperaleh dari sumber lain. 

(3)	 Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dirnaksud 
pada 8y:=lt (1) meliputi seluruh pernbanqkit Iistnk. 

(4)	 Dikecualikan dari abjek Pajak Penerangan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a.	 penggunaan tenaga listrik oleh instansi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
b.	 penggunaa tenaga listrik pada tempat-tempat 

yang digunakan aleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan asing dengan asas timbal balik; 

c.	 penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan 
izin dari instansi teknis terkait. 

d.	 Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

-._--- -------------­
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iii.	 Tidak termasuk sebagai objek 
Pajak Reklame 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 

a.	 penyelenggaraan Reklame melalui internet, 
televisi, radio, warta harlan, warta mingguan, warta 
bulanan, dan sejenisnya; 

b.	 label/merek produk yang melekat pada barang 
yang diperdagangkan, yang beriungsi untuk 
membedakan dari praduk sejenis lainnya; 

c.	 nama pengenal usaha atau prafesi yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau prafesi 
tersebut; 

d	 Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah; dan 

e.	 Penyelenggaraan reklame (diisi di sini) 

Pasal28 
(1)	 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
yang diperoleh dari sumber lain. 

(2)	 Lrstnk yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meiiputi seiuruh pembangkit listrik. 

(3)	 Dikecualikan dari abjek Pajak Penerangan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a.	 penggunaan tenaga listrik aleh instansi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
b.	 penggunaa tenaga listrik pada tempat-tempat 

yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan asing dengan asas timbal balik; 

c.	 penggunaan tenaga Iistrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan 
izin dari instansi teknis terkait. 

d. Penggunaan tenaga listrik (misalnya 
untuk panti asuhan, panti jampo atau tempat 
ibadah) 

5 

- Ketentuan Pasal 28 
ayat (3) huruf d 
pengecualian obyek 
pajak harus ditetapkan 
secara definitif dalam 
Peratura n Daerah, 
sesuai ketentuan 
pasal 52 UU No. 28 
Tahun 2009 

- Apabila Pemda belum 
dapat mendefinisikan 
penggunaan tenaga 
listrik lainnya yang 
akan dikecualikan dar; 
Pajak Penerangan 
Jalan, maka Pasal 28 
ayat (3) huruf d 
dihapus. 

I __	 I 



5 

r-': 1--1 2 
----.-- ---------- ----­

4 -­ -­ -­ 5---­ -­ :-­
---~---------.-

I I
---..1 

Pasal34 

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang meliputi: 
a. asbes: 
b. batu tulis: 
c. batu setengah perrnata; 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 
1. batu permata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
i. feldspar; 
j. garam batu (halite); 
k. grafit; 
I. granitlandesit; 
m. glps; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s marmer: 
t. nitrat; 
u. opsidien; 
v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. phospat; 
aa. talk; 
bb. tanah serap (fullers eenin, 
ce. tanah diatome; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ft. tras; 
gg. yarosif; 

I 
- hh. zeolit; 

.. b II II. asa; 

Af:wr:I 
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Pasal34 

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang meliputi: 

• ~ _ 

- Ketentuan Pasal 34, 
ayat (1) disesuai kan 
dengan Pasal 57 ayat 
(1) Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2009 

- Ketentuan Pasal 34 
ayat (2) huruf c 
pengecualian abjek 
pajak harus ditetapkan 
secara definitif dalam 
Peraturan Daerah 
bukan dengan 
Peraturan Bupati 
Apabila Pemda belum 
dapat mendefinisikan 
pengambilan mineral 
bukan logam dan 
batuan lainnya yang 
akan dikecualikan dari 
Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan, 
maka Pasal 34 ayat 
(2) huruf c dihapus. 

I­

II I 
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JJ. trakkit; dan 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, 
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah 
tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel 
listrikltelepon, penanaman pipa air/gas. 

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, 
yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan 

c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan .. (diisi 
disini) 
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pertam13angan. 
c.	 Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
adalah: 

d.	 kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara 
komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk 
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang 
listrik/telepon, penanaman kabel listrikltelepon, 
penanaman pipa air/gas. 

I e. keqiatan penqarnbilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan 
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan 
secara komersial dan 

f.	 pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
~a van€I sit@tapkan4BnQan Peraturan Supati. 

~asal40 

(1)	 Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat 
Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian 
tempat pentipan kendaraan bermotor. 

(2)	 Tidak termasuk objek pajak sebgaimana dimaksud 
J pada ayat (1) adalah : 

a.	 penyelenqqaraan tempat Parkir oieh Pemerintah 
t
~----.1...-	 dan Pemerintah D::terah; 

7 
---~-
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Pasal40 
(1)	 Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat 

Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian 
tempat pentipan kendaraan berrnotor. 

(2)	 Tidak termasuk objek pajak sebgaimana dimaksud 2, 
pada ayat (1) adalah . _ I 
a.	 penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pernerintah I
 

dan Pemerintah Daerah. __~
 I 



,--­

~ I 

I
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Pasal46 

(1)	 Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan danJatau 
pemanfaatan Air Tanah. 

(2)	 Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah : 
a.	 pengambilan danJatau pemanfaatan Air Tanah 

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; 
dan 

atem Air T~n~ 

l-ainn'la v~atur Elenaan Peroturan !jYsatt, 

Pasal 52 
(1 ) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan danJatau I (1) 

pengusaha Sarang Burung Walet . 
(2)	 Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 

adalah: 
a.	 pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 
b.	 l\egiataA peA@aml:1ilaA o-aWilloo pOA9lJsaRQ SaFaA@ !jlc:lrtmg 

Walet lainAj'3 yang €liletfll*aA @~n Perotl:lf-arrBtlpatk 

I 

1.Pasal46 
(1)	 Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan danJatau 

pemanfaatan Air Tanah 
(2)	 Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah 

pengambilan danJatau pemanfaatan Air Tanah untuk 
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian 
dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan 

(3)	 pengambilan danJatau pemanfaatan air tanah .... (diisi 12. 
disini) 

2. 
Objek Pajak Sarang Burung Wale! adalah pengambilan danJatau 
pengusaha Sarang Burung Wale!.
 
Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada aya! (1)
 
adalah
 

Pasal 52 

3.a.	 pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): 

b.	 kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang 
Burung Walet lainnya (diisi disini) 

e 
temp;'£parkirlainnyal 
yang akan 
dikecualikan dan 
Pajak Parkir, maka 
Pasal 40 ayat (2) 
huruf d dihapus. 

Pengecualian objek 
Pajak Air Tanah 
harus dicantumkan 
secara definitif di 
dalam Perda ini 
bukan Peraturan 
Bupati. 
Apabila Pemda 
belum dapat 
mendefinisikan 
pengambilan 
dan/atau 
pemanfaatan air 
tanah lainnya yang 
akan dikecualikan 
dari Pajak Air Tanah, 
rnaka Pasal 46 ayat 
(2) huruf b dihapus. 

Pengecualian objek Pajak 
Sarang Swung Walet 
harus dicantumkan secara 
definitif di dalam Perda ini 
bukan Peraturan Bupati. 
Apabila Pemda belum 
dapat mendefinisikan 
kegiatan pengambilan 
danJatau pengusahaan 
Sarang Burung Wale! 
yang akan dikecualikan 
dariPajak Sarang Burung 
Walet, maka Pasal52 
avat (2) hurui b dihapus. 
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4 Dasar Pengenaan 

(4) 

Pasal36 
(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan I (1) 

Batuan adalah Nilai ~ dari Pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 
dihitung dengan mengalikan volume hasil 
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar 
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) I (3) 
adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi 
setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. 

(4) Nilai I':larga €iiatur=dengan Pcrat~ 

(5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral 
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar 
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam 
bidang pertambangan Mineral bukan Logam dan 
Batuan. 

Pasal42 
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah I (1) 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
penyelenggara tempat Parkir. 

f2--F-Gasar f'l@n§cnan Pajak P-arkir s@bagaimana €Jirnasl"\ud I (2) 
f700a oval (1) aODat ilitotaDkan €ionaan roratUfaA 
Bwpati. 

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga 
parkir dan Parkir curna-cuma yang diberikan kepada 
penerima jasa Parkir. 

Pasal36 
Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah Nilai Jual dari Pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil 
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar 
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 
Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi 
setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. 
Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral 
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar 
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam 
bidang pertambangan Mineral bukan Logam dan 
Batuan. 

Pasal42 
Dasar pengenaan Pajak Parkir adatah jumlah 
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
penyelenggara tempat Parkir. 
Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (i) termasuk potongan harga 
parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada 
penerima jasa Parkir. 

Ketentuan Pasal 36 ayat 
(4) dihilangkan 

Pasal 42 ayat (2) 
dihapus, karena dasar 
pengenaan p~ak cukup 
mengacu pada jumlah 
pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar 
kepada penyelenggara 
tempat parkir. 

(1) 

(2) 

I 

I 

Pasal48 
Dasar pengenaan Pajak air Tanah adalah Nilai 
Perolehan Air Tanah. 
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dinyatakan dalarn rupiah yang dihitung 
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh 
faktor-faktor berikut: 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 

Tanah 
Ketentuan Pasal 48 

adalah Nilai I disempurnakan dengan 
menghapus ayat (3) 

_------'1_ I 
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€J) 

t41 

c. tujuan pengambilan danfatau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil danfatau dimanfaatkan; 
e. kualitas airdan 
f. tingkat kerusakan lingkung an yang diakibatkan oleh 

pengambilan danfatau pemanfaatan air 
P€Hl@§~n<:k1fl f3ktor~aimaf\H~ilt~ I (3) 
€lis&s\4aik3A €hm900 kOA€lisi masiA!:j m3siA!:j lJa€lrah: 
Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebgaimana dimaksud pada 
ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

c. tujuan pengambilan danfatau pemanfaatan air; 
d. volume airyang diambil danfatau dimanfaatkan; 
e. kualitas airdan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

pengambilan danfatau pemanfaatan air. 
Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebgaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

5 I Tarif Pasal31 Pasal31 1. 
Besarnya tarifPajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: 
a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga 

untuk industri sebagai berikut : listrik termasuk PLN dan bukan untuk kegiatan industri,~. 
1. Penggunaan dengan daya listrik R 1 7% (tujuh persen); pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagai berikut: 
2. Penggunaan dengan daya listrik R 2 . 8% (delapan 1. Penggunaan dengan daya listrik R 1 : 7% (tujuh persen); 

persen); 2. Penggunaan dengan daya listrik R 2 8% (delapan 
3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 9% (sembilan persen); 

persen); 3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 keatas 9% 
b. Pengggun<;lan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk usaha (sembilan persen); 

industri dan perhotelan sebesar 5% (lima persen); b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga 
c. 

d. 

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, 00kaR 
Y~ha~R~ri GGOOSiM 1,5% (satu koma lima pcrsen); 
Penggunaan tenaga listrik yang beras81 !,Hlbm dari PLN untuk c. 

listrik tenmasuk PLN untuk kegiatan industri, pertambangan 
minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen). 
Penggunaan tenaga Iistrik yang berasal dar; penyedia tenaga 

b.
I 

usaha industri sebesar 5% (lima persen) 

d. 

listrik tenmasuk PLN untuk usaha perhotelan sebesar 5% (lima 
persen); 
Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri (genset), baik untuk kegiatan industri, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun bukan 
kegiatan industri pertambangan minyak bum; dan gasalam 
sebesar 1,5% (satu kama lima persen); 

Pasal43 
~~~-afk~~m3 
gari ~Jilai JYaI P@I~@I, 

S3RJf3GrSEm1 

Pasal43 
TarifPajak Parkir ditetapkan sebesar ........% 

,1. 

I 

I i 

1_ L I 

Pasal 31 disempurnakan 
sesuai dengan Pasal 55 
UU No. 28 Tahun 2009 
Sesuai dengan Pasal 55 
UU No. 28 Tahun 2009 
untuk kegiatan industri 
pertambangan minyak bum 
dan gas alam, yang 
menggunakan tenaga listrik 
dari sumber lain (termasuk 
PLN) dikenakan tarif PPJ 
maksimal sebesar 3%. 
Sedangkan untuk kegiatan 
industri, pertambangan 
minyak bumi dan gas alam 
maupun bukan kegiatan 
industri, pertambangan 
minyak bumi dan gas alam 
yang menggunakan tenaga 
listrik yang dihasilkan 
sendiri (genset) dikenakan 
tarif PPJ maksimal sebesar 
1,5%. 
Pasal 43 harus ditetapkan 
secara definitif, paling tinggi 
30% sesuai dengan 
ketentuan Pasal 65 
t lnrianq-llndanq No ?R 
Tahun 2009 
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Cara Penghitungan 
Pajak 

6 

Masa Pajak7 

Penetapan Pajak8 

I I
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Pasal 20 
~Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal 58 
(1)	 Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung 
Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

Q)	 Masa P-Ujak R@kla~e a€lalah jaR§'kEl waktll 12 !€lIolO selas) =00100 
kalB~€leF, k€J€lcl~itof1tblka~ 

Pasal 59 
(1)	 Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2)	 Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Ookumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan. 

I 
(1 ) 
(2) 

(3) 

(4)	 Wajib Pajak yang memenuhi 
dibayar dengan menggunakan 
SKPOKBT. 

kewajiban perpajakan sendiri 
SPTPO, SKPDKB, dan/atau I (4) 

Pasal 20 
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal18. 

Pasal58 
Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 
adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

Pasal59 
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
 
Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan
 
Surat Ketetapan Pajak ataudibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati
 
adalah:
 
a.	 Pajak Air Tanah;
 
b. Pajak Rekalme.
 
Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 
a.	 Pajak Hotel;
 
b.	 Pajak Restoran;
 
c.	 Pajak Hiburan;
 
d.	 Pajak Penerangan Jalan;
 
e.	 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

P8Jak Parkir: dan 
g.	 Pajak Sarang Burung Walet. 

"-- -.----- ­
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2.	 Tarit Pajak Parkir dihitung 
berdasarkan persentase 
tertentu dan jumlah 
pembayaran parkir bukan 
dari Nilai Jual Pokok 
Barang. 

Pasal 20 disempunakan 
dengan menghapus angka 
urutan ayat. 

Pasal 58 ayat (2) dihapus, 
karena masa pajak merupakan 
jangka waktu yang menjadi 
casar bagi WP untuk 
menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang, 
sehingga masa pajak reklame 
tidak dapat diasumsikan sama 
dengan jangka waktu 
penyelenggaraan izin reklame 
selama 1(satu) tahun. 

Ketentuan Pasal 59 
disempurnakan, sesuai UU No 
28 Tahun 2009 dengan 
menambah jenis pajak yang 
dipungut dengan penetapan 
Bupati (official assessment) 
dan yang dibayar sendiri 
olwh Wajib Pajak (self 
assessment), sesuai 
dengan PP No. 91 Tahun 
2010 tentang Jenis Pajak 
yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Bupati atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib 
Pajak. 
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1 

9 

2 

(1) Wajib 
berdasarkan 
menggunakan 
dipersamakan. 

(2) 

(3) Tata 
atau 
Peraturan Bupati. 

(1) Wajib 
menetapkan 
menggunakan SPTPO 

(2) Wajib 

ayat (1) membayar 

(3) 

Bupati 

(4) 
SKPOKB 
Bupati. 

I Tata cara pembayaran 
dan penagihan 

(1) 

(2) 
. 

I	 II
.

I	 I 
_____~ II J	 1---_ 
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1. Ditambah 2 (dua) pasal yang 
Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

Pajak 60 
mengaturdokumen dan tata cara 

penetapan Bupati yang dibayar dengan pembayaran dan penagihan pajak 
SKPD atau dokumen lain yang yang dipungut dengan penetapan 

Bupati (official assessment) dan 
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud yang dibayar sendiri oleh Wajib 
pada ayat(1) berupa karcis dan Nota perhitungan. Pajak (self assessment), sesuai 

cara pengisian penerbitan dan penyampaian SKPD dengan PP No. 91 Tahun 2D1 a 
dokumen yang dipersamakan diatur dengan tentang Jenis Pajak yang Dipungut 

Berdasarkan Penetapan Bupati atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. 

2.	 Dengan adanya penambahan pasal, 
maka urutan pasal selanjutnya agar 
disesuaikan. 

PasaL61 
Pajak menghitung memperhitungkan dan
 

sendiri Pajak yang terutang dengan
 

Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan 
dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada 

Pajak yang terutang berdasarkan 
SPTPO, SKPDKB danSKPDKBT. 
SP1PD sebaqairnana dunaksud pada ayat(1) dusi dengan 
[elas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada 

selambat-Iambatnya... (...) hari kerja setelah 
berakhirnya masa Pajak. 
Tata Cara pengisian penerbitan dan penyampaian SPTPD, 

dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturan 

Penambahan pasal baru yaitu Pasal 62,BAS XIV 
yang mengatur tata cara pembayaran danlATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 
penagihan dan urutan pasal selanjutnya 

Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang harus 
Pasal62 

menyesuaikan 
dengan menggunakan SSPD. 
SSPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
wajb pajak alau kuasanya dan disampaikan kelJada 

pejabat yang berwenang. . IL ---.J 
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(3) 

Pasal 60 
(1)	 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat I (1) 

terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: 
a.	 SKPDKB dalam hal: 

1)	 jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar; 

2)	 jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati 
dalam jangka waktu tertentu dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disarnpaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalarn 
surat teguran dan 

3)	 jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, 
pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 

b.	 SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data 
yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang. 

c.	 SKPDN jika jurnlah p~Ja~.Y~2g t.e~utang sam~ I 
besarnya denqan Jurnldh 1\1 eun pajaK alau pajax 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

Sanski Administrasi I (2)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam (1) 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf 
a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh em pat) bulan dihitung sejak saat 

, terutangnya pajak. 
L_-----'­ _ I 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata 
cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati 

Pasal63 
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat I 1. Telah sesuai dengan 
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: UU No. 28 Tahun 

2009.a.	 SKPDKB dalam hal: 
Penerbitan SKPDKB,1)	 jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau I 2. 
SKPDKBT, danketerangan lain, pajak yang terutang tidak 
SKPDN hanyaatau kurang dibayar; 
berlaku pada pajak

2)	 jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati yang dibayar sendiri
dalam jangka waktu tertentu dan setelah oleh Wajib Pajak (self
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pad a assessment).
waktunya sebagaimana ditentukan dalam I 3. Urutan pasal agar 
surat teguran dan disesuaikan.
 

3) jika kewajiban rnengisi SPTPD tidak dipenuhi,
 
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 

b.	 SKPDKBT jika diternukan data baru dan/atau data 
yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang. 

c.	 SKPDN jika jurnlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumiah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

BAB ..... 
SANKSI ADMINISTRASI
 

Pasal .
 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Ketentuan Pasal 63 ayat 
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 (2), ayat (3), ayat (4) dan 
ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan ayat (5) diubah menjadi 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua bab dan pasaf tersendiri, 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau urutan bab dan pasal 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 selanjutnya 
(dua puluh em pat) bulan dihitung sejak saat menyesuaikan 
terutangnya pajak. 
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(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam I (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut. kekurangan pajak tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak I (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB I (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a angka 
3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka .yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

BAB XIV 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 63 Pasal .... Pasal 63 ayat (1) dan 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran ayat (2) disempurnakan 

dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 dengan menghapus 
(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak I. (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dokumen SPPT karena 
Oan ~aling lama @ (ElRaffi) bulan sejal< tanggal. SPPT merupakan 
~anya SPPT @IQA VVajib Pajal~. dokumen pemungutan 

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan PBB Perdesaan dan 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Perkotaan. 
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. diterbitkan. 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan sebulan.LJ
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cara 
aran, 

diatur 

bifl lanjut rnen~Qnai jenis Pajak yan~ €I aflat 
dlpl3ln~ut bordasarkon p(motaflan KQflaia Daman atal3l 
ooayar sQndiri oleh \Olajib Pajak €lan l<otentl3lan loinnya 
taerkaitan don~an p8R'lbm~utan Pajak diattlr €I0Ag-afl 

---­ ~-----------­ -~---

3 

(4) Ketentuan lebih lanjut rnenqenai tata 
pembayaran, penyetoran, tempat pemb 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajal 
dengan Peraturan Bupati. 

-

Pasal--64 
~entl3lan 10 

I'erawran ~uflatl. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, tempat pernbayaran, 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal, ... 
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau 

lunas. 
(2) Bupati atas perrnohonan wajib pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 
mengangsur atau menunda pajak yang terutang pada 
kurun waktu tertentu. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

(4) Penundaan pernbayaran pajak sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang 
ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belurn atau 
kurang dibayar. 

. I
I! 

tlmon lain ya~ 

an,£PTPD.SKPDKg, €Ian SKPDKm" 

PasalG2 
(1) Tata €Jam flonorbitanSKPD atau €I@I< 

diDersam-ak 
sotaagaimana gimal<.S\il6 galam Pasa! ~Q aya-t (~) ~ 

r t (5-) diatur dongon P€3raturml ~wpa . . . 
aj a .. n Qnai tata €Jara flong~ 

(2) KQtontuaA--klblh. laAj~~:~ ;tatl dol"umen lain yang 
dan. flony'arnp3l:-n D £KPOK~, -d-a-H= SK-P~ I 

-I €lilix,m;arnakall, "PTP , i GQ ayat (Jj €Ian I 

seba ~iR'l::nacl;=ffiQksud dalaR'l r-'asa . I 
I ::::::; <lialuHl_ppr~"r." BU~.tL__ 1 _ 

Ketentuan Pasal 61 dan 
Pasa' 62 Raperda 
dihilangkan, karena 
sudah diatur/digabung 
dalarn Pasal 60 dan 
Pasal 61 baru, hasil 
evaluasi 

I 

__I 
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~ Pasal 64
I (1) Pajak yang terutang berdasarkan ~, SKPD, 
I SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh 
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
Surat Paksa. 

Sanksi Pidana 

I I 
I I
L_ I 

(2) Penagihan pajak dengan	 Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal80 
(1)	 Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota 

yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam 
~~ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp4.000.000,00 (em pat juta 
rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh	 Walikota I (2) 
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam 
p~ ~ ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana . 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda I 
paling ban yak Rr 10000.000,00 (sepuluh jut31 
rupiah). 

(3)	 Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan 
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya 
dilanggar. 

(4)	 Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
mengangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan se/aku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak 
pidana pengaduan. 

Pasal 81 

4 

Pasal64 
(1) Pajak	 yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2)	 Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasa/80 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota 

(3) 

(4) 

yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp4000.000,OO (empat juta 
rupiah). 
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota 
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
atau seseoranq yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda I 
paling banyak Rp1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan 
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya 
dilanggar. 
Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
mengangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak 
pidana pengaduan. 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasall08, ~~ Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal disesuaikan. 
dan--PORnl-cMJ ayat (1) dan ayat (2) rnorupakan penerirnaan 180 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penenmaan negara. _I I 
negara. I . II _ _ --LI . 

IPasal 81 

lR 

Pasal 64 disempurnakan, 
dengan menghapus 
dokumen SPPT karena 
dokumen tersebut untuk 
pemungutan PBB 

Pasal 80 ayat (1) dan 
ayat (2) disempurnakan, 
karena penunjukan 
pengenaan denda 
pidana pada Pasal 80 
merupakan denda 
pidana atas Pasal 76 
Raperda ini, sesuai 
dengan Pasal 177 UU 
No. 28 Tahun 2009. 

IPenunjukan pasal agar 
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Ketentuan Penutup12 BAS XX!'J 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal83 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2002 ten tang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 
tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak 
Reklame, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan 
Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 ten tang Pajak Hiburan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Lain-lain13 
a. Lembar Penetapan 

b.Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4;} 
~moofitill\Han~-ajak~ut~~t~~katadalaR s14ral 
~~kal'l 14l'ltlJk rn~ritJ~ykJ~ ~44y<l Pajald314rni .Qoo8Jl'lgtm;"lQ 
~R~~B~il~&"~~ 

c. Pembetulan, Pasal68
 
Pembatalan,
 (1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karen a jabatannya, Supati dapat 
Pengurangan membetulkan ~, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 
Ketetapan dan atau	 SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
Pcnqhapucon Atau I dJnfJtJl1 kcsalahan hitung dJnf.Jt.JU kckcliruon poncrapan kctcnluon I res313nan hitung rJan/?t::Ju kp!<plinl::Jo flPoprrlp;:w ketentuan tertenfu 

4 

SAS XX!'J
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal83 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
1.	 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan 

Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...., 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ..... ); 

2.	 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 ten tang Pajak 
Restoran(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 
... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ..... ); 

3	 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...., 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ...... ); 

4	 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan 
Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Tahun 2002 NomOI ", Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor ......); 

5.	 Perannan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...., 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ...... ); 

6.	 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 ten tang Pajak Hotel 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...., 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ..... ); dan 

7	 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan 
(Lt:IIlUdldll Dat:I all Kabupaten Way KJnof1 Tahun 2002 Nornor 
Tarnbahan Lernbaran D;Jpr::lh Kabupaten WayKanan Nomor ......). 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pada lembar penetapan dan pengundangan, tidakmenggantung, harus ada 2 
(dua) pasal pada lembar/halaman tersebut 

Pasal 68 
(1)	 Alas perrnohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 

membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKST atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 

17 

5 

Ketentuan Pasal 
disempu rnakan 

Pasal 84 dan Pasal 85 jadikan 
pada lembar penetapan dan 
pengundangan 
Pasal 1 angka 43 dihapus karena 
SPPT merupakan dokumen 
pemungutan PBB Perdesaan dan 
Perkotaan 

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b disempurnakan dengan 
menghapus dokumen SPPT, 
karena SPPT merupakan 
dokumen pemunqutan PBS 

Pengurangan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. I dalarn peraturan perundang-undangan perpaakan daerah I Perdesaan dan Perkotaan. II 
L Sanksi Administratif I (2) Bupati dapat:	 I (2) Bupati dapat: I I 
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a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menu rut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan ~, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPO, SKPDN atau SKPDLB yang tidak 
benar; 

d. Keberatan dan I Pasal 69 
Banding (1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a.	 £PPi=; 
b. SKPD; 
c.' SKPDKB; 
d. SKPDKBT; 
e.	 SKPDLB; 
f.	 SKPDN; dan 
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak 
benar; 

Pasal69 
(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPDN; dan 
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

Pasal 69 ayat (1) 
disempurnakan dengan 
menghapus dokumen SPPT, 
karena SPPT merupakan 
dokumen pemungutan PBS 
Perdesaan dan Perkotaan. 
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.lII/HKl2011 
TANGGAL : 

EVALUASITERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
2 3 4 5 

1 I Dasar hukum 
Mengingat 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

Angka 11 disempurnakan dan 
disesuaikan dengan judul PP 
Penambahan dasar hukum 
mengingat 
Urutanrhirarl<i sesuaikan dengan 
ketentuan UU No 12Thn 2011 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 11. 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran ~. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer: 24/ PrtlM/2007 13. 
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

2 I Ketentuan Umum Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

kata 
Diktum 

Pengetikan kata "Dalam ....." 
disejajarkan dengan 
PERATURAN pada 
Menetapkan 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 

Nama. obyek, dan PasalS 
Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c adalah pemberian izin k€flGlSa @FGl~~ flribGl€li ata19 I3Gl€lGl~ untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau 
beberapa trayek tertentu. 

(1) 

(2) 

Pasal 10 
Objek Retribusi lzin Usaha Penkanan sebagaimana dimaksud dalam I (1) 
Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 
Gadan lmtu" melakukau Kt::gidldll usaha penanqkapan aan 
pembudidayaan ikan. 

-----_._-­ ---­

Pasa~8 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi 1. Ketentuan Pasal 8 
sebagai pembayaran atas pernberian izin kepada disempumakan, dengan 
orang/badan untuk menyediakan pelayanan angkutan menambah ayat (1) baru yang 
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu mengatur nama retnbusi. 
dalam wi/ayah daerah. 2. Urutan ayat selanjutnya 
Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam menyesuaikan. 
Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin trayek untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 
suatu atau beberapa trayek tertentu. 

Pasal 10 
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut' Ketentuan Pasal 
retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi Idisempurnakan. denqan 
atau badan untuk melakukan keqratan usaha penangkapan I menambah ayat (1) baru yang I 
dan pembudidayaan ikan . I' mengattur nama retribusi. dengan I 

___---'.-'p:...=e-'-ng_ecualia~~bjek~etribus~ 

10 
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9 UKUI dll J x: J '" .,J , 

mJ/kantong, kepadatan antara 300­ II' 

500 ekor per kanto=---,n---"g~', -----L, _ 

1 2 3 4 5 

(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 

I 
Badan untuk melakukan kegiatan usaha 

I penangkapan dan pembudidayaan ikan. 
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana 

dimaksud ayat (2) adalah : 
a. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar : 

1. Pembenihan dengan areal lahan tidak 
lebih dari 0,75 Hektar; 

I 
2. Pembesaran dengan areallahan di : 

a) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 
hektar 

b) kolam air deras kurang tidak lebih dari 
5 unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 
100 M2 

I 

c) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 
unit dengan ketentuan 1 unit = 7 x 7 x 
2,5 M3 

d) keramba tidak lebih dari 50 unit 
dengan ketentuan 1 unit 4 x 2 x 1,5 M3 

I 

b. Usaha pembudidayaan ikan air payau : , I 
1. Pernbcnihan dengan areal lahan tidak lebih 

dari 0,5 hektar 
2 Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih 

dari 5 (lima) hektar. 
c. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut: 

1. Pembenihan dengan areal lahan tidak 
lebih dari 0,5 hektar; 

2. Pembesaran : 
a) Ikan bersirip : 

- Kerapu BebekITikus dengan 
menggunakan tidak lebih dan 2 
(dua) unit keramba jaring apung, 

I 

dengan ketentuan 1 unit = 4 

I I 
I
 

--.1 
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Pasal 7 
(1) Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pnbadi 

atau badan hukum yang mendirikan dan atau 
memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usaha di 
daerah. 

__.1__ 

Kerapu lainnya dengan menggunakan trdak
 
lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung,
 
dengan ketentuan 1 unit =4 kantong ukuran 3
 
x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300­

500 ekor per kantong;
 
Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya
 
tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba
 
jaring apung, dengan ketentuan 1 unit =4
 
kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong,
 
kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 

b)	 Rumput laut dengan menggunakan metode: 
1)	 Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit
 

dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5
 
m2:
 

2)	 Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh)
 
unit dengan ketentuan 1 unit =20 rakit, 1 rakit
 
berukuran 5 x 2,5 m2;
 

3)	 Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan
 
ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
 

c)	 Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5
 
(lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture)
 
dengan luas 400 (empat ratus) m2/unit.
 

d) Kerang Hijau dengan menggunakan:
 
1) Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit =
 

4 x 4 m2;
 
2) Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit
 

=4x4m2;
 
3) Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
 

e) Abalone dengan menggunakan :
 
1) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan
 

ketentuan 1 unit =10 x 2 x 0,5 m3
 
2) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan
 

ketentuan berukuran 1x1x1m3.
 

Pasal 7 
Ketentuan Pasal 

atau badan hukum yang memperoleh izin tempat 
Subjek retribusi IZIn gangguan adalah orang pnbadi 

disempurnakan, dan ayat (2) 
usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah dihilangkan sesuai pasal 147 

UU No. 28 Tahun 2009 
I
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, ~""9	 .ja	 aoa yaAyr::::r1=-	 i (2) -Y:';;yaan adalao: . ala" k"asanya ,ay; kaylalaA as 

f	 I :. ,""ilik, aol, :aA:AY '.'ad;; . , saha yang diiakakaA€lilak~·li<Elfl @IB er afl)'a lJ:afji 1<€1§IEltaf1 tl
@f1§liFYS atoHl IHlas 

B. :I€J~ Ba€laf1 ~yl(lim 
Pasal9 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin 
trayek. 

Pasal11 
Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan 
yang mendapat izin usaha psnanqkapan rlan pembudidayaan ikan. 

Pasal134 Cara mengukur tingkat 
penggunaan jasa (1)	 ~csam)'a R@tFiIHJsi yaflQ t@rlJtafl§ €Ii~itYIl~ hmJasarkaf1 l3@fi<aliElfl 

af1t:m tif1gkat ~cF1~~\maaF1 jasa €l€m~all tarifRctriBliSi. 
(2)	 TiR~kat I3Cf1~fjlmaaf1 jasa sCBa~aimaf1a €limaksIJ€l ~ada ayat (1) 

a€lala~ jlimla~ I3CF1~fjlillaaf1 jasa ~'af1~ €lija€likElF1 €lasar al@l<asi 
Bc~all biaya }'all§ €lil3ikYI P€lRHilriF1ta~ gaBra~ YIlM; 
I3Cf1)'cl€H1§~araall jElsa }'af1g bersElf1gl(liataR. 

(3)	 ,o,l3abila tillgkat I3CF1~m\maR)'a sa~ G@sa§ElimoillGi €limElI(s~ 

apt (1) slllit €Ii IlkIJr maka tiF1§kat I3cll§§YRaaR jasa fJal3at €Ii taksir 
OOf~asElrhaR rliFRyr )'aR~ €liBuat @Ic~ P@merif1ta~ QacraA. 

I 

I 

i 
r 

Pasal9 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin I Ketentuan Pasal 9 
trayek dari Pemerintah Daerah. r disempurnakan, sesuai Pasal 

147 UU No. 28 Tahun 2009 

Pasal 11 
11Subjek Retribusi. i~in usaha ~er~k:n,:~:~~:~ ~~~~.~~~~~~~~~~_~a~~~ I K.~~e~t_ua_n _, _ Pasal 

yang rnendapat ,ZIn usaha penanqkapan UClII f./CIIIUUUIUdYddll IMII can I dl::>~III~U1 rIClKi::l11
 

Pemerintah Daerah
 

Pasal13 
(1)	 Tingkat penggunaan jasa 1MB diukur berdasarkan fungsi IKetentuan Pasal 13 

bangunan. disempumakan, sesuai Pasal 
151 UU No. 28 Tahun 2009 

perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks 
gangguan dan tarifretribusi izin gangguan. 

(2)	 Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan 

r (3)	 Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
c. perusahaan dengan gangguan besarindeksnya = 3; 
d. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2; 
e. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1. 

(4)	 Indeks gangguan berdasarkan indeks lokasi sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut :
 
f. jalan negara I kelas I dengan indeks =4;I 
g. jalan provinsi I kelas II dengan indeks =3;
 
h jalan kabupaten I kelas IIIdengan indeks = 2;
 
I jalan kecamatan I kelas IVdengan indeks = 1.
 

I (5)	 Tingkat pengg unaan jasa izm trayek diukur berdasarkan jumlah 
izm yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang 

I (6) Tinqkat penggunaan jasa izin perikan an diukur berdasarkan 
vOlum.e keqiatan. jenis kegiatan dan luas areal pembudidayaaJn. 
ikan 

- 0 • .___ _	 _ 
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\ 5 I Strukturdan besarnya tarif I Pasal15 
retribusi Besarnya Tarif Retribusi IzinMendirikan Bangunan adalah sebagaiberikut : 

a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung 

FUNGSI BANGUNANNO 

1. I Bangunan Fungsi Hunian : 
a.	 Bentuk Bangunan Penumahanl Rumah 

Tempal Tinggal 
1) Rumah Kampung/Rumah Sangat 

Sederhana (RSS) 
a] Luas Bangunan sId 45 m2 

b) Luas Bangunan dialas45m2 
::o/u 751112 

c)	 Lua<; BnngunClr) oj atas7.., m? 
sid 100 m2 

d)	 Luas Bangunan di atas 100 m2 

2)	 Rumah Kecil/Rumah Sederhana 
(RS) 
a) Luas Bangunan sid80 m2 

b) Luas Bangunan di alas80m? 
sid 150 m2 

c) Luas Banqunan di alas 150 ml 

sid 200 ml 

d) Luas Bangunan dialas 200 ml 

3)	 Rumah Sedang/Menongah 
a) Luas Bangunan s/d 100 m? 
b) Luas Bangunan di alas 100 

m2sld 150 m2 

c) Luas Bangunan di alas 150 
m2 sid 200 m7 

d) Luas Bangunan diatas 200 m2 

JO rn­

,R"bn 

2 

TARIF SATUAN
RETRIBUSI PER

(Rp) 

m2I Rp. 3.000,00 
Rp. 3.500,00 m2 

Rr II non.nn m2 II 
Rp. 4500,00 I m2 

I Rp 
Rp 

4000,00 
4500,00 I m2 

m2 

Rp 5000,00 I m2 

Rp 6000,00 I ml 

I 
Rp. 
Rp 

6500,00 
7000,00 

I 
I 

ml 

m2 

Rp 7500,00 ml 

Rp 8500,00 ml 

Rp 
Rp 

8000,00 
9000.00 

ml 

ml 

I Rp 10000.00 fII! 

I Rp 11 000,00 m! 

I 
, Rp 6 OUlI,UO 

Rp 6000.00 
I Rn 1)..,0000 

ml 

m7 

m! 

4 

Struktur dan besarnya 
berdasarkan rumus: 
(Tarif x luas bangunan) + biayapemeriksaan konstruksi/struktur bangunan 
a. Funosi Banqunan Untuk Banqunan Gedunq 

TARIF 
SATUAN

RETRIBUSIFUNGSI BANGUNANNO 

1. I Sangunan Fungsi Hunian : 
a	 Seniuk Bangunan Perumahanl Rumah 

Tempat Tinggal 
1) Rumah Kampung/Rumah Sangal 

Sederhana (RSS) 
a) Luas Bangunan sid 45 ml 

b) Luas Bangunan diatas45m2 
sid75 m2 I 

c) LUJS Bangun;:m di alas 75 m2 
sid 100 m2 

d) Luas Bangunan dialas 100 m2 

2)	 Rumah Kecil/Rumah Sederhana 
(RS) 
al LU2S Bangunan sid 80ml 

b) Luas Bangunan dlalas 80m2 

sid 150 m2 

c) Luas Bangunan di atas 150 m2 

sid 200 m2 

d) Luas Bangunan diatas 200 m? 

3) Rumah Sedang/Menengah 
a)Luas Bangunan sid 100 m2 

b)Luas Bangunan dlalas 100 ml 

sid150m2 

c) Luas Bangunan di alas 150 ml 

sid 200 m2 

d) LU2S Bangunan diatas 200 m! 

PER
(Rp) 

m23.000,00 I 
m?3.500,00 

4.000,00 Ill" 

4.500,00 m2 

4.000,00 m2 

4500,00 m/ 

5000,00 m2 

6000,00 m2 

6.500.00 mZ 

7000,00 ml 

7500,00 m2 

8500,00 m2 

8 000.00 I m' 
9 000,00 m) 

m)10 000.00 

11 000,00 Ill" 

D000.00 Ill! 

S00000 rw' 
12500.00 rn! 

-~ -=-=-±-~_-:-=-!
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Ketentuan 
disempurnakan 

Pasal 15 
dengan 

menambah rumus perhitungan 
retribusi 
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V, OdllYUlldl1 r t;:IUd:::Jdll~<.ll j OlQU rI,llJ..J V 

c. Bangunan Perhotelan/Penginapan 
d Bangunan Industri atau klas 8 
e. Bangunan Perizinan bangunan 
f. Bangunan Penyimpanan/Gudang atau 

klas7 
g, Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, 

bioskop 
3. Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya 

a) Bangunan Pendidikan 
b) Bangunan Pelayanan Kesehatan 
c) Bangunan Peribadatan 
d) Bangunan Kebudayaan (museum, 

gedung kesenian), Hall (gedung 
pertemuan, perpustakaan), Gedung 
Gallery 

e) Bangunan Gedung OlahRagaJ Stadion 

I Cacat atau vallm piatu/terlantarI~ Bangunan Pantl untuk Orang Berumur, 

4, Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan 
peedak, senjata, bangunan pembangkit 
tenaga nuklir) 

5, Bangunan SPBU 

0 ... 0 c:::n(\ (H\ 
I \~. u ..,)uv,vv 

I \~, IV,IJUV,VV 

Rp. 11.000,00 
Rp.10.500,00 
Rp. 6.000,00 
Rp.10.000,00 

Rp. 7.000,00 

Rp. 6.000,00 
Rp. 5.500,00 
Rp. 3.500,00 
Rp. 6.000,00 

Rp. 7.500,00 
Rp. 2.500,00 

Rp. 12.500,00 

Rp.20.000,00 

,,. 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

me 

m2 

m2 

I I ­

, "'J'- -' - ~'..J ~ ',J 

c. Bangunan Perhotelan/Penginapan 
d. Bangunan Industri atau klas 8 
e. Bangunan Perizinan bangunan 
f. Bangunan Penyimpanan/Gudang atau 

klas 7 
g. Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, 

bioskop 
3. Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan 

Budaya 
a. Bangunan Pendidikan 
b. Bangunan Pelayanan Kesehatan 
c. Bangunan Peribadatan 
d. Bangunan Kebudayaan (museum, 

gedung kesenian), Hall (gedung 
pertemuan, perpustakaan), Gedung 
Gallery 

r"o_..J .. __ I""\.~L-.. 0 ........... / e. Bangunan I.:>t:UUI'!:I VIClII r,a~aJ 

Stadion 
f. Bangunan Panti untuk Orang 

Berumur, Caeat atau yatim 
piatu/terlanlar 

4. Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan 
peledak, senjata, bangunan pembangkit 
tenaga nuklir) 

5 Bancunan SPBU 

I 11 ~OO,OO r ~~-l 

11,000,00 m2 

10,500,00 m2 

6,000,00 m2 

10.000,00 
m2 

7000,00 
m2 

6000,00 m2 

5,500,00 m2 

3.500,00 m2 

6000,00 m2 

7 C::(\n (\(1 m?I •.,)VU,VU 

2.500,00 m2 I 

12,500,00 m2 

20.000,00 m2 

6 

I 
I 

I 

_L___ 
-_. 

b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya 

NO FUNGSIBANGUNAN 

1. Bangunan Peralasan untukpemasangan Pompa, 
Mesin, Tangki, Reklame dansejenisnya 

2, Saluran Pembuangan/Penampungan Air 
Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang 
lebih keeil sama dengan 0,5 m atau diameter 
lebih keel sama dengan 0.75m 

3 Saluran Pembuangan/Penampungan Air 
HUJan/Kotar atau Air Perusahan penampang lebih 
besar 0,5m atau diameter lebih besar0.75 m 

4 Sumur Resapan tidak dlpungut retribusi 
5 Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotar 

Perusahaan 

I dldalam ianah daruatau di alas tanah 
6 Tandon Penal1lpungan Air Berslh/Bahan Bakar 

7 Kolam Renang 
t\ Turap IBangunan Penahan Isnab.: lsenganj, 

TJlanq Air, Svpnon Ballqunan Ba' IUllan, 

TARIF 
RETRIBUSI 

(Rp) 

Rp. 9.000,00 

Rp, 5 000,00 

Rp, 7000,00 

o(no1) 
Rp.6500,00 

Rp. 7000,00 

Rp. 10000,00 
Rp 6000,00 

SATU 
AN 

PER 

m2 

m' 

m' 

a(nol) 
mJ 

mJ 

mJ 

m2 

I 

b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya 

NO FUNGSI BANGUNAN 

1 Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, 
Mesm: Tangki, Reklame dan sejenisnya 

2 Saluran Pembuangan/Penampungan Air 
HUJan/Kotar atau Air Perusahaan penampang 
tetnh kecil sarna dengan 0,5 m atau diameter 
leblh kecil sama dengan 0,75 m 

3 Saluran Pembuangan/Penampungan Air 
Hujan/Kotor atau Air Perusahan penampang lebih 
besar 0,5m atau diameter lebih besar 0,75 m 

4, Surnur Resapan ndak dipunqut retnbusi 
5 Sepuc tank/Bak Penampungan Bekas Air Kolar 

Perusahaan 
6 Tandon Penampungan Air Berslh/Bahan Bakar 

dl dalarn lanah dan/atau dI atas tanah 
I Kolal1l Renang 
R Iurap IBangunan P~IlJIl.Jn Tanah/plengsenganl. 

Talanq Air: R,HH1I!O an BaOI Teriunan, 

TARIF 
RETRIBUSI 

(Rp) 

9000,00 

5000,00 

7000,00 

o(nol) 
6500,00 

7000,00 

10000,00 
6000,00 

SATUAN 
PER 

m2 

m' 

m' 

o(nol) 
mJ 

mJ 

mJ 

m2 

-



I I II ~ i ~all ~~~~~, ~~'T 1/" - . -;. [)J- i Rp.50.000,00 IJ. ....C;III ddl CluiJ,Ulli~oJ~llJ i;J 
Rp. 20.000,00Jembatan Kayu10. 
Rp. 1.250,00 

kayu bagian depan 
Pagar dari pasangan batafbatu/beton, besi, dan11. 

Rp. 1.000,00 
kayu bagian belakang dan samping 
Pagar dari pasangan batafbatulbeton, besi, dan12. 

Rp. 25.000,00 
dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan 
dan/atau campuran 

a Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap13. 

Rpl00.000 

Jalan 
b. Untuk mendirikan Papan Reklame Banda 

Rp.3.500,00 
dengan penampang :s0,5 m atau diarneter s 0,6 
rn 

Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan14. 

Rp. 6.000,00 
dengan penampang > 0,5 m atau diameter> 0,6 
rn 

Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan15. 

10. I fJenangkal Peur RjJ.7.500,00 I 
I 17 Cerobong Asap Rp 1000a,Oo 

liang Bendera Rp. 3.500,0018. I
Bangunan Tower dan sejenisnya 
a) Berdasarkan Volume (rangka bajal beton) 

19. 
Rp.30.000,00 

bl Berdasarkan Tinggi . 
1 Luas Penampang rangka rata-rata sid Rp. 25000,00 

0,10 m2 atau 1000 em2 

2 Luas Penampang rangka rata-rata sid Rp. 30000,00 
0,225 me atau 2250 em 2 

3 Penampang bula! (orpa) besibeton Rp. 50000,00 
dengan diameter rata-rata sid 100 em 

4 Pohon Tower Telekomunikasi (dlhitung Rp. 300000.00 
dan permukaan tanahl [alan) 

ej Berdasarkan Luas (bidang yang menempel) 
1 Dipasang pada ketinggian sid 15 m Rp.20000,00 

Rp.25000,00 

3 Dipasang pada ketinggian sid 45 m 
2. Dipasang pada ketinggian sid 30 m 

Rp 30.000,00 
4 Dipasang padaketinggian diatas 45m Rp.40000,00 

Rp 500,00Lahan Parkir atau ierruran dengan lanlai belon, 
bala. kayu, besi dan bahan gabungan 

20 

U 
Rp 750000Jalan aspal21. 
Rp 5000,00 
Rp 10000,00 

Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat22. 
Jalan Beton Bertulang 

Rp 5 000.00 
23. 

Penqeboran air dalarn tanah24 

! II 
dan Pintu A!f 

r:;? 9. Jernbatan 8et01', !<omposit R3j~ 

m2 10. Jembatan Kayu 
m2 11. Pagar dan pasangan bata/batu/beton, besi, dan 

kayu bagian depan 
m2 12. Pagar dan pasangan batalbatufbeton, besi, dan 

kayu bagian belakang dan samping 
m2 13. a. Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari 

kayu, besi, beton, dan bahan gabungan 
dan/atau campuran 

m2tiap b. Untuk mendirikan Papan Reklame Bando 
sisi Jalan 
m1 14. Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan 

dengan penampang s 0,5 m atau diarneter s 0,6 
m 

m' 15. Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan 
dengan penampang > 0,5 m atau diameter> 0,6 
m , lG. ,, _____ 1._1 n_.:_ 

III' r-~lldll'l"dl n'lll 

mJ 17. Cerobong Asap 
m' 18. liang Bendera 

19. Bangunan Tower dansejenisnya 
mJ a) Berdasarkan Volume (rangka bajaf beton) 

b) Berdasarkan Tinggi : 
m, 1. Luas Penampang rangka rata-rata sid 

0,10 m2 atau 1000 ern/ 
m' 2. Luas Penampang rangka rata-rata sid 

0,225 m2 alau 2250 em 2 

m' 3 Penampang bulat (ppa) besi/beton 
dengan diameter rata-rata sid 100 em 

m1 4. Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung 
dari permukaan tanahl jalan) 

e) Berdasarkan Luas (bidang yang menempel) 
m2 1.Dipasang pada ketmqqian sid 15m 
m2 2 Dipasang pada ketlnggian sid 30m 
m2 3.Dipasang pada ketlnggian sid 45m 
m2 4. Dipasang pada ketinggian diatas 45m 
m2 20 Lahan Parkir atau jemuran dengan lanlal belon, 

bata, kayu besi dan bahan gabungan. 
m2 21 Jalan aspal 
m2 22 Jalan Makadarn. Paving, Beton Rabat 
m2 23 Jalan Beton Bertulang 
m' 24 Penqeboran airdalam tanah 

I 'in nooon 
20.000,00 
1.250,00 

1.000,00 

25000,00 

100000 

3.500,00 

6000,00 

'7 en'" ("If'
I . .JVU,VV 

10000,00I 
3.500,00 

30.000,00 

25.000,00 

30.000,00 

50000,00 

300000,00 

20000,00 
25000,00 
30000,00 
40000,00 

500,00 

750000 
5 000,00 

10 000.00 
5000.00 

~---- -- . -, _.-
7
-I 

! 
I fll2 1 I 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 tiap sisi 
m1 

m1 

m1 

~1 

'" 
m' 

m3 

m' 

m' 

m' 

m' 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

me 
m2 

m2 

m' 
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I I ! ,C. P~eriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan J ~. Pe~eriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan 

j	 I I NONO I JENIS BANGUNAN DARI 

Konstruksi belon bertulang/belon pralekan 
atau Konstruksi Komposit 
Konstruksi Baja 
Konstruksi Aluminium/Galvalurn 
Konstruksi Kayu 
Un tuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan 
retribusi ada/ah yang ada perhitungan 
Struktur/Konstruksinva 

Pasal16 

TARIF 
SATURETRIBUSII RETRIBUSI I --;::,- I I NO I JENIS BANGUNAN DARI 

1'\11 I AN(Rp)(Rp) 
PER PER 

Rp. 10.000,00 mJ 

kg 
Rp. 2000,00 
Rp. 250,00 

m2 

Rp. 2.500,00 m2 

Pasal 16 
Besamya tarif retribusi izin gangglJan adalah sebagai berikut : Pasal 16 

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebaqai 
RiG bYQS Ryafl§ T€lmJi1at USaREl )e Ifl€lel<s §Qfl§§Yafl X 1f9€1Ell<s 

(1)	 8@saHlya FBtri!:lYsi gilelaJi1kaR sebagai l:JeriI<Yt: 
berikut:
 

lDkesi X Tari!
 (1)	 Besarnya retribust ditetapkan sebagai berikut: 
(2)	 8€lsaFf9~!a taRf sel:la§aimaAa fdimaksyg ayat (1) l3asal if9i, RIG	 =(Luas ruang tempat usaha x indeks gangguan xindeks 

rl:r1..,,...~~..,,, n.,r!..." ---.inrlf"l.1._r"' 1'1l"'\n..d_.. A"'\..n _",-t""\IJ I""h..."n -----.I.JPI"'1..6""1 -l..L""U"'l..n.",,,,,,,,,,,,.,<0" paua ",u,""o ~.S UO" C",OU '001." i boU"O 1 o"S 'I lokasi x tarif) + Biaya Survey lapangan/penelitian + Biaya 
eitBtaJi1karl. Administrasi 
•	 Sampai dengan 100 m2 dikenakan biaya Rp. 1.000,00 (seribu (2) Besamya tarifsebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan 

rupiah)/m 2; pada indeks ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan. 
•	 Selebihnya dikenakan biaya Rp. 800,00 (delapan ratus • Sampai dengan 100 m2 dikenakan biaya Rp1.000,- (seribu 

rupiahj/m'; rupiahl/m" 
(3)	 Biaya survey lapangan / Penelitian Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu • Selebihnya dikenakan biaya Rp800, (delapan ratus rupiah)/m2 

rupiah). (3) Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000,- (tiga puluh ribu 
(4)	 Biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). rupiah)
 

Biaya administrasi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Pasal17	 (4)

It#	 P@R@tY3fl iRGElk a€Ja 
.§jaf1§j§jYaf9 €Jef9§a: I(T:~:§Ya.A Gifdasarkafl l3
Fe- p."....., ". k.SI "b.~ai ••nk,I' ."" k"il,ya ­

k.	 ~@rYsa~aal'1 €J@I'1: af9 ~af9g§jloJaR Besar iFlg~ks ' 
I.	 a, ~a'§!". ,.'a ' .;po".... "l"l 

121	 POAeIil~," ,.::::'~'" ga'g!'" ko,il ~:,:'lk:,~a - <; 
Iok"i d,.g,"g§.," ",a"rk ·'Ia 1

"'Jill." §'" klaSlfik•• ,.obagai bOI'" ,pa,a kola. I i,_ 

1 

2 
3 
4 
5 

oogilfit-/kelas I g . rl(yt; 
A. jal<lA ~r@ ...iAsi I k I @A§jaA mdsks - 4' 
o lieas II €leA' ' 

· 1 <lA 1(<l!:lIoJ~at€m I k ,§jafl meeks ¥.~3 teas III €l@ RQaR. ' 
J aA k@camataA I k I mfd@ks, e as II! G,@f9§<lR iooElI<s 2'4' 

l~ 
Konstruksi beton bertulang/belon pratekan 
alau Konstruksi Komposit 
Konstruksi Baja 
Konstruksi Aluminium/Galva/urn 
Kon struksi Kayu 
Untuk nornor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan 
retribusi adalah yang ada perhitungan 
Struktur/Konstruksinya 

_ L__	 _ . 

mJRp. 10000,00 

Rp. 250,00 kg 
m2 

2 
Rp.	 2.000,00 
Rp. 2.500,00 m

1.	 Pasal16 disempunakan 
rlpn":ln mon:lmh",h Pi""" 
.... ...,.'~ ......,I III ..... e r......IIIIJUI. LJH.... 'U 

Survey lapangan/penelitian 
dan Biaya Administrasi 
dalam komponen rumus 
perhitungan retribusi izin 
gangglJan. 

b	 Pasal 17 disempumakan 
dengan mengubah 
"gangguan" menjadi 
"lokasi'. 

Ketentuan Pasal 17 digabung 
dengan Pasal 13 ayat (3) dan 
ayat (4), dengan adanya 
perubanan maka pasal 
selanjutnya menyesuaikan 

J__._.~ . _ 
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I	 1 I "I " I 4I I <:. I v	 I 
Pasal 19
 

Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah :
 
Pasal 19 

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai 
benkut:a.	 Permohonan baru 

1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk sid 8 orang 1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk sid 8 orang 
Rp.300.000,­ Rp.300.000,-/5 thn 

2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 sid 15 orang RpAOO.OOO,- 15 
Rp.400.000,­

2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 sid 15 orang 
thn 

3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 sid 25 orang Rp.475.000,­
Rp.475.000,­

3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 sid 25 orang 
15 thn 

4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dan 25 orang Rp. 
500.000,­ 500.000,- IS thn
 

@. ;Oill~IHjtEl~ Idu:lsijs R~. @QQ.QgQ,
 5. Angkutan khusus yang digunakan untuk trayek Rp500.000,-/5 
~~n 

Ie. OaftEiF \:llaFlQ	 k ~as itas tmFlpat dud \:ll< sid ij @FEl~~. 1. M@eil ~e~umpa~~ umum a 

Rp.75.0QO,	 ~ k 9 s'd 1@ @f9Fl~ Rp.90.QOQ,
b=M@eil bus kapasitas t€Hllpat du ij dEld'uk 16 s,l~ 2@ @Fa~~ 
3-. M@bil eelS kElpaSltas tem~at 

Rp.100.000-;-. t €lu€lul, le@i~ €laFi 25 @F9R~ R1T.4. M@bil bus kapasltas tempa 
125.000 

@.	 ,OiF\~kutaFl k~ijsUS R~ 1SQ.QQO,
 
Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
 Pasal20 

Pasal 20 Struktur dan besarnya tarif retribusi jenis usaha perikanan ditetapkan 
sebagai berikut : 

,----------,-------------,--------------,-------+-1---" 

BESARNYA I J aj Budidaya Ikan Air Tawar 
JENIS PERlZlNANNO TARIF KETERANGA'f I Luas Area RETRIBUSI 

1. Usaha Pembenihan >0,75 Ha Rp ...... , 
Sural izin usaha perikanan lain' 2. Usaha Pembesaran
 
a Usaha budidaya air tawar
 Rp ..
 
b Usaha pengumpul/ pengangku\
 

Rp 50000.- I Per Ha / tahun I I a Kolam air tenang >2 Ha 
b Kolam air deras < 5 Ha Rp . 

ikan Rp 200000,- Per lahun L c. Keramba jaring apung .... , Rp , 
- Perusahaan berbadan Hukum Rp 50000" Per lahun P budi .R 200000 P I h b em udldaya air payau- Perorangan p , er a un I L A
 

c Usaha pengolahan Ikanl hasil uas
 

Ikan Rp 50000,- I Per tahun ~ I Usaha Pembenihan
 
d Budldaya Ikan dipera ran umum
 Rp 50ooo"r=Per Usaha Pembesaranuilil I tanun
 

Karamba
 

,-lm2/Tahun 

Retribusi 
Rp 

.. ,-lm 2/Tahun, Rp 

Irea 

c Pembudidaya air laul
 
- Jata apunCJ
 ____.____ _ [ Luas Areal 

Usaha Pembenihan
j iUsaha Pemb~---~- ­

--	 -- --, ..... 

9 

I t: II ~ I 

1.	 Pasa/19 disempumakan
 
dengan menambah jangka
 
waktu dilakukannya daftar
 
ulang izin trayek.
 

12.	 Izin trayek berlaku selama 5 
tahun dan dapat 
diperpanjang, sesuai Pasal 
57 ayat (2) Kepmenhub No. 
35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di Jalan. 

b.	 A.ngkutan khusus diubah 
menjadi angkutan khusus 
yang digunakan untuk 
trayek, karena yang 
dikenakan izintrayek hanya 
angkutan penumpang 
dalam trayek. 



-- ------
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I 
2 3 4 5 

d. Pembenihan Ikan Air tawar 
~ LuasArea RETRIBUSI 

Usaha Pembenihan Rp.., ,-/m2ITahun 

Usaha Pembesaran Rp ,-/m2ITahun 

6 I Wilayah 
Pemungutan 

7 Penentuan 
pembayaran, tempat 
pembayaran, 
angsuran, dan 
penundaan 
pembayaran 

Pasal21
 
Retribusi psri:eif'1aFl sebagaiman61 dimakswd pase Pasal ~
 

dipungut di wilayah Kabupaten Way Kanan.
 

BAB VII
 
TATA CARA PEMBAYARAN
 

Do-'\l""'"""I1 ,,'")
I 0';:'01 LL. 

(1)	 Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat & 
aliRI<61Fl I diborongkan kepasa ~iRal< IxetiQa. 

(2) Retribusi	 dipungut dan dibayarkan dengan 
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD) atau dokumen lain yang persamakan untuk 
itu dari subjek tertribusi secara langsung. 

(3) Pengaturan	 lebih lanjut tata cara pemungutan dan I 

pembayaran diatur dengan Surat Keputusan Bupati. 

Pasal 23 
(1) Pembayaran	 retribusi harus dilakukan secara 

tunai/lunas. 
(2)	 ~ati -alaw Pej61bat ~'ang sit~mjYk dap-at= RleRlOOJ:i~ 

f:eiFl kel3asa wajibret~---umuk RlsngaFlgsyr mtooysi 
t~eng dalaffi jangl(e wal"ty tertentu gOf19D~Sim 

,,<{FIg €lapet dipertanggYng ja'Nabl<aR: 
(3)	 T~ta cara peffibayaran mtrisusi se~aimaft-a 

d4m-aksys f)ada ayat (2) pasal ini sitota~~ 

&lfa! Kepu!ys61n Bypath 
(4)	 Supall otow Psjabot yaFlg €litYFljY!< sapo! Rlengt£iFlkan 

waiib	 retfibYsi unhdk~a- pomeayaran rct~ 

batas=wakttb~4, nttl -d€Hltlaf\--------a-lasan~ 

_~_ _ _1 _~f3_B~rtan~~un9j-aw~ _. _ 

Pasal21
 
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Way Kanan.
 

BAB VII
 
PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT
 

PEMBAYARAN,ANGSURANDANPENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal22 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

(4 )	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 

Pasal 23 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pad a 

ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) 
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain 
yang dipersamakan 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, 
angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati 

----~----------

Pasal 21 disempurnakan. 

Judul Bab dan subtansi 
Pasal 22 disempurnakan 

Ketentuan Pasal 23 
disem purnakan 



I	 1 I '2 

8 Penagihan 

9 Keberatan 

I I 

I I 

J J___ _ 
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3 _ _ 4 II r- ­
I; 
v 

I 
I_-l 

BAS .... 
Pasal24 PENAGIHAN 

(1)	 !;lssamya RetriB\:jsi yaR~ t@r\:jtaR~ €iiR;t\:jR~ BBr€iasarl(afl p@f1(ali6lR 
af1lar9 tiR~I(9t ~@R~!J~maaR jasa €isR~aR tarit R@tr1BySi. 

(2)	 TiR~kat ~BR§§YRaaR jasa sss9~aiR'laRa ~i.~a~sY€i ~a~a ayat (1~ 
a€ialat1 jYrnlaA ~sflg§Yflaafl jasa yafl~ @p~lkaR @asar al€lkasl 
BSQ3fl Bia~'a y,mg si~ikYI PSffieriRtaR Dasr31'i Yflt!;lk 
~@fl,'€llsR§!Jar99R jas61 yafl§ 13srs9R§k\:jtaR. 

(3)	 jo.~aBiia tifl§kat ~eR§§Yflaafl jasa s~aiffiaR.'~ ~irn6lksY€i. ~61€l~ 
aye! (1) sylit @iyl~Yr R'laka tiflgkat ~@fl§gYR3afl Jasa €l6l~at €Ilt6lk:5If 
oor€lasarl~aR rymys yaR§ €li13yat @ISR Pemerifl!aA DaeraR. 

I (4) RIJffiYS soB3gaim.ma dimakstJ€I ~a@a ayat-~~ 
mefl€ermiflkaR B€lBaR )'aRg €Ii~il<YI @ISR PemeRflt3t1 Dasf3t1 €lalaffi 
mefl)'sleR§§aral(afl jasa tefS€lBlfu . . 

\5) Tari! Rst~13Ysi seba§airnaRa €IiR'loksY€l ~mja ayat. (1) Q@313A 1911611 
rupiaA 61taY ~@fS€lfl!aS€l t@rtooty yaflQ sltsta~kafl Yfltyk 
m@fl§Ri!\:jfl§ B€lSamya R@tril3Ysi y.m§ terytaRQ. 

(6)	 Tarit Rstri13\:jsi ssbaQaiffl3fHI dirnaks\:j€i ~a€la aya! (1) €i@~61~ 

€Iitsflt\:jkal1==SefaQElffl a!OO=OOf¥afiasi ffl€lflyryt goloo§aR ses\:jal 
€I€R§.m ~RflSi~ €Iafl sasaraR ~sflsta~.m tarit RStr1BYSi-:­

Pasal25 
(#	 R€tri13usi €li~YR§Y! sSflgafl ~guflakafl SKRD atalol €l@kymSR 

la!fl ,'aR§ €litJersafflakaR. 

(2)	 QOlHlffiSR laiR yafl§ €ii~srSaj:l'lal<aR ~l€~Ba§aifflema @iffl3ks\:j€l ~a€la 

ayat (1) €iafiJa! 13eru~a kareis, kY~@R, €Jafl k3r!y 13R§g3R3fl. 
(3)	 Tat3 €3Fa fiJ€llaksaRaaR fiJ@rnw:'lgytafl RstribYsi €lit@ta~kafl €leR§G1fl 

P€ratlolraR El ufiJ9th 

BAB IX
 
KEBERATAN
 

Pasal 26 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau pejabat yang ditunJuk atas SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan. 

! ~)__ ~:~t~r,~e~i:i~:~~~e~:;i te nl~~n;:~~bs~has_~~d~nesia 

Pasal ..... 
(1)	 Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului 

dengan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang 
sejenis. 

(2)	 Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh tempo 
pembayaran. 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh 
Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang 
terutanq. 

(4)	 Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejerus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5)	 Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB IX
 
KEBERATAN
 

Pasal 26
 
I 

. (1)	 Wajib retnbusi dapat rnenqajrkan keberatan hanya kepada Bupati 
atau pejabat yang ditunJuk atas SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
__~rl9~~ dl~rt~; dengani3lasan-ala~an ]'§rllUe1as. 

Ke~n~an Pasal 24 
dihilangkan dan diganti 
menjadi Pasal yang mengatur 
tentang penagihan retribusi 

Ketentuan Pasal 25 
dihilangkan, karena sudah 
digabung pada Pasal 22 
koreksi 

Ketentuan Pasal 26 
disempurnakan 

L_______ _
 J 
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Li i 2 i 3 4 i 5 1 
(3) galsfll~al wajis retriBllsi ffiBfl!'JajYkaFi keseratsR stas l\eteta~aFl I (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

retrisllsi, wajis retRsllsi ~OFllS €Ia~at fll€lmsl:Jl<tikaFi keti€lak bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
seFisrOR ketets~EHl retFisllsi tersssyt. dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang karena keadaan diluarkekuasaannya. 
dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu I (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau 

(§) 
karena keadaan diluar kekuasaannya. 
Ksl3erataFl YSFl~ tieal< memeFlYAi ~ersyaratan I (5) 

kekuasaan wajib retribusi. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

sslaa~aiFFlana €limal<sele l3aea ayat (2) e8F1 a)'at (:a) retribusi danpelaksanaan penagihan retribusi. 
ti€lal< eiaFl~~al3 seBa~8i Selrat l<eBer8tGH1, seRinQ~a 

tidal< eil3ertiFFlBEm~l<aFl. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

I 10 IPenghapusan piutang 
retribusi dan pelaksanaan penaqihan retribusi 

Pasal '000 Penambahan pasal banu, yang 
retribusi yang (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan mengatur Penghapusan 
kedaluwarsa kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak piutang retribusi yang 

saat tenutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi kedaluwarsa sesuai ketentuan 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Pasal 156 UU No. 28 Thn 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 2009 
ayat (1), tertangguh apabila : 
a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) hunuf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak 
tang galditerimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal . 
! (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak I Penambahan pasal baru. 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan urutan pasal lain 
menyesuaikan 
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11 

I I 2 3 5 

(2) 

(3) 

Bupati menetapkan penghapusan piutanq retnbusi yang 
ked aluwarsa. 
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa 
diatur dengan Peraturan Supati. 

Ketentuan Pidana 

12 Ketentuan Peralihan 

13 Ketentuan Penutup 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal35
 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali 
jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2)	 S@lair1 l<etfmhJar1 ei@a~a s@ba~aiffia~a €limaksY@ €l II" . '-	 aama"@tf1l 
pass	 I~I, 813~atl €la~@t meflg@r1al<ar1 ~a~ksi a€lm'I'1' t . ~ .:. 00t ..	 a I IS FiilSI eFI3~a

pcnjii~ID-¥ang--OOfSar1~utoo4-mtuk jaFlgka WElktl3 t6FtoottF. 
(3)	 P~I'1§el'1aEl~ S~r1.l<S~ a@mir1istFasi s@~a~aimal'1a @imaksll@ €l@I~ffi 

a; at (2) ~aSalll'1l €llteta~l<a~ €le~§a~ ffiem~@rtimBal'1gkal'1 €l t
m(J~"eel3tkar1 alasElr1 ~@r1Gal3lltar1 izil'1. ar1 8 all 

Pasal37 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang 
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 3 
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan 
masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terllitung sejak 
saat terhutang. 

BABXVII 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal38
 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah 
Kabupalen Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi lzin 
Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 15 Tahun 2002 ten tang Retribusi lzin Gangguan dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2002 tentang 
Retribus lzin Trayek dinyatakan trdak bertaku lagl sejak berlakunya 
Peraturan Daerah ini. 

(1) 

(2) 
., 

BAB XIV 
KETENTUAN PI DANA 

Pasal35 
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 
Denda sebaoairnana dimaksud Dada avat (1) meruoakan 
penerimaan negara. ." . . I 3. 

Pasal37 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih 
terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi 
Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang 
bersangkutan masih dapat ditagih da!am jangka waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak saatterhutang. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38
 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah
 
Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi
 
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way
 
Kanan Tahun 2002 Nomor .. ), Peraturan Daerah Kabupaten
 
Way Kanan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Ilin
 
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002
 
Nomor ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
 
27 Tahun 2002 tentang Rembusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ) dinyatakan tidak
 

__.L~~~aku lagl s~9k bp rl8kunya ~l?ratura.~a.~ahl~ ~.L. 
-_._-------------- -­

1. Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) 
Raperda agar diatur dalam BAS 
tersendiri. 

2. Pasal35 Raperda 
disempumakan dengan 
menambah 1(satu) ayatyang 
mengatur penerimaan denda 
pidana, sesuai dengan Pasal 
178 UU No. 28 Tahun 2009. 
Urutan pasal agar disesuaikan. 

Ketentuan Pasal 37 
disempumakan, dengan mengubah 
jangka waktu penagihan sesuai 
ketentuan Pasal 167 ayat (1) UU 
No. 28 Thn 2009 

Ketentuan Pasal 38 disempumakan 

-'-~----~ 
~ _ 
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Pasal39 
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal40 
Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal {jit@ta~l<aR. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. 

14 I Lain-lain 

I 

.: IPenjelasan 

4 
r-----::---­

Pasal39 I 5 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini I Ketentuan Pasal 39 disempumakan 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih 
Ianjutdengan Peraturan Bupati. 

'I 

Pasal40 
Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. I Ketentuan Pasal40 disempumakan 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. 

Pada lembar penetapan dan pengundangan, tidak menggantung, 
harus rl!ia 2 (dua) pasal pada !embar/ha!aman tersebut 

Pasal 39 dan 
pada lernbar 
pengundangan 

Pasal 40 jadikan 
penetapan dan 

Dihilangkan, jika 
peru dijelaskan 

tidak ada yang 



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III1HK/2011 
TANGGAL : 

EVALUASITERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

No 
1 

1 

2 

Materi Raperda 
2 

I Konsideran 
Menimbang 

I Dasar hukum 
mengingat 

d. 

15_ 

8. 

9. 

KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
53 4 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud pada huruf I d. 
a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Jasa Usaha. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah I 5. 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tanun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik I 
Indonesia Nornor 4844), 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab I 8. 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ~ I 9_ 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud IKetentuan huruf d 
pada huruf a.b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan disempurnakan 
Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Angka 5 disempurnakan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dengan melengkapi lembar 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Np.OrJr(l Repub!ik lndonesia I pengundangan dalarn !embaran 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir . negara 
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Angka 8 disempumakan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang dengan adanya perubahan PP 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia No 27 Thn 1983 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang IAngka 9 disempurnakan sesuai 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik judul PP 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

3 I Judul Perda BAB \I BAB II Judul bab disempurnakan 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

Bagian Kesatu Bagian Kesatu 
Nama,Objek Dan Subjek Retribusi Nama,Objek Dan Subjek Retribusi 



2 

2 

>t>jek dan subjek 

3 

BAS III 
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOANI 

Sagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 

Pasal7 
~	 Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut I (1) 

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas 
pasar grosir bOF~a§lai jeFlis ~, dan ~ pasar/pmt@IHJafl 
yafl§l €lik@RtmkkaFl. 

(2)	 Objek retribusi pasar grosir danfatau pertokoan sebagaimana I (2) 
dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar 
grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang 
dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3)	 Dikecualikan dari objek retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (3) 
(1) ::ld::l!ah fasilitas pasar yang discdiakan, dirniliki, dan/atau 
dikelola oleh BUMN, BUMO, dan pihak SWClSf21I 

BABIV
 
RETRIBUSI TERMINAL
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 

Pasal10
 
(1)	 Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 I (1) 

huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, 
dan Iasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2)	 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada (2) 
ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, danfatau 
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, SUMO, dan pihak swasta. 

(3) 

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas 
pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang 
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Oikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adaiah fasihtas pasar yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh BUMN, SUMO, dan pihak swasta. 

BABIV 
RETRIBUSI TERMINAL 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 

Pasal10 
Oengan nama Retribusi Terminal dipungut dengan retribusi 
atas pelayanan, penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah 
Oaerah. 

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, 
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. j 
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMO, dan pihak swasta. 

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) di 
sempumakan 

Ketentuan Pasal 10 di 
sempumakan, dengan menambah 
ayat (1) yang mengatur ketentuan 
nama retribusi sesuai Pasal 156 
UU No 28Thn 2009 
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BAB V I 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 

Sagian Kesatu
 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 

Pasal 13
 
(1)	 Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dike lola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2)	 Oikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pelayanan tempat parkiryang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, SUMO dan pihak 
swasta. 

BABVI
 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 

Pasal 16
 
(1)	 Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah. 

(2)	 Dikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, SUMN, SUMO dan pihak swasta. 

Pasal 19 
(1)	 Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Oaerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penjualan hasil produksi 
usaha Pemerintah Oaerah. 

'	 4 
' 

BABV
 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 

Pasal13
 
(1)	 Dengan Nama Retriibusi tempat Khusus Parkir dipungut 

retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2)	 Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3)	 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikalola nleh Pernerintah, BUMN, 
SUMO dan pihak swasta. 

BABVI
 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 

Pasal 16
 
(1)	 Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut 

retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan 
olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Oaerah. 

(2)	 Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Oaerah. 

(3)	 Oikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMO dan pihak swasta. 

Pasal 19 
(1)	 Dengan nama Retnbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penjualan 
produksi usaha daerah yang dimiliki atau dikelola oleh 
Pemerintah Oaerah. 

5 

disempumakan, dengan 
menambah ayat (1) yang mengatur 
ketentuan nama retribusi sesuai 
Pasal156 UU No 28Thn 2009 

Ketentuan Pasal 16 
disernpurnakan, dengan 
menambah ayat (1) yang mengatur 
ketentuan nama retribusi sesuai 
Pasal 156 UU No 28Thn 2009 

Ketentuan Pasal 19 
disempurnakan, dengan 
menambah ayat (1) yang mengatur 
tentang nama objek retribusi 
sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn 
2009 
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I 

I 3	 _______4 _ I 5I	 I
I 

I (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada I (2) Ohjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah i 
I ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah BUMN, I sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul f adalah penjualan I 

SUMO dan pihak swasta 

Pasal5 
(1)	 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah adalah orang 

pribadi yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan daerah. 

(2)	 Wajib retribusi Jasa Usaha ada/ah orang pribadi atau bad an yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tenmasuk 
pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

I PasalS 
I (1)	 Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 
pasar grosir dan/atau pertokoan. 

(2)	 Wajib Retribusi Jasa USClM adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut ketentuan peraturan 
diwajibkan untuk melakukan 
pemungut atau pemotong R
Pertokoan. 

perundang-undangan 
pembayaran Retribusi, 
etribusi Pasar Grosir 

Retribusi 
termasuk 
dan/atau 

Pasal11 
(1)	 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal. 
(2)	 Wajib retribusi ~ adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi Jasa Terminal. 

Pasal14 
(1)	 Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat 
Khusus Parkir. 

hasi! produksi usaha Pemerintah Oaerah. I' 

(3)	 Oikecualikan dar; objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada I 
ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, I 
BUMO dan pihakswasta. 

Pasal5 
(1)	 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah adalah orang 

pribadi yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan 
daerah. 

(2)	 Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, tenmasuk pemungut. atau pemotong 
retribusi pernakaian kekayaan daerah. 

Pasal8 
(1)	 Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
jasa pasar grosirdan/atau pertokoan. 

(2)	 Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ada/ah orang 
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

Pasal11 
(1)	 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal. 
(2)	 Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi Jasa Terminal. 

I Pasal5ayat (2)disempumakan. 

Ketentuan Pasa/8 di sempurnakan 

I Pasal11 ayat (2)disempurnakan. 

Pasal14	 I Pasal14 ayat (2) disempurnakan. 
(1)	 Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi 

atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa [ I 
Tempat Khusus Parkir. ~ I 

I
 
I 
II 

I 
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5 
r-1- -----~2- I 3 ~ 4 ~ 5 . l 
I I (2) Wajib retribusi ~a adalah oranq pribadi atau badan yang I (2) Wajib Rp.trihllsj Ternpat Khusus Parkir ada!ah orang pribadi atau I l 
ii' menurut ketentuan peraturan nerundano-undancan rp.trihllsi diwajihk;:m I hadan y;:1n!J menurut kctcntuan peraturoo pcrundaflg-undail!:)dli II 

.	 untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir. 

Pasal17 
(1)	 Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat 
Rekreasi dan Olahraqa. 

(2)	 Wajib Relribusi ~e adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan relribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, tenmasuk pemungut atau pemotong 
retribusi jasatempat rekreasi danolahraga. 

Pasal20 
(1)	 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi 

atau baddll Ydll!:! llienggunakali/l1lellikrnatl pelayanan jasa penjualan 
produksi usaha daerah. 

(2)	 Wajib Retribusi ~~e adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
unluk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Pasa/23
 
penggunaanjasayang
 
Cara mengukur tingkat 

14)	 S@safFIya r€tfi0~si ~erloltarl§l Qi~~asarl<@ SG~<ali@ft 

~ .~~bersangkutan 
(2)	 +iflgkat f}Grl§l§Iolf1aarl jasa s@sa!jaiIl13rl3 ~imaks~~"at={--41 

OOillat1 jllmla~ ~oo!iJ~YAaarl jas;r--¥009~ijaQikem ~asar=a~ 

b@~arl ~iaya yarl!iJ €1if3ik~1 P@m@rifltat1 Daera~ l.4flttIk 
F!1@rlV@leR€l€l3mkarl ias3 yaR€l ~ef€allQlwtafu 

retribusi diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi, tenmasuk 
pemungut atau pemotong retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir. 

Pasal17 
(1)	 Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat 
Rekreasi dan Olahraga. 

(2)	 Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraqa 

Pasal 20 
(1)	 Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang 

pribadi at81J harlan yang menggunakan!menikm3ti pclayanan jasa 

penjualan produksi usaha daerah. 
(2)	 Wajlb Relribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundanq­
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pernotong retribusi Jasa Penjualan Produksi 
Usaha Daerah. 

Pasal 23 
(1)	 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur 

berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan 
daerah. 

(2)	 Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan 
diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian 
pasar grosir dan/atau pertokoan. 

(3)	 Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis 
kendaraan dan frekuensi penggunaan terminal. 

(4)	 Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur 
berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan 
tempat khusus parkir. 

(5)	 Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur 
berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian tempat rekreasi 
dan olahraga. 

(6)	 Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah 
diukur berdasarkan jenis produksi usaha daerah. 

Pasal 17 ayat(2) disempurnakan. 

Pasal ;/0 ayat(2) disernournakan. 

Pasal 23 disempunakan 
berdasarkan tingkat penggunaan 
jasamasing-masing jenis retribusi. 
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Pasalti
 
tant retnbusi
 

5	 Struktur dan besarnyaI' 

(1)	 Tarif mtribusi di§olongkan eerdasmlcarl j€lWs kO!KlyaaA €Ian jaAgka
 
waktloJ l3orf13kaian.
 

(2)	 Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanI 
sebagai berikut; Tarif(Ro) I Keteranqan 2. 

a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tractor): I 175.000 I Perhektar/ 
Nn I .Ipnic: Tr~rktnr Keteranoan I An nnn I Perhektar/ 

1.	 I I racxtor sesar Perhektar/ 
2.	 I Tracktor Tangan I 80.000 I Perhektar/ 

b. Besarnya tarif retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat b. Besarnya tarifretribusi untuk penyewaan alat berat dan alat 
anqkut milik daerah: angl<ut milik daerah:
 

N I Nama/Jenis
 Besar Retribusi PerHanUmur Besar Retribusi PerHan~ama/Jenis Urnur 
Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Dalam Ribuan Rupiah (Rp) 

Untuk Tahun Ke 
EkonomisPeralatano I I Peralatan Ekonomis 

Untuk Tahun Ke 
II III-11-1-IIIID'1hn II IIIrJam II I I jam I Thn OS II 

st t . 
1_... Excavator on 10.00 10 2.25 2.06 11.888 

2.063. wheel dan on2.252.5 1.88 2.55 3.05 .420 
wheel dan on 

1. I Excavator on I 10.00 I 10 
Track 0,8 M355 050 8.42 5 0 

0 Walles2.l----tIr"ack 0,8 M3 C' 
10.00 10(3) 8 ­ 621. 584. 550.92. Walles . 

10ton 050 550 15 
ton 

(3) 8 -10 10.00 110 621.050 \584.5 550. 
714.670 50 915 (4) 10­ 714. 684. 656.2 

684.2 656. 12ton 670 255 30 
12ton 

(4) 10­
55 230 3. ...dst. 

Pasal9	 I Pasal9 Pasal9 ayat (1) dihapus, karena 
(1) :.j:ari~ fOtriBYsi €ligoIOflfj~iID-jenis fasililas €Jan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan telah diatur pada pasal yang 

janfj"a=wakh.-l~akatafl 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan seba1ai berikut:
 

No I Jenis Index I Luas l
 
1 I Rumah Taka I PB 4
 

B 3
 
c 2
 

No Jenis Index Luas larif 

1 Rumah PB 4 32-40 M2 4000 
Tako B 3 32-40 M2 3500 

I~ 
2 
1 

32-40 M2 
32-40 M2 

3000 
2500 

1
 
2 I Taka I PB
 

S 
4
 

B
 ::\ 

C 

32-40 M2 
32-40 M2 
32-40 M2 
32-40 M2 
24-30 M2 
24-30 M2 
24-30 M2 

Tarif 

4000 
3500 
3000 
2500 
4000 
3500 
3000 

I JK WKT 
Pemakaian 
12bin 
12bin 
12bin 
12bin 
12bin 
12bin 
12bin 

sebagai berikut: 

4 
B 3 24-30 M2 3500[JO: Ir 1 1r-30illJ4000
C 2 24-30 M2 3000 

~,.-

mengatur cara mengukur tingkat 
JK WKT penggunaan jasa dan 

Pemakaia tambahkan objek ;ain apabila 
n diperlukan misalnya : 

12bin 
- pemakaian gedung. 12bin
 

12bin - pemakaian tanah dll.
 
12bin 

12bin 
12bin 
12bIn 
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I 

I 

~ 1 24-30 m2 2500 ~ __~'~Ir 3 I KIOS PB I4 112-24 M2 r4000 112bin I 
I B I 3 112-24 ML' I JtJuu lL'bln I 

Is T1T24-30m2 
/--- ­

2500 12 bin 
3.	 I Kios I PB 14 I 12-24 M2 I 4000 I 12 bin I 

I \B , 3 I 12-24 M2 I 3500 I 12 bin II I 12-24 M2 12 binL, L 1L'-Z4 ML' 3000 12 bin 2 3000C 
12 bin12 bin 1 12-24 M2 25001 12-24 M2 2500 SS 

12 bin 4. 4000 12 bin 
B 

Los PB 6-12 M2PB 6-12 M2 4000 444. Los 
- ­

12 bin 6-12 M2 12 binB 3 35003 6-12 M2 3500 
12 bin 12 bin2 6-12 M2 30002 6-12 M2 3000 CC 
12 bin 2500 12 bin 

Pasal 12 

S 1 6-12 M21 6-12 M2 2500S 
Pasal12 

Besarnya tarif retribusi terminal adalah sebesar Besarnya Tarif Retribusi terminal adalah sebesar : 
a. Angkutan pedesaan / kota Rp... .. 1sekali masuk.a.	 Kendaraan pick up Rp1OOO/sekali masuk terminal 
b. Sispenurnpang (engkel) Rp..... I seklai masuk.b.	 Kendaraan truck Rp2000/sekali masuk terminal 
c. Sis pemunpang sedang Rp..... I sekali masuk.c.	 Kendaraan truck besar Rp2500/sekali masuk terminal 
d. Sispenumpang besar Rp.... 1sekali masuk. 

Pasal15Pasal 15 
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai 

wQ@sar RfJ200Q.--untuk I«mGafilooloQiR dari om\3at FOGO, 
(1) gosarnya tar1f--rGtf4oosi-4mtukt€fl1pat Id:HlSUSi3arl~ira~ 

berikut:
 
Rp2QQQ b1RH:#<kOOElilfaan roda-B ffi \3 atwn RpH)QQ ~
 b. Kendaraan roda 4 atau lebih Rp2.000,-/2 jam 

b. Kendaraan roda 2	 Rp1.000,-/2 jam l(o~Garaa~ F€laa @ua 
(2)	 Boowa Bosaran WRatRBusi soba@aimar-lQ €limaksu€l ayat(1) aapat
 

€litamgaAI~aR ~mtuk soba\3 \3oHluajam aongoR Rilai gesaraFl taFif
 
yaFlg safl1t1
 

Pasal18Pasal18 
Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai(1) ~es@fFlya tarif F€l!<m3si €JaR tGffi~flt €llahra§a a€lalah R~2gggl€lra~ 

berikut:
 
€litaffil3@~ ~effiS€lSaRaf1f1)/a jil<a wajil:J F€ltril311si RlGn§€lf-1ak@R
 

(2) ~8S@fR~'a tarif s€ls3!jaimaFla €Jimaksll€J ~a€Ja a¥Dt~ 
a. Tempat Rekreasi:
 

keMaraaR r€lOOem~at l€lsih--6ari €lffipat~~@raaR roo@
 1. Tempat Rekreasi ......
 
€lfflfRlHl3f-1 1~@f1€laf3af1 m@a €l1l3;
 -	 Anak Rp...... .1. .............
 

- Dewasa Rp..... ..!. ............. 
~OO--r+bu ru~i@~) UAtu~--f®Qa--lGsi~ aari €lffi~3t, 

(3) ~3\"1wa ~Gooffil3ah@n---tafif tGfWSlit a€lalah SeDGSar R~ 
- Kendaraan Roda 2 Rp ..... ..!. .......... 

Rf31GQgQ (s€l!3I:lII:l~ ribu ryPi~-Wnd3ra3fFr€l8a @ffi~at4m -	 Kendaraan Roda 4 Rp.... ...1. .............
 
2.	 ...........
~aram~ F€l6~ 

b.	 Tempat Olahraga: 
1.	 ........ Rp.......I..............
 
2.	 ........ Rp.... ...1..............
 

1.	 Telah sesuai dengan UU No. 
28 Tahun 2009. 

2.	 Apabila di dalam Terminal 
masih ada fasilitas lainnya 
(misalnya: kios pedagang, we, 
dll)dapat ditambahkan pada 
ketentuan tarif. 

3.	 Pasal12 disempumakan 
sesuai ketentuan pasal 10 
Raperda 

Pasal15 disempurnakan. 

1.	 Pasal 18 disempurnakan. 
2.	 Relribusi Tempat Rekreasi dan 

OIahraga dikenakan atas pemakaian 
ternpat rekreasi dan tempat olahraga 
yang dimiliki oleh Pemda, sehingga 
struktur tant disesuaikan dengan 
jenis/nama tempat rekreasi dan 
olahraga dan besaran taril 
disesuaikan dengan jurnlah 
pembayaran yang harus dibayar oleh 
Wajib RetJibusi untuk memasuki 
ternpat tersebut. 

3.	 Pada lempat rekreasi, bagi Wajib 
Retribusi yang mernbawa 
kendaraan dapat dikenakan 

I 



3. . .	 Rp ..1. . 

Pasal21 Pasal21 
. (1) ~os3m,'a tarif ffitrillY&i4Jrltlolk POrlj"'Jal3rl Pffi€hJksi--l:Jaooa b'a€lrah Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai 

a~alal:1 solJosar ~% berikut: 
a. Dinas ..... 

~t+€l@ri rliial ~osar~asar 83rl hasll 8aFarl~ 

(2)	 laal:1w3 ~osaraRfaf:ifrotri~EJsi SO@3!j3irn,ma ~i~aksU€1 ayat (1) 
2. 
3.	 . .j7fwksi torsoM 
4.	 . . 

b. Dinas . 
1. 
2. 
3. 

Pasal 27	 Pasal 27 
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 
(2) K@~aI3 b'3eroo atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam harus dilunasi dalam jangka waktu . 
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipertanggungjawabkan. disetor secara bruto kekasdaerah dalam jangka waktu . 

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada 
(2) pasal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.	 wajib retribusi untuk menunda/mengangsur retribusi terutang 

(4) ~ atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu dipertanggungjawabkan. 
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Tata cara persetujuan untuk menunda/mengangsur pembayaran 

~~~----,-~~re_tr_ib_usi d!?t' 'r dalam Peraturan Bupati.
I - -----~--------- ­L. 

8 

tambahan biaya apabila I 
kendaraan tersebut dibawa rnasuk 
kp dalarn ternpa: rekreilc;i. Clr;=Jhil;:J I 
hanya diparkir di luar kawasan 
tempat rekreasi, maka cukup 
dikenakan Retribusi Tempat 
Khusus Parkir atau Retribusi 
Parkir di Tepi Jalan Umum. 

4.	 Pada tempat olahraga, bagi Wajib 
Retribusi yang membawa 
kendaraan cukup dikenakan 
Retribusi Tempat Khusus Parkir 
atau Retribusi Parkir di Tepi Jalan 
Umum. 

11. Pasal 21 disempumakan. 
2.	 Retribusi Penjualan Produksi 

Usaha Daerah dikenakan atas 
penjualan produksi usaha 
daerah yang dihasilkan oleh 
Dinas/Satker di daerah, 
sehingga struktur tarit 
ditetapkan berdasarkan jenis 
produksi yang dihasilkan dan 
besaran tarit ditetapkan 
berdasarkan harga jual bukan 
berdasarkan persentase dan 
harga pasar. 
(Misalnya pada Dinas 
Kehutanan, dijual Bibit Akasia 
dengan harga Rp5.000,­
/polibag). 

1.	 Pasal 23ayat (4) digabung ke
 
ayat (2).
 

2.	 Ditambah 2 (dua ) ayatbaru
 
yang mengatur jangka waktu
 
dan penyetoran hasil
 
penerimaan retribusi.
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4I 1 I 2 I	 3 ' 

I I ~~	 .. rDihapus.
I I I ¥I14H~SaFR)'a ~etnl1usl )(an~ lorl-ltaf1€l gIRltl:lAC) be~€IasarkaA perk.dlan I 

at:'1tafiHm~kot ~@t:'1§§IH13at:'1 josa g@t:'1gon tarif ret~i13l:l&i-: 

{2} Tif1QI<at f'J@f1§Ql:lAaan jas&s@l:lagairnang dirtlgl<sl:lQ pago ygta (1)I I	 I 
o€lalaR j13rniOR ~enQ§l:lt:'1agl'1 jasg yang €lijggil<at:'1 sasaral@kgsf 
ooggn 13iaya yan§ €lipilwl P@Fl'l@FintaR Da@mR l:lnttJk 
~@ny@l@nQQmagn jasa yang BeffiQngkl:ltan. 

~asila til'1Ql<at ~@nggtlflaal'1 jasa s@13agairnal'1a €Iirnaksl-l€l ~aoo 

ayat (1) slJlit siuky~ maka tjt:'1gkat~A=-jasa sapa! €Iitaksjf 
sor€lasa~l<at:'1 ~l-Jrnl:lS=y~at @I@R Porn@FifltaR OaoraR. 

(4)	 RYffiUssobagaimat:'1a dirooksu€l POgO aygl (3) RartJS 
mBngoffflil'1kat:'1 @@Bafl yang €Iipil<l:ll @loR Perno~iAtah Oa@mA €Ialaffl 
mef1yelBnq€ltlral<aA iasa tersoOOl7 

Pasal29Pasal296 Penghapusan piutang 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa.' (1) Hak untuk melakukan panaqihan retribusi rnenjaLiiRetribusi yang 

kedaluwarsa	 - setelah melampaui jangka waktu 3 (ti9a) tahun terhitung sejak I kedaluwarsa, setelah melampaui j:mgka waktu 3 (tig3) tahun 
1 saat terutang retribusr, kecuah jika Wajib Retribusi melakukan terhitung sejak saat terutang relribusi, kecuali jika Wajib 
I tindak pidana di bidang retribusi; Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; 

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) lidak berlaku apabila: ayat(1) tidak berlaku apabila: 
a.	 diterbilkan suratteguran; atau a. diterbitkan suratteguran atau sural paksa; dan 
b.	 ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik b. ada pengakuan utang relribusi dariWajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung; langsung maupun tidak langsung; 
(3) Dalam hal dilerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud 

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
(3) Dalam halditerbitkan surat leguran sebagaimana dimaksud pada 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
dilerimanya surat teguran terse but: dilerimanya suratteguran tersebut; 

(4) Pengakuan hulang retribusi secara Jangsung sebagaimana (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi 
yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana (5) Pengakuan ulang retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui daripengajuan dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui daripengajuan 
permohonan angsuran alau penundaan pembayaran dan permohonan angsuran alau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal30Pasal30 
(1) Piutang Retribusi yang tidak rnunqkin ditagih lag; karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dilagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan dihapuskan. 

I 5 --1 
11_ Pasai 28 omapus, karena telah I 

dratur caiarn pasal yang mengatur
I cara mengukur tingkat 

penggunaan [asa dan pasal yang 
mengatur struktur dan besaran 
tarif retribusi. 

2.	 Dengan adanya pengurangan
 
pasal, maka urulan dan
 
penunjukan pasal selanjutnya
 
agar disesuaikan.
 

Ketentuan Pasal 29ayat (2) huruf 
a cisernpumakan 

Ketentuan Pasal 30ayat (2) 
disempurnakan 



LAMPIRAN IV :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR . GI IBJII/HKl2011 
TANGGAL : 

EVALUASITERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
2 3 4 5 

2 

Ketentuan Umum 

Nama, objek dan subjek 
retribusi 

Menetapkan PERATURAN DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

TENTANG 

BAB II 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal4 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi ~ 

mOrYfiGlI<af1 fi@f1jlaayarafl atas jasa €Jaf1 f3omB@riaf1 fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

Pasal41 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kanu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan 
penggantian cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil. 

Pasal45 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut 
retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

Pasal 49 
Dengan nama R,etribusi Pelayanan Pasar dipungut retnbusi atas 

yang dimaksud I 
I 

I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
JASA UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Daiam Peraturan Daerah Inl 

dengan. 

Pengetikan kata "Dalam...." 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

BABII 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal 4 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas 
pelayanan kesehatan. 

Pasal41 
Oengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu 
tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Ketentuan Pasal 
disempurnakan 

Ketentuan pasal 
disempurnakan 

4 

41 

Pasal 45 Ketentuan Pasal 45 
Oengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut disempurnakan sesuai 
retribusi atas pelayanan parkir di tepi ialan umum yang disediakan oleh ketentuan Pasal115 UU No 28 
Pemerintah Daerah. I Thn 2009 

I 
Pasal 49 I~etentuan Pasal 45 

Oengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai disempurnakan sesu~a I 
pelayanan penyediaan fasilitas pasar ~aVsederhana berupa pembayaran atas pelayanan penyediaan fasnitas pasar ketentuan Pasal 116 UUNo 28 

, pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerall dan tradisional/sederhana berupa pelataran los, kios yang dlkelola oleh Thn 2009 
. _~I gis~cJiclkan khusus untuk pedag_ang .. . . u P~fllE?nntah Da_~i11 I d.§edlakar1, khusus untuk pedaga.fl.9__ _. _. _I 



r-~---~-2-~~·---r'3'-- __,n___ ~	 4 I t:: 
2 

I 

I I I I	 I Iv 

Pasal57 Pasal57
 
Oengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Oengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
 Ketentuan Pasal 57 dan 
Kebakaran dipungut retribusi yang merupakan Kebakaran dipungut retribusi yang merupakan pembayaran Pasal 58 disempurnakan 
pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 
pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	 alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran 118 UU No 28 Thn 2009 

dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Oaerah. 

Pasal61 Pasal61 Ketentuan Pasal 61 dan 
Oengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Oengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 63 disempurnakan 
dipungut retribusi atas pelayanan penggantian cetak peta. dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang sesuai Pasal 119 UU No 

dibuat oleh Pemerintah Oaerah. 28 Thn 2009 

Pasal69 Pasal69 Ketentuan Pasal 69 
Oenoan nama Retribusi Penqendalian Menara Oengan nama Retribusi Pengendalian Menara disempurnakan sesuai 

I Telekomunikasi dipungut retribusi - yang merupakan Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang Pasal 124 UU No 28 Thn I 
pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas untuk menara telekomunikasi. 2009 
pengendalian menara telekomunikasi. 

Pasal5Pasal5Objek retribusi 3 Ketentuan Pasal 5 
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah : Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah : disempurnakan dan 
a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas I a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas ketentuan Pasal 24 huruf 

keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, a, b dan huruf c 
rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan dihilangkan, karena 
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau sudah digabung pada 

dikelola oleh Pemerintah Oaerah. dikelola oleh Pemerintah Daerah Pasal 5 
b.	 Oikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan I b. Oikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan I 

adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan adalah:, 
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, 1. pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan 
SUMO dan pihak swasta. yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMO dan 

pihak swasta. 
2.	 masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui 

program asuransi kesehatan dan bekerjasarna 
dengan Rumah Sakit Umum Oaerah sebagai 
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) baik yang 
bersifat perorangan, Pemerintah Kabupaten Way 
Kanan atau Pemerintah Pusat sesuai dengan 
perjanjian kerjasarna atau petunjuk teknis/petunjuk 
pelaksana yang mengatur hal tersebut. 

L .L_ ----.L~_"~ _ 
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Pasal58 
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran 
dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah 
terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat 
penanggulangan kebakaran dan a/at penyelamatan jiwa 
yang dimi!iki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

Pasal6 
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang 
pribadi atau yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan. 

Pasal43 

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang 
pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda 
penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintan Daerah. 

Pasal 55 
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
orang pribadi atau badan usaha pengangkutan dengan 
menggunakan kendaraan berrnotor. 

I 4 -1 
I 30 perintis Kemerdekaan Republik Indonesia I 

sepanjang yang bersangkutan mempergunakan I' 

fasilitas kelas I (satu). 
40 orang-orang yang diasuh ditempat-tempat 

penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan I 
mempergunakan fasilitas kelas "' (tiga). 

Pasal58 
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan 
alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap 
alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki 
dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

Pasal6 
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi 
atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan. 

Pasal 43 

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang 
pribadi atau badan yang memperoleh penggantian cetak 
kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 55 
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/ 
menikmati pelayanan perjanjian kendaraan bermotor 
termasuk kendaraan bermotor diatas sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal59 i	 Pasal59 
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran I Subjek Retribusi Pemeriksaan A/at Pemadam Kebakaran 
adalah setiap orang atau badan pengguna jasa pelayanan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/ 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	 merukrnati jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran. 
-	 --- ------- - -"---- --.."-- ---- ---- ---- ­

3 

I5	 

I 
I 
I 

Ketentuan Pasal 6 
disempurnakan 

Ketentuan	 pasal 43 
disempurnakan sesuai 
dengan pasal 125 UU 28 
Tahun 2009. 

I 

Ketentuan Pasal 55 
disempurnakan sesuai 
ketentuan Pasal 117 UU 
No 28 Thn 2009 

Ketentuan Pasal 59 
disempurnakan 
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Pasal63 
Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah 
orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan 
penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah. 

Pasal63 
Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah. 

Pasal67 
Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang 
pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan 
pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah. 

Pasal67 
Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas 
pelayanan instalasi pengolahan lim bah cair yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

Ketentuan Pasal 67 
disempurnakan sesuai 
Pasal 121 UU No 28 Thn 
2009 

Pasal71 
Subjek Retribusi penqendalian menara telekomunikasi 
adalah setiap orang atau badan pengguna jasa pelayanan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

Pasal71 
Subjek Retribusi penqendalian menara telekornunikasi 
adalah setiap orang atau badan yang 
menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengendalian 
menara telekomunikasi yang diberikan. 

Ketentuan Pasal 71 
~. .
disernpurrrakan sesuat I 
Pasal 125 UU No 28 Thn 
2009 

4 Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
jasa 

Pasal 74 
Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur 
berdasarkan frekwensi pemanfaatan jasa pelayanan 
kesehatan oleh masyarakat pada satuan waktu tertentu. 

Pasal74 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, 
bahan/peralatan yang digunakan dan frekuwensi 
pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan. 

Ketentuan Pasal 74 
disempurnakan sesuai 
Pasal 124 UU No 28 Thn 
2009 

Pasal 75 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan atas 1<@13s, teffipGlt, luas bafl~YAGlfl ~aft 

frel,\;I@Asi 

Pasal75 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
sampah/kebersihan adalah diukur berdasarkan tempat dan 
jenis usaha. 

Ketentuan Pasal 75 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 40 
Raperda 

Pasal77 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan I<lasif*ifsi jalan, jenis kendaraan dan waktu 
penggunaan. 

Pasal77 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
parkir ditepi jalan umum adalah diukur berdasarkan jenis 
kendaraan dan waktu penggunaan. 

Ketentuan Pasal 77 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 48 
Raperda 

Pasal 78 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan atas jenis yang dijual dan luas bangunan. 

Pasal 78 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
pasar adalah diukur berdasarkan atas jenis bangunan, luas 

78Ketentuan Pasal 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 

. .._.. ._ 
bangunan dan frekuensi 

_ ._ 
. 

___.___ 
... . 

_ 
'. pengaturan 
~perda 

Pasal 
_~ 

52. 
1

J 
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II I , Pasal79 

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa adalah diukur 
berdasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan 
bermotor. 

Pasal 80 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan atas jasa jumlah dan jenis pelayanan 
pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

Pasal 81 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan atas jumlah dan volume penggantian cetak 
peta. 

Pasal82 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan jenis kegiatan/usaha, volume dan satuan. 

Pasal83 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur 
berdasarkan atas jenis, ukuran dan jasa jumlah pelayanan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

Bagian Kedua
 
besarnya tarf
 

5 Struktur dan 
Struktur dan Besarnya Tarif
 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
 
Daerah (RSUD)
 

Pasal7
 
Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat 

Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebaqai 
berikut 

,	 4 

I Pasal79 
Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa retribusi pengujian 
kendaraan bermotor adalah diukur berdasarkan jenis 
kendaraan, jenis pelayanan dan frekwensi pengujian 
kendaraan bermotor. 

Pasal80 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi 
pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan 
jenis alat pemadam, dan ukuran alat pemadam kebakaran. 

Pasal81 
Cara mengkur tingkat periqqunaan jasa retribusi 
penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta 
dan ukuran peta. 

Pasal82 
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa retribusi 
pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis limbah cair 
dan volume limbah cairo 

Pasal 83 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan 
zonasi wilayah, pengguna menara, frekuensi dan tingkat 
keamanan/kepadatan penduduk. 

Bagian Kedua 
Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) 

Pasal7 
(1)	 Besarnya braya pelayanan kesehatan ditetapkan 

sebagai berikut: 

I	 i
 
Ketentuan Pasal 79 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 56 

I Raperda 

Ketentuan Pasal 80 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 60 
Raperda 

Ketentuan Pasal 81 
rliCOn1nllrn"-=Jlr-"::ln 
\"A1 ..... _III,...,UIIU.A ... \,.<I •• 

disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 64 
Raperda 

Ketentuan Pasal 82 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 68 
Raperda 

Ketentuan Pasal 83 
disempurnakan 
disesuaikan dengan 
pengaturan Pasal 72 
Raperda 

1.	 Karcis/pendaftaran bukan 
termasuk objek Retribusi 
Pelayanan Kesehatan, 
sesuai dengan Pasal 111 
UU No. 28 Tahun 2009. 

2.	 Pasal8huruf adiubah 
menjadi Tarif Administrasi 
Rawat Inap. 



111 2 

i	 I 
I	 I3 

I a.	 Pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (dl luar I 
moakan dan obai) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap I 
orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut : 
1" KafGis R~. 500, 
2. Kartu Status	 Rp. 750,­
3. Jasa Rumah Sakit	 Rp. 750,­
4. Jasa Dokter	 Rp. 1.500,­
5. Jasa Perawat	 Rp. 1.000,­
6. Farmasi	 Rp. 500,­

b.	 Besamya biaya pelayanan Rawat Danurat (di luar tindakan dan 
obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) 
dengan perincian sebagai berikut :
 
1 Kartu Status .. .. Rp. 2.000,­

2.	 Jasa Sarana Rumah Sakit .. Rp.2.500, 
')	 I r""\ _ l-J. __ 

J.	 -.10::>0 UVI\Lt11 .. Rp.4.500,­
4.	 Jasa Perawat .. Rp.4.000,­
5.	 Farmasi . Rp. 1.000, 

Tarif Perawatan
 
PasalS
 

Tarif perawatan pasien per han ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 Tarif pendaftaran rawat inap : 

KaF@is ....... ,............................... 
Jasa Rumah SakiL 
Kartu status 

b.	 Rawat Inap: 
Keias i 

Jasa Sarana Rumah Sakit 
JasaDokterNisite 
Jasa Perawat 
Jasa Penunjang/Kebersihan 

Kelas II 
Jasa Sarana Rumah Saki[ 
Jasa DokterNisite 
Jasa Perawat. 
Jasa Penunjang/Keberslhan .. 

Kelas III Rp 45000 
Jasa Sarana Rumah Sakit. . 
Jasa Ookter/Visite.. . 
Jasa Perawat 

R~.1.QOQ, 

Rp. 1.000,-
Rp. 2.500,­

.Rp. 150.000,-
Rp. 45000.-
Rp. 30.000,-
Rp. 70.000,-
Rp 5.000,-
Rp. 110.000,-
Rp. 33.000,-
Rp. 25.000,-

Rp. 48.000,-
Rp 4.000, 

Rp 10.000,-
Rp. 12.000,-
Rp. 20000,­

JasapenunJailg!~b~rslhan___J32-_.l000,-

4 

a.	 Pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar 
tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 
orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut : 
1.	 Kartu Status Rp. 2.000,­
2.	 Jasa Rumah Sakit Rp. 750,­
3.	 Jasa Dokter Rp. 1.500,­
4.	 Jasa Perawat Rp. 1.000,­
5.	 Farmasi Rp. 500,­

b.	 Pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) 
diletapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan 
perincian sebagai berikut : 
1.	 Kartu Status . 
2. Jasa Sarana Rumah Sakit . 
3. Jasa Dokter	 . 
4. Jasa Perawat.. .. 
5. Farmasi	 .. 

Rp. 2.000,­
Rp.2500,­
Rp.4.500,­
Rp.4.000,­
Rp. 1.000,­

(2) Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 Taritpendaftaran rawat inap : 

Karcis 
Jasa Rumah Sakit 
Kartu status 

b.	 Rawat Inap: 
Kelas 1 

Jasa Sarana Rumah Sa kit 
Jasa Dokter/Visite 
Jasa Perawat 
Jasa Penunjang/Kebersihan 

Kelas 11. 
Jasa Sarana Rumah Sakit.... 
Jasa DokterNisite.. .. 
Jasa Perawat..... .. 
Jasa Penunjanq'Kebersman. 

Kelas "' 
Jasa Sarana Rumah Sakil 

Rp. 1.000,­

Rp. 1.000,
 
Rp. 2.500,-


Rp. 150.000,-
Rp. 45.000,-
Rp. 30.000,-
Rp. 70.000,-
Rp 5.000,-
Rp. 110.000, 
Rp. 33.000, 
Rp 25.000,-
Rp 48.000,-
Rp 4.000,-
Rp 45.000 
Rp 10000,-

Jasa DokterNislle '" Rp. 12000,-
Jasa Perawat . . Rp 20000,- I 

. ~ J~sa P-"'uflJal1g/f\e!J~rs~~~._~ ':"~' :....RQ--.--lQOO, - __.-J 

6 
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I' 3. Pasal 27 dihapus, karena II 

setiap penerimaan retrbus! 
hanus disetor secara bruto 
di kas daerah. 

Dengan adanya 
perngurangan pasal, maka 
urutan dan penunjukan 
pasal selanjutnya agar 
disesuaikan. 
5. Ketentuan Pasal 7 

disempumakan dengan 
menghilangkan karcis, 
karena bukan merupakan 
obiek retribusi sesuai Pasal 
111 UU No 28Thn 2009 

Ketentuan Pasal 8 I 
disempumakan, diubah 
menjadi Pasal 7 ayat (2) 
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c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang 
ditempati/dipilih. ditempati/dipilih. 

d. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) kali d. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) 
tarif inap kelas yang ditempati/dipilih. kali tarif inap kelas yang ditempati/dipilih. 

e. Pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 750.000,· e. Pengawetan jenazah sebesar Rp 750.000,­

Pasal9 
(1 ) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut: (3) Tarituntuk makan per han ditetapkan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 9 

a. Kelas I ...................................................... Rp 50.000,­ c. Kelas I .................................................. Rp. 50.00~.- disempumakan, diubah 
b. Kelas II ..................................................... Rp.40.000,­ d. Kelas II ................................................ Rp.40.000,­ menjadi Pasal 7 ayat (3) dan 
c. Kelas III ................................................... Rp.20.000,­ c. Kelas III ................................................ Rp.20.000,­ ayat (4) 

(2) Tarif jasafarmasi perresep ditetapkan sebagai benkut : (4) Tarif jasa farmasi perresep ditetapkan sebagai berikut: 
a. Kelas I (racikan) ..................................... Rp. 3,000,­ a. Kelas I (racikan) ............................................ Rp. 3,000,­

I 
of 
I. Jasa apoteker .................................... Rp. 1.500,­ 1. Jasa apoteker............................................ Rp. 1.500.­

I 

I 
2. 
3. 

Jasa asisten apoteker ............. ........... Rp. 
Jasa sarana rumah sakit ...................... Rp. 

900" 
600,­

2. 
3. 

900,­
600,­

b. Kelas I (non racikan) ...................................... Rp. 2,500" b. KE 2,500,­
1. Jasa apoteker .................................... Rp. 1.250,­ 1. 1.250,­
2. Jasa asisten apoteker ............... Rp. 750,­ 2. 750,­

I 
a. 

3. Jasa rumah sakit '" .................. ...... ...Rp. 
Kelas II (racikan) .......................................... Rp. 

500,­
2,000,­

3. 
c. I 

500,­
2,000,­

1. Jasa apoteker ...................................... Rp. 1.000,­ 1.000,­
2. Jasa asisten apoteker ............... '" ........ Rp. 600,­ 600,­

I 
I 

I 3. Jasa sarana rumah sakit ......................Rp. 
d. Kelas II (non racikan) .................................... Rp. 

1. Jasa apoteker '" ................................. Rp. 

400,­
1.JUO,­

75O" 

I 
d. 1.500,­

750,. 

I 

I 
2. Jasa asisten apoteker .......................... Rp. 450,­ 450,. 
3. Jasa sarana rumah sakit .................... Rp. 300" 300,. 

e. Kelas III (racikan) ......................................... Rp. 1,000,­ e. ~ 1,000,. 
500,. 
300,. 
200,­

f. ~ 

2. Jasa asisten apoteker ..... ....... Rp 150,- 5. Jasa asisten apoteker Rp. 150,­
3. Jasa sarana rumah sakit . ....... Rp 100,- 6. Jasa sarana rumah sakit .Rp. 100,­
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Pasal 10 
(1)	 Tarif untuk lindakan persalinan normal (kebidanan) dilelapkan sebagai 

berikul; 
a.	 Persalinan dilolong dokler ahli . 

1 Kelas I............ .. . Rp.1.500.000,­
2.	 Kelas 1I Rp. 900000,­
3.	 Kelas III Rp. 700.000,­

b.	 Persalinan dilolong dokter umum : 
1.	 Kelas I Rp. 900.000,· 
2.	 Kelas II Rp. 700.000,­
3.	 Kelas III.. Rp. 500.000,­

c.	 Persalinan ditolong bidan : 
1.	 Kelas I Rp. 700.000,­
2.	 Kelas II Rp. 500000,· 
3.	 Kelas III. Rp. 300.000,­

(2)	 Tarif tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagi 
berikut : 
•	 Biopsi Endometrium Rp. 120.000,­
•	 Eksraksi Vacum Rp. 700.000,· 
•	 Embriootomy (pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000,· 
•	 Evacuasi DigitalRp. 75.000,­
•	 Forcep Ekstraksi Rp. 750000,­
•	 Fungsi Cayum Douglas Rp. 200.000,­

I 54 

Ketentuan Pasal(1)	 Tarif lindakan dilelapkan sebagai berikul : 
disempurnakan, diubah menjadia.	 tindakan persalinan normal (kebidanan) dilelapkan sebagai berikut ; 
Pasal 7 ayat (5)1. Persalinan dilolong dokler ahli :
 

Rp. 1.500.000,­
a) Kelas I .
 
Rp. 900.000,­
b) Kelas II · 
Rp 700.000,·c) Kelas III . 

2.	 Persalinan dilolong dokter umum .
 
Rp. 900000,­
a) Kelas I .
 
Rp. 700.000,·
b) Kelas II ..
 
Rp. 500000"
c)	 Kelas III . 

3.	 Persalinan ditolong bidan :
 
a) Kelas I.... Rp. 700.000,·
 

b)	 Kelas II Rp. 500.000,·
 
c) Kelaslll............... Rp.300.000,·
 

b.	 Tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagi berikut ; 
•	 Biopsi Endometrium Rp. 120.000,­
•	 Eksraksi Vacum Rp. 700.000,· 
•	 Embriootomy (pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000,· 
•	 Evacuasi Digital Rp. 75.000,­
•	 Forcep Ekstraksi Rp. 750.000,­
•	 Fungsi Cayum Douglas Rp. 200.000,­
•	 Hydrotubasi (pembersihan saluran telur) Rp. 400.000,­
•	 Kuret Abortus Inhamplentus Rp. 500.000,·•	 Hydrotubasi (pembersihan saluran telur) Rp. 400.000,- I 
•	 Kuretase Misseda Abortus Rp. 400.000,·•	 Kuret Abortus Inhamplentus Rp. 500.000,· 
•	 Manual Placenta Rp. 200.000,·•	 Kuretase Misseda Abortus Rp. 400.000,· 
•	 Pem Dopier · Rp. 10.000,·•	 Manual Placenta Rp. 200.000,­
•	 Pemasangan IUD/inplan Rp. 100.000,·•	 Pem Dopier Rp. 10.000,­
•	 Reposisi Episiotomy Rp. 75.000,­•	 Pemasangan IUD/inplan Rp. 100.000,­
•	 Versi Luar Rp. 50000,­•	 Reposisi Episiotomy Rp. 75.000,­
•	 Resusitasi Sayi baru lahir Rp. 60.000,·

•	 Versi Luar Rp. 50.000,· 
•	 Pemasangan infuse melalui tali pusat ..Rp. 70.000,­•	 Resusitasi Bayi baru lahir Rp 60.000,· 
•	 Pemeriksaan USG Rp. 60.000,­•	 Pemasangan infuse melalui tali pusat Rp. 70.000,· 
•	 Persalinan Berat dengan penyulit Rp. 1.000.000,­•	 Pemeriksaan USG Rp. 60.000,­
•	 Persalinan Komplikasi Rp. 1.000.000,­•	 Persalinan Berat dengan penyulit Rp. 1.000.000,­
•	 Partus dengan stimulant.. Rp. 900.000,­•	 Persalinan Komplikasi Rp 1.000.000,· 

•	 Partus dengan stimulant Rp 900.000,·I 
I 
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1 2 3 4 I 5 

1 
c. 

, 

I 
J I 
L_~ 

I 

I - ~ ...... ,II 

. Jinak Kulit) ....Rp. 
.. ..RD. 

................... Rp. 
......... Rp. 

telinoa) Rp. 
......... Rp 

........... . ..Ro. 
n kuku) . ...Rp. 
....... , Rp 
...... . Rp 

__ .... ,I~~II 10".-11 ..... ...., ""'-"," 

25.000, 
40.000,­
40.000,­
15.000,­

15.000,­
25.000,­
10.000,­

7.500,­
75.000,­
40.000,­

5.000,­
3000,­

sedang Rp. 
l'tJ.• Kista Atheroma (tumor jinak) Dn 

Rp. 
Rp . 
Rp. 
Rp. 
Rp . 
Rp. 
Rp 
Rp 

25.000, 
/1nnnn_
-'v.v ....._, 

15.000,­
25.000,­
10.000,­

7.500,­
75.000,­
40.000,­

5.000,­
3.000,­
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1D 

2 

Pengembalian 
kelebihan pembayaran 

7 

3 4 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi I (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang 
~~ yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
pada ayat(1); (3)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 

(3)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
 

Pasal 35 Pasal 35 
(1)	 Atas kelebihan pembayaran ~k=~ Retribusi, W.~ I (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, VVajib Retnbusi dapat 

m<lli====Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupali 
pengembalian kepada Kepala Daerah. 

(2)	 Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) I (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran p~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memberikan keputusan. harus memberikan keputusan. 

(3)	 ¥c~ala OafolraA dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan, I (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
harus memberikan keputusan. memberikan keputusan. 

(4)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan I (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi 
atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wc1jib Retribusi mempunyai utang Pajak II (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 
atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau kelebihan pembayaran Rp.trihllsi Sph::lg;::lim2lna dimaksud pada 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau dahulu utang Retribusi tersebut. 
utang Retribusi tersebut. 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi I (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 
atau SKRDLB. 

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi I (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, K€l3ala Dooral:l setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
atas keterfambatan pem bayaran kelebihan pembayaran Pajak pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 
atau Retribusi. 

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

Ketenuan Pasal 
diserrournakan, dengan 
menambah ayat (8) baru dan 
menqbapus kata pajak 

seb..agairnana dimaksud pada ayat (1) JialuJ dengall Peraturau I
 
. Bupati.. __ _-.JL...... _ ~
 

I 
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Pasal41 1.	 Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) 8 Ketentuan Pidana Pasal41 
Raperda agar diatur dalam BAS 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya (1)	 Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

tersendiri 
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling ban yak 3 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling b Pasal 41 Raperda 

(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. disempumakan dengan 
~ SeJOO' . Yat+t1 

ban yak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau 
menambah 1 (satu) ayat yang 

Pasal ifli, K@~ala Da@ra~ ~fl~@f1akafl s~miflistrasi 

kurang bayar. 
mengatur penerimaan denda(2)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pidana, sesuai dengan Pasal 

tmt@fltl:L 
penerimaan Negara.~~~fl~kjaA~I<awaktu 

178 UU No. 28 Tahun 2009. 
(3)	 P@fl~@flaaA saflksi oomiflistrasi sclmgaimaA3 €limakslJ€l €lalam
 

ayat(2) PasaHAi €litet@fJkafl €lEm§afl m@mperti~afl~kafl €lafl atoo
 
~utkafl alas,m ~@fl6a~lJtafl izifl.
 

Setelah BAB yang mengatur Tata 
CarPemungutan, ditambah 1 

9 Penaqihan BAB ..... 
TATA CARA PENAGIHAN 

(satu) BAS yang mengatur tata 
cara penagihan. 

Pasal .... 
Ditambah 1 (satu) pasal yang

(1)	 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud mengaturtata cara penagihan.
dalam Pasal 27ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka 
kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang 
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat 
saat jatuh tempo pembayaran retribusi. 

(2)	 Dalam jangka waktu ( ) hari sejak Surat 
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3)	 Tunggakan retribusi yang terutang ditagihdengan 
menggunakan STRD. 

(4)	 Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan 
STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Ketentuan Pasal 4210 Ketentuan peralihan BAS XXI	 BAS XXI 
disempurnakanKETENTUAN PERALIHAN	 KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal42	 Pasal42 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih 
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi dalam Pasal 3 terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi 
sepnnjang tidak diatur dnl"lrTl PPfrJfur;:m Daerah yanG b-rsanqkutan dalarn Pasal 3 sepanjang tdak diatur dalam Peraturan Daerah yang

I I I rnncih rf~n~t rlit~nih rI~I~rY\ i']nnv'] u,.,Lrh, ~ f1irY"l. ' "",hll"'" f""rh;f, •...,,., ,...;.,1, I h .- I 4- :h ~ ,.,I:~ '"";k 1 ; 1 1,..,. ') 14-:""' \ a.... I	 II ... --1"-- ~"-~ ... v~.~, .. J'."'~"u	 I II	 , ...__ ...... "u ~~ lU"U" lvlllllU"8 ")\"JO/\ I UC • .:>OIl~/\Ulall 1I1a.:>1I. UOfJOl UIlO~1I1 Ual011l JOII~l\a VVOl\lU v \lI~a, lOIlUl1 

I , . saatterh~ang.	 ~ ~~ijungs~aksaa~tt=e~~~~=a~ng~. ~.~ ~ 
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Ketentuan Penutup11 

2 3 4 5 

BABXVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku rnaka Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Masuk 
Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau 
pertokoan. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Retribusi Terminal. Peraturan Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
Peraturan Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 
sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 

BABXVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 
Pada saatPeraturan Daerah ini berlaku maka: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 

2002 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 
Nomor....). 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 
2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 
Nomor...). 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2002 Nomor...). 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor. 22 Tahun 
2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...). 

5. Peraturan Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...) 

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan 
Daerah ini. 

I Ketentuan Pasal 
disempurnakan 

43 

12 I Penjelasan I - 1- IDihilangkan, karena tidak ada yang 

I I I I Iperlu dijelaskan I 

GUBER
 



1	 I 2 I 3 

•	 Pemasangan infus per ossteum 

•	 Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) 

•	 Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER) 

•	 Pungsi Abses Hati 

•	 Pungsi Cairan Asceites per Magna 

• Pungsi Cairan Sendi 

•	 Pungsi Lumbal/sumsum tulang (BMP) 

•	 Pungsi perikardial 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

• Pungsi subdural .............................................Rp.
 

• Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut) ....... Rp.
 

• Pungsi Haematoma ..................................... .Rp.
 

• Pungsi Pleura ................................................Rp.
 

• Pungsi Vesica Urinaria ...................................Rp.
 

• Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG) ............Rp.
 

• Resusitasi jantung dan paru-paru .................. .Rp
 
• Strapping Sractur Costa ................................ .Rp
 

• Terapi "DC Shock" I tindakan Defibrilator ........ Rp
 

• Tindakan Suction ...... " ............................... .Rp.
 

•	 Vena seksi ..... ,...............................................Rp.
 

•	 Water Seal Drainage ......................................Rp.
 

•	 Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi) ... .Rp. 
Perneriksaan EMG (Elektro Myografi) ........... .Rp. 

Rp. 25,000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,­

I : Pemeriksaan Endoskopi ................................Rp. 100.000,­

• Pemeriksaan Elektro Convulsis Theraphi ....... .Rp. 50.000,­

•	 Pemasangan Infus ... .................................. .Rp. 10.000,­

(4)	 Tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) 
dikenakan tarif sebagai berikut: 
a.	 Kelas I 1,5 kali tarif Pasal 8 
b. Kelas II 1 kali tarif Pasal 8
 
c
 Kelas III	 0,5 kali tarif Pasal 8 

Pasal11 
(1)	 Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi 

ditetapkan sebagai berikut : 

40.000,­
40.000,­
40.000,­
40.000,­
40.000,­
40.000,­
40.000,­
20.000,­
40.000,­
40.000,­
10.000,­
40.000,­
50.000,­
50.000,­

7.500,­
30.000,­
95.000,­
75.000,­
75.000,­

4 

• Pemasangan infus per ossteum Rp. 

• Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) Rp. 

• Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER) Rp. 

•	 Pungsi Abses Hati 

•	 Pungsi Cairan Asceites per Magna 

•	 Pungsi Cairan Sendi 

•	 Pungsi Lumball sumsum tulang (BMP) 

•	 Pungsi perikardial 
•	 Pungsi subdural 
•	 Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut) 
•	 Pungsi Haematoma 
•	 Pungsi Pleura 
•	 Pungsi Vesica Urinaria 
•	 Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG) 
•	 Resusitasi jantung dan paru-paru 
•	 Strapping Sractur Costa .......... , .
 
•	 Terapi "DC Shock"/tindakan Defibrilator 
•	 Tindakan Suction ......................
 
•	 Vena seksi ...........................
 
•	 Water Seal Drainage ...............
 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

• Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi) Rp. 

· Pemeriksaan EMG (ElektrMyografi) 
• Pemeriksaan Endoskopi .............. 
• Pemeriksaan Elektro Convulsis Theraphi 
• Pemasangan Infus 

d.	 Tindakan yang diiakukan di ruangan 
dikenakan tarif sebagai berikut: 
a. Kelas I	 Rp .. 
b. Kelas II	 Rp 

Rp. 

10 

5 1 

25.000,­
10.000,­
15.000,­
40.000,­
40.000,­

.
 
c Kelas "' Rp ..
 

e.	 Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi Pasal 11 diubah 
ditetapkan sebagai berikut menjadi Pasal 7 

I ayat (5) huruf 8 I 

_______1I	 J 

Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 10.000,­

(pasien rawat inap) I Agar tindakan 
yang dimaksud 
dicantum secara 
defmtit 

l
 
I 

I 

I 
40.000,­
40.000,­
40.000,­
40.000,­
40.000,­
20.000,­
40.000,­
40.000,­
10.000,­
40.000,­
50.000,­
50.000,­

7.500,­
30.000,­
95.000,­
75.000,­
75.000,­
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I 

3	 4 5
2
1
 

1. Operasi sangat besar I khusus :a. Operasi sangat besar I khusus : 
a) Kelas I ......................... Rp.2.200000,­1) Kelas I .......................... Rp.2.200.000,­

1) Pra Operasi .. ......... Rp 160000,­a) Pra Dperasi . Rp 160.000,-

Dr. spesialis .............. Rp. 15.000,­ • Dr. spesialis ............ Rp. 15000,­• 

• Dr. Umum ............... Rp. 10000,-
Dr. Umum ..... ....... Rp 10.000,­• 
• Persiapan RR ........ Rp. 25000,­• Persiapan RR............. Rp. 25.000,­
• Askep OK .............. Rp. 35000,­• Askep OK ............... , Rp. 35.000,­
• Askep RR ............... Rp 50000,­• Askep RR ................. Rp. 50.000,­
• Rumah Sakit ............ Rp. 25000,­• Rumah Sakit ................ Rp. 25.000,-


Penambahan biaya sebesar1) Operasi .................... Rp.1946000,­
25% dihilangkan

b) Operasi .................... , ..... Rp. 1.946.000,­
• Operator ................. Rp. 950000,­• Operator .... .......... .... Rp. 950.000,­
• Asisten Operator ..... Rp. 160000,­• Assten Operator ......... Rp. 160.000,­
• Instrumen .............. Rp. 160000,­• Instrumen ............ ....... Rp. 160.000,­
• Anastesi ................ Rp. 275500,­• Anastesi ......... ...... ..... Rp. 275500,­
• Asisten Anastesi. ..... Rp. 140000,­• Asisten Anastesi ......... Rp 140.000,­
• SaranaRumah Sakit . Rp. 130000,­• Sarana Rumah Sakit ..... Rp. 130.000,­
• Oksigen ............... Rp. 50000,­• Oksigen ....... ... .. ...... Rp. 50.000,­
• Resusitasi ............ Rp. 80500,­• Resusitasi ................... Rp 80.500,­

c) PostOperasi ....... .......... Rp 94.000,­ 2) Post Operasi	 Rp. 94000,­

• Kebersihan .................. Rp. 25000,­• Kebersihan .... .. Rp. 25.000,­
• Anastesi RR ............ Rp. 45000,­• Anastesi RR ... . ... Rp. 45.000,­
• Rumah Sakit ............ Rp. 24000,­•	 Rumah Sakit... ........ Rp. 24.000,­

b) Kelasll ...................................... Rp. 1.850000,­2) Kelasll........... ............ Rp. 1.850.000,­
1) Praoperasi ............. .... Rp. 130000,­

I a) Pra operasi ....... . .... . Rp. 130.000,-

Dr. Spesialis ...... , ...... Rp 12.000,- • Dr. Spesialis ............ ......Rp. 12000,- I


I • I 
Dr. Umum ......................... Rp. (UUU,-

I
 
Dr Umum ...... ........ Rp. 7.000.­ •• 

• Persiapan RR .................... Rp. 20.500,­• Persiapan RR ............ , Rp. 20.500,­
• Askep OK .............. ..... .... Rp. 30000,­• Askep OK .. ....... .... Rp. 30.000,­
• Askep RR .............. ...... Rp. 40000.­• Askep RR .... ...... Rp. 40.000,· 
• Rumah Sakit ......... Rp. 20.500,·
•	 Rumah Sakit .. ......... Rp. 20.500,­

1) Operasi ............ .... ...........Rp. 1645000,­b) Ooerasi .......................... Rp. 1.645.000,­
• Operator ... ............. . Rp. 783.000,­

On .IVII,
 
... I \~. • -J.vvV,I
 i 'est OperasiI ,,) rost OperJzl . rp ,",OOC, I
i
 

.. RfJ 20000"	 • Kebersihan . .... Rp. I I
I • Kebersinan
 
I 

Rp. 40000,­ • Anastesi RR .. Rp
 
I
I	 I · Anastesi RR
J	 

~I 

.J_'='"r~n" RlJmah Saki! Rp
'I~__ • Sarana Ruma~, Rp. 15000,-	 --~ 
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5 I4321 
c) Kelas III ................. .......... Rp. 1.1 00.000,­3) Kelas III .............................. Rp. 1.100000,­

1) Pra operasi ............. Rp. 82.000,­a) Pra operasi ....................... Rp. 82.000,­
• Dr. Spesialis ............ Rp. 7.000,­• Dr. Spesialis ............... Rp. 7.000,­
• Dr. Umum ............... Rp. 5.000,­• Dr Umum ................... Rp. 5.000,­
• Persiapan RR ....... Rp. 13.000,­• Persiapan RR ............. Rp. 13.000,­
• Askep OK................ Rp. 19.000,-
Askep OK ................... Rp. 19.000,­• 
• Askep RR................ Rp. 26.000,-
Askep RR .................... Rp. 25.000,­• 
• Rumah Sakit ........... Rp. 12.000,­•	 Rurnah Sakit ............... Rp. 12.000,­

2) Operasi .. ............... Rp. 970.000,
b) Operasi ............................. Rp. 970.000,­
• Operator ............... Rp. 460.000,­• Operator .................... Rp. 460.000,­
• Asisten Operator ...... Rp. 81.000,­• Asisten Operator ......... Rp. 81.000,­
• Instrumen ................. Rp. 81.000,­• Instrumen .................. Rp. 81.000,­
• Anastesi ................. Rp. 145.000,­• Anastesi .................... Rp. 145.000,­
• Asisten Anastesi ....... Rp. 72.000,­• Asisten Anaslesi .......... Rp. 72.000,­
• Rumah Sakit ............. Rp. 65.000,­• Rurnah Sakit ................. Rp. 65.000,­
• Oksigen ..................Rp. 26000,­• Oksigen ...................... Rp. 26000,­
• Resusitasi ................ Rp. 40.000,­•	 Resusitasi ................ Rp. 40.000,­

3) Post Operasi ................. Rp. 48.000,­c) Post Operasi ................. Rp. 48000,­
• Kebersihan ............ Rp. 12.500,­• Kebersihan ............... Rp. 12.500,­
• Anastesi RR ........... Rp. 23000,­• Anastesi RR ............ Rp. 23.000,­
• Sarana Rumah Sakit .Rp. 12500,­• Sarana Rumah Sakit ... Rp. 12.500,­

2. Operasi Besar .b. Operasi Besar . 
a. Kelas I	 Rp 1.800.000,­1) Kelas I Rp. 1.800.000,-

Pra operas! Rp 137.000,­a) Pra operas Rp. 137.000,-	 1) 
I I I	 On 11 n(v\ I • Dr spasialis Rp. 11.000.- I 

I' .VIJV,I't-'. 

• Dr. Umum Rp. 7.500,-

Rp. 21500,-
Rp. 7500,­

• Persiapan RR Rp. 21 .500,-

Rp 32.000,­ • Askep OK Rp 32.000,-

Rp. 43.000,­ • Askep RR Rp. 43.000,-

Rp 22.000,­ • Rumah Sakit Rp. 22.000,­

2) Operasi Rp. 1 . 588.000,-Rp 1 . 588.000,-
Rp. 755.000,­ • Operator Rp. 755.000,-

Rp 130.000,­ • Asisten Operator Rp. 130.000,· 

Rp. 130.000,­ • Instramen Rp. 130.000,-

Rp. 237000,­ • Anastesi Rp. 237.000,-

Rp. 118.000,­ • Asrsten Anastesi Rp. 118.000,-

Rp 108.000,­ • Rumah Sakit Rp. 108.000,-

Rp. 45.000,­ • Oksiqen Rp 45.000,-

Rr Fl5 000· • Resusitasi	 RL_ 65000,­
-

"----- -­
L I 

1"'\- ____ ; ....1;... .. UI. ~fJt"lall" 

• Dr. Umum 
• Persia pan RR 

• Askep OK 

• Askep RR 

• Rumah Sakit 
b) Operasi 

• Operator 

• Asisten Operator 

• Instramen 

• Anastesi 

• Asisten Anastesi 

• Rumah Sakit 

• Okslgen 

, • Rp"'I"ifi1<;i 
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C) Post Operasi Rp. 75.000,- 3) Post Operasi Rp. 75.000,-

• Kebersihan Rp. 17.500,- • Kebersihan Rp. 17.500,-

• Anastesi RR Rp. 45.000,- • Anastesi RR Rp. 45.000,-

• Rumah Sakit Rp. 17.500,- • Rumah Sakit Rp. 17.500,-

2) Kelas ll Rp. 1.450.000,- b. Kelas II Rp. 1.450.000,-

a) Pra operasi Rp. 110.000,- 1) Pra operasi Rp. 110.000,-

• Dr. spesialis Rp. 9.000,- • Dr. spesialis Rp. 9.000,-

• Dr. Umum Rp. 6.000,- • Dr. Umum Rp. 6.000,-

• Persia pan RR Rp. 16.500,- • Persiapan RR Rp. 16.500,-

• Askep OK Rp. 26.000,- • Askep OK Rp. 26.000,-

• Askep RR Rp. 35.000,- • Askep RR Rp. 35.000,-

• Rumah Sakit Rp. 17.500,- • Rumah Sakit Rp. 17.500,-

I 
b) Operasi Rp. 1.290.000,- 2) Operasi Rp. t. 290.000,-

I 
• Operator Rp. 610.000,- • Operator Rp. 610.000,-

• Asisten Operator Rp. 105.000,- • Asisten Operator Rp. 105.000,-

• Instrumen Rp. 105.000,- • Instrumen Rp. 105.000,-

• Anastesi Rp. 200.000,- • Anastesi Rp. 200.000,-

• Asisten Anastesi Rp. 95.000,- • Asisten Anastesi Rp 95.000,-

• Sarana Rumah Sakit Rp. 87.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 87.000,-

• Oksigen Rp. 35.000,- • Oksigen Rp. 35.000,-

• Resusitasi Rp. 53.000,- • Resusitasi Rp. 53.000,-

I 
c) Post Operasi Rp. 50.000,- 3) Post Operasi Rp 50.000,-

• Kebersihan Rp 10000,- • Kp.bersih,m Rp 10000,-

• Anastesi RR Rp. 30.000,- • Anastesi RR Rp. 30.000,-

• Rumah Sakit Rp 10.000,- • Rumah Sakit Rp. 10.000,-

3) Kelas III Rp. 850.000,- c. Kelas III Rp. 850,000,-

a) Pra operasi Rp. 65.000,- 1) Pra operasi Rp. 65000,-

• Dr, spesialis Rp. 6.000,- • Dr. spesialis Rp. 6,000,-

• Dr. Umum Rp. 4.000,- • Dr. Umum Rp. 4000,-

• Persiapan RR Rp. 10.000,- • Persiapan RR Rp 10000,-

• Askep OK Rp 15.000,- • Askep OK Rp. 15.000,-

• Askep RR Rp. 20.000,- • Askep RR Rp. 20.000,-

• Rumah Sakit Rp 10.000,- • Rumah Sakit Rp. 10.000,-

I h\ nnQrOlc::i Rn 7~n ooo . '")\ """h"\or":lC'i Rn 7~n non -

Rp 65 000-
Rp. 65.000,-
Rp. 110.000,-

I 

Rp 65 000- • Asisten Operator	 I
 

•	 Asisten Operator 
I
 

Rp, 65000,- e Instramen
• !nstramen 
• Anastesi• Anastesi _._'__ Rp 110000,-	 ---~ 
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26000,­Rp.Askep RR
I
I 

1 2 3 4 5 

• Asisten Anastesi Rp. 56.000,- • Asisten Anastesi Rp. 56.000,-

• Sarana Rumah Sakit Rp. 51.000,- • Sarana Rumah Saki! Rp. 51.000,-

• Oksigen Rp. 22.000,- • Oksigen Rp. 22.000,-

• Resusitasi Rp. 31.000,- • Resusitasi Rp. 31.000,-

c) Post Operasi Rp. 35.000,- 3) Post Operasi Rp. 35.000,-

• Kebersihan Rp. 9000,- • Kebersihan Rp. 9.000,-

• Anastesi RR Rp. 17.000,- • Anastesi RR Rp. 17.000,-

• Sarana Rumah Sakit Rp. 9.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 9.000,-

c. Operasi Sedang : 3. Operasi Sedang : 

1) Kelas I ............................. Rp. 1.400.000,- a. Kelas I Rp. 1.400.000,-

a) Pra operasi Rp. 106.000,- 1) Pra operasi Rp. 106.000,-

• Dr. spesialis Rp. 9.000,- • Dr. spesialis Rp. 9.000,-

• Dr. Umum Rp. 5.500,- • Dr. Umum Rp. 5.500,-

• Persiapan RR Rp. 16.500,- • Persiapan RR Rp. 16.500,-

• Askep OK Rp. 25.000,- • Askep OK Rp. 25.000,-

• Askep RR Rp. 33.000,- • Askep RR Rp. 33.000,-

• Sarana Rumah Sakit Rp. 16.500,- • Sarana Rumah SakitRp. 16.500,-

b) Operasi Rp. 1.235.000,- 2) Operasi Rp. 1.235.000,-

• Operator Rp. 590.000,- • Operator Rp. 590.000,-

• Asisten Operator Rp. 100.000,- • Asisten Operator Rp. 100.000,-

• Instrumen Rp. 100.000,- • Instrumen Rp. 100.000,-

I • Asisten Anastesi , 'I"'" ... - ........ -, 
• Anastesi Rp. 185.000, - • Anastesi Rp 185000.-

Rn O? nnn _ • Asisten Anastesi Rp. 92.000,-

• Sarana Rumah Sakit Rp. 83.000,- • Sarana Rumah SakitRp. 83.000,-

• Oksigen Rp. 35.000,- • Oksigen Rp. 35.000,-

• Resusitasi Rp. 50.000,- • Resusitasi Rp. 50.000,-

c) Post Operasi Rp. 59.000,- 3) Post Operasi Rp. 59.000,-

• Kebersihan Rp. 12.500,- • Kebersihan Rp. 12.500,-

• Anastesi RR Rp. 34.000,- • Anastesi RR Rp. 34.000,-

• Rumah Sakit Rp. 12.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,-

2) Kelas II ................................ Rp. 1.130.000,- b. Kelas II Rp. 1.130.000,-

a) Pra operasi .......... ..... .. Rp. 85.000,- 1) Pra operasi Rp. 85.000,-

• Dr. Spesialis ........... Rp. 8.000,- • Dr. Spesialis Rp. 8.000,-

• Dr. Umum ...... ........... Rp. 5.000,- • Dr. Umum Rp. 5.000,-

I • Persiapan RR ............. Rp. 13000,- • Persiapan RR Rp. 13.000,-
I 
I · c.cl,-on nl<' Rn ?n nnn - Askep OK Rp. 20.000,-
! 

I 
• 

I 

I
 I
..• Askep RR Rp. 26000,­
• Rumah Sakit Rp. 13.000,- _J• Rumah SClv;t .. Rp. 13000,- I 
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1.000.000,­
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40.000,­
45.000,­
12.000,­
21.000,­
12.000,­

685.000,­
52.000,­
5.000,­
3.000,­
8.000,­

12.000,­
16.000,­
8.000,­

605.000,­
287.000,­ I 

50.000,­
50.000,­
90.000,­
45.000,­
41.000,­
17.000,­
25.000,­
28.000,­

6.500,­
15.000,­
6.500,­

. (2) Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) I 4. 
i dikenakan biaya 1 12 isatu setenqan) kall rant operasi I 

4 

2)	 Operasi 

•	 Operator 
Asisten Operator• 

•	 Instramen 

•	 Anastesi 

•	 Asisten Anastesi 

•	 Rumah Sakit 

•	 Oksigen 

• Resusitasi
 
3) Post Operasi
 

• Kebersihan 

• Anastesi RR 

• Rumah Sakit 
c.	 Kelas III
 

a) Pra Operasi
 

• Dr. Spesialis 

• Dr. Umum 

• Persiapan RR 

• Askep OK 

• Askep RR 

• Rumah Sakit 
b) Operasi 

•	 Operator 

•	 Asisten Operator 

•	 Instramen 

•	 Anastesi 

•	 Asisten Anastesi 

•	 Rumah Sakit 

•	 Oksigen 

• Resusitasi
 
c) Post Operasi
 

•	 Kebersihan 

•	 Anastesi RR 
Sarana Rumah Sakit• 

Operasi Cyto :
 
Tmdakan operas: oua suatnya
 

1 2 

b) 

c) 

3 

Operasi ........................... Rp.
 
• Operator ...................... Rp.
 
• Asisten Operator .......... Rp.
 

• Instramen .................... Rp.
 
• Anastesi ..................... Rp.
 
• Asisten Anastesi .......... Rp.
 

• Rumah Sakit ................ Rp.
 
• Oksigen ....................... Rp.
 

• Resusitasi ................... Rp.
 
Post Operasi ................... Rp.
 
• Kebersihan ................. Rp.
 
• Anastesi RR ................ Rp.
 

• Rumah Sakit ............ Rp.
 
3)	 Kelas III ............................... Rp.
 

a) Pra Operasi ................... Rp.
 

• Dr. Spesialis ............... Rp.
 

• Dr. Umum ................... Rp.
 

• Persiapan RR ............. Rp.
 
• Askep OK ................... Rp.
 
• Askep RR .................. Rp.
 

• Rumah Sakit .............. Rp.
 
b) Operasi .......................... Rp.
 

• Operator ................... Rp
 
• Asisten Operator ........ Rp.
 

• Instramen ................. Rp.
 
• Anastesi ..................... Rp.
 
• Asisten Anastesi ......... Rp.
 

• Rumah Sakit ............... Rp.
 
• Oksigen ..................... Rp.
 

• Resusitasi ............. Rp.
 
c) Post Operasi .................... Rp.
 

• Kebersihan ............... Rp.
 
• Anastesi RR ....... ........ Rp.
 

• Sarana Rumah Sakit Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
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II

80.000,­
150.000,­

75.000,­
70.000,­
30.000,­
40.000,­
45.000,­
12.000,­
21.000,­
12.000,­

685.000,­
52.000,­

5.000,­
3.000,­
8.000,­

12.000,­
16.000,­
8.000,­

605.000,­
287.000,­

50.000,­
50.000,­
90.000,­
45.000,­
41.000,­
17.000,­
25.000,­
28000,­

6.500,­
15.000,­
6500,­

rnendesak (cyto) I 
kelas yang dltempatl/diPilih:. I dikenakan biaya 1 1f2 (satu setengah) kali tarif operasi I 

_'--- • .. ,_m kelas yar iitempati/d:-'liP::..:I.:..::lih~;,---___ . ­•J 
I 

II 
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2 3 

(3) Selain tarif tersebut pada ayat 1 s/fj 2 di atas dikenakan I 5. 
biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai 
sebesar harga pembelian gitm~~aR g~.@=%(-€lYa 

l'iHJIl-JA lima ~8fS819~ di luar obat subsidi; 
(4) Daftar dari jenis/macam tindakan operasi dalam 

lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari peraturan daerah ini. 

Pasal 12 
Tarif pengawasan medik (visite) 
ditentukan sebagai berikut : 
a. Kelas I 
b. Kelas II 
c. Keias ,/I 

oleh dokter Spesialis 

Rp. 50.000,­
Rp. 35.000,­
Rp. 15.000,­

Pasal13 
(1) Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi 

gizi dan Radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan 
sebagai berikut : 
a. Kelas I Rp. 25000,­
b. Kelas /I Rp. 15.000,­
c. Kelas III Rp. 7.500,­

, (2) Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata 

4 5 

Selain tarif tersebut pada huruf e di alas dikenakan 
biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai 
sebesar harga pembelian di luar obat subsidi; 

Rp. 50.000,­
Rp. 35.000,­
Rp. 15.000,­

f. Pengawasan medik (visite) oleh dokter Spesialis 
ditentukan sebagai berikut : 
1. Kelas I 
2. Kelas II 
3. Kelas III 

Ketentuan Pasal 12 
diubah menjadi Pasal 7 
ayat (5) huruff 

g. Konsultasi Dokter 
1, Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk 

konsultasi gizi dan Radiologi) untuk salu kali 
konsultasi ditentukan sebagai berikut : 
a. Kelas I Rp. 25.000,­
b. Kelas II Rp. 15.000,­
c. Kelas III Rp. 7.500.­

2. Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk I' 

Ketentuan Pasal 13 
diubah menjadi Pasal 7 
ayat (5) huruf 9 

I gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 50 % (lima puluh I penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 
persen) sebagaimana ayat 1; 50 % (lima puluh persen) sebagaimana ayat 1; 

(3) Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarit 3. Penderita dari luar rumah sakit umum 
konsultasi kelas II. dikenakan tarif konsultasi kelas II. 

I Pasal 14 h. Pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai 
Tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut : berikut: 
a. Pemakaian alat : 1. Pemakaian alat : 

1. Kelas I Rp. 20.000,­ a) Kelas I Rp. 20.000,­
• Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,­ • Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,­

• Dr. Radiologi Rp. 10.000,­ • Dr Radiologi Rp. 10.000,­

• Penata Radiologi Rp. 6.000,­ • Penata Radiologi Rp. 6000,­
2. Kelas II Rp 15.000,­ b) Kelas II Rp. 15.000,­

• Jasa Rumah Sakit Rp. 3.000,­ I • Jasa Rumah Sakit Rp. 3.000,­

I 
I .-------.L~__ 

• Dr. Radiologi 
• Penata Radiologi 

Rp. 
Rp. 

7.500,­
7.500,­

I 
, 

• 01. Radiologi 
• Penata Radiologi 

Rp. 
Rp. 

7500,­
7500,­

I 
I 

i 
! 
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b. 

c. 

d. 

3. Kelas III Rp. 10.000,­
• Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,­
• Dr. Radiologi Rp. 5.000,­
• Penata Radiologi Rp. 3.000,-

Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan 
dan bahan kedokteran habis pakai sel3esar ~arga 

peml3elia~ GliFlaikkaFl 2§ % (€lwa lima f3crsen) di luar 
bahan kedokteran subsidi. 
Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi 
sebagaimana Pasal 14. 
Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya mendesak dan 
dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ~ (satu 
setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih. 

c) Kelas III Rp. 10.000,­
• Jasa Rumah Sakit Rp. 2000,­
• Dr. Radiologi Rp. 5.000,­
• Penata Radiologi Rp. 3000,­

2. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya 
bahan dan bahan kedokteran habis pakai di luar 
bahan kedokteran subsidi. 

3. Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif 
konsultasi sebagaimana huruf g. 

4. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya 
mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja 
dikenakan biaya 1 ~ (satu setengah) kali tarif 
kelas yang ditempati/dipilih. 

Ketentuan Pasal 14 
diubah menjadi Pasal 7 
huruf h dan 
penambahan kenaikan 
harga sebesar 25% 
dihilangkan 

I 

IJ 

(1) 

15.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 

Rp 10000,­
Rp 30000,­
Rp 35.000,­
Rp. 75000,­
Rp. 100.000,­
Rp 20000,­

1. Pada gigi Conservasi 
a) Tambalam sementara 
b) Amalgam 
c) GI (Glass lonorncc) Fusi 
d) Composit 
e) Inlay I Gigi 
f) Perawatan Saraf Gigi/Kunjungan 
g) Pulpectomy I Ganti Obat I 

Kunjungan I 
2. Exodontia ditetapkan sebagai berikut : 

a) Pencabutan gigi sulung Igigi 
b) Pencabutan gigi permanen I 

gigi depan 
c) Pencabutan gigi permanen I 

gigi belakang Rp. 30.000,­
d) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio Angular 

Rp. 150000,­

i. Tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut I Ketentuan Pasal 15 
ayat (2) dihilangkan 
karena retribusi harus 
disetorkan ke Kas 
Daerah dan diubah 
menjadi Pasal 7 ayat 
(5) huruf i 

i akaf............... Rp. 

Rp. 10.000,­
Rp. 30.000,­
Rp. 35.000,­
Rp. 75.000,­
Rp 100000.-

Rp. 20.000,-

Rp. 30.000,-

Pasal 15 
Tarif tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Pada gigi Conservasi 

1) Tambalam sementara 
2) Amalgam 
3) GI (Glass lonomcc) Fusi 
4) Composit 
5) Inlay I Gigi 
6) Perawatan Saraf Gig; I 

Kunjungan 
7) Pulpectomy I Ganti Obat I 

Kunjungan I 

b. Exodontia ditetapkan sebagai berikut : 
1) Pencabutan gigi sulung I gigi . 
2) Pencabutan gigi permanen I gigi depan . 
3) Pencabutan gigi permanen I gigi belakang '. 
4) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio 

Angular e) Pencabutan gigi terpendam 
5) Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan tidak kelihatan Rp. 350.000,­
6) Pencabutan gigi dengan komplikasi I Factur f) Pencabutan gigi dengan komplikasi I 
7) Pencabutan gigi dengan kelainan Factur . Rp. 75000.­ I 

;=Jkar Rp 25000, g) Pencabutanqiqi dcngan kelainan I 
(Hypercementosis) 

I (Hypercomentosis) ~L- ---.J 
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c. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut : 
1) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,­ 3. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut : 

2) Ekstra Oral Rp. 200.000,­ a) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,­

3) Alveolectomy Rp 100.000,­ b) Ekstra Oral Rp. 200.000,­

4) Apicoectomy Rp. 100.000,­ c) Alveolectomy Rp. 100.000,­

5) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,­ d) Apicoectomy Rp. 100.000,­

6) Pengambilan Gigi dalam Sinus Maxsillaris .......... e) Exstirpasi Kista Kedl Rp. 100.000,­

7) Op Excostosis Rp. 100.000,­ f) Pengambilan Gigi dalam Sinus 

8) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit- Maxsillaris Rp. 250.000,­

langit g) Op Excostosis Rp 100.000,­

9) dan Vesti Bula Rp. 100.000,­ h) Exsisi Tumo Kedl pada lidah, bibir, gusi, langit­

10) Splinting, Imobiusasi Fracture Rahang dan Gigi .. langit dan Vesti Bula Rp. 100.000,­
, 11) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,­ i) Splinting, Imobiusasi Fracture 

12) Reposisi TMJ Rp. 100.000,- Rahang dan Gigi Rp. 100.000,­

d. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan j) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,­

dengan tarif di kamar bedah. k) Reposisi TMJ Rp. 100.000,­

e. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut : 
1) Scaling - Ultrasonic Scalier Rp. 50.000,­ 4. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan 

2) Scalling Manual Rp. 30.000,­ dengan tarif di kamar bedah. 

3) Curettage ( Regia Rp. 50.000,­
4) Gingivectomy Rp. 80.000, 
5) Radang gusi dan mulut Rp 25000.­ I )

I f. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai 5. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut: 

I 
berikut: a) Scaling - Ultrasonic Scalier Rp. 50.000,­

1) Prothesa Iepas 1-2 gigi: b) Scalling Manual Rp. 30.000,­

• Plat + gigi Rp. 120000,­ c) Curettage ( Regio Rp. 50.000,­

• Gigi Rp. 10.000,­ d) Gingivectomy Rp. 80.000,­

2) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per e) Radang gusi dan rnulut Rp. 25.000,­

rahang) Rp. 300.000,­
3) Prothesa lokal 6. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai 

• Mahkota full pergigi/Jaket berikut: 
I 

crown/gigi Rp. 300.000,­ a) Prothesa lepas 1-2 gigi: 

• Mahkota jembatan pertiga • Plat + gigi Rp 120.000,­

gigi (tergantung bahan) Rp 800.000,­ • Gigi Rp . 10.000,­

b) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per 

I 
rahang) Rp 300.000,­

I , 
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RaBis fJakai elengafl cdinaikan mal<siFflal 25% gari harga 
peFflBsliaA gi Iwar €l~at syl3siEli. 

4) Perawatan Ortho Denthi : 
• Removable I rahang Rp. 250.000,­
• Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,­
• Control/kunjungan Rp. 25.000,­

f-2) Tarif terseBwt 20% jasa rlJmal+----sal<it, 50% aperat€lF dan 
3(;)% asisten dan m6ilSiR Elitaml3al=l ooat aBatan dan BaRan 

Pasal 16 
(1) TiRElalHm FeAaeWtasi ffiBElil< Elitontwkan seBaQai bsril<wt : 

a. TiFiElal<an Fel=lal3ilitasi msdil< dapat dilaklJl~6iln eli rl3aFlg 
rsl=laBilitasi l'Fledil~ maUplJR Eli elalam rYa~ permvatoR; 

~. Tarif tindal<an r@AaBilitasi medik yanQ elilal<wl<aR Eli 
rlJOR§ F€lAal3ilitasi msElik dijaelil<an easar W'ItYk 
mef:lgl=litwn~akan yan§! €lilalHJI<an padapenfilerita 
yang airawak 

(2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut : 
a. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, Massage 

dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali 
tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian : 
- Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-

Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,­
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, 
dikenakan tarif 50 % jasa dokter) 

b. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi, Ultra 
Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap 
macam dan satu kali tindakan sebesar Rp 29.500,­
dengan perincian : 

Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,­

(Apabila dilakukan oleh perawatlpenata fisioterapi, 
dikenakan tarif 50% jasa dokter) 

(3) Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi 
penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai 
berikut: 
- Kelas I : Dua kali tarif rehabilitasi medik. 

- Ketentuan Pasal 16 
ayat (1) huruf a dam 
huruf b dihilangkan 
dan tarif harus 
ditetapkan secara 
definitif. 

- Ketentuan Pasal 16 
ayat (2) diubah 
menjadi Pasal 7 
huruf j 

- Ayat (3) tarif harus 
ditetapkan secara 
definitif 

I 

c) Prothesa lokal 
• Mahkota full pergigiljaket crown/ 

gigi Rp_ 300.000,­
• Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung 

bahan) Rp. 800.000,· 
d) Perawatan Ortho Denthi : 

• Removable / rahang Rp. 250.000,­
• Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,­
• Controllkunjungan Rp. 25.000,­

j. Tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut : 
1. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, 

Massage dan semacamnya) untuk setiap macam 
dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan 
perincian: 

Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,­
- Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,· 
(Apabila dilakukan oleh perawaUpenata fisioterapi, 
dikenakan tarif 50 % jasa dokter) 

2. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi, 
Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk 
setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 
29.500,- dengan perincian : 

Jasa Rumah Sakit Rp 9.500,­
_ I"lC"'l ,;nlttor J:i<:intor"'lni Pn ?n nnn -.., ...... _. I ."'''''10_._,..,' I't-". '-v.vV'"", 

(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, 
dikenakan tarif 50% jasa dokter) 

3. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi 
penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai 
berikut: 
- Kelas I 
- Kelas " 
- Kelas III 

Kelas II 3atu k..ali tarif rehabilitasi medik. I I I __-'- L - Kelas ill _Setenqah kah tanf medik. I I 
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Pasal17 k. Obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat 
Tarif obat-obatanfreagensia serta bahan-bahan atau alat­ kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai 
alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian. 
harga pembelian €IitambGl~ €I€HH'laFi 2~ %. 

Pasal18 I. General Chek-Up ditentukan sebagai berikut 
Tarif General Chek-Up ditentukan sebagai berikut: Pemeriksaan lengkap termasuk Laboratorium, 
Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan Laboratorium, Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak 
Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif ditetapkan 
termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan Rp . 
dengan tarif permintaan yang dilaksanakan. 

Pasal19 m. Visum Et Repertum ditentukan sebagai berikut : 
(1) ~Visum Et Repertum ditentukan sebagai berikut : 1. Untuk Visum Luar _ Rp. 25.000,­

a. Untuk Visum Luar Rp. 25.000,­ 2. Untuk Bedah Mayat Rp. 300.000,­
b. Untuk Bedah Mayat Rp. 300.000,­ 3. Visum Asuransi Rp. 50.000,­
c. Visum Asuransi Rp. 50.000,­

(2) Tarif t@rsB6wt 2!) % fFwrwpekeA jesa rumaR sakit den 
jesa mefiiis sB~esar 7§ % 

Pasal20 n. Jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan sebagai 
(1) Tarif jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan berikut: 

sebagai berikut: 
a. Untuk peiajar dan mahasiswa Rp. 10. 000,­

I 1. Untuk pelajar dan mahasiswa 
2. Untuk mendapat pekerjaan 

Rp. 10. 000,­
Rp. i 5.000,­

b. Untuk mendapat pekerjaan Rp. 15.000,­ 3. Untuk diangkat menjadi PNS Rp. 50.000,­
c. Untuk diangkat menjadi PNS Rp. 50.000,­ 4. Untuk calon pengantin Rp. 15.000,­
d. Untuk calon pengantin Rp. 15.000,­ 5. Untuk keperluan lain-lain Rp. 15.000,­
e. Untuk keperluan lain-lain Rp. 15.000,­

(2) Tarif t@rSB9yt 3~% jesa RymeR ~al~it. @§% jesa 
f3Bb)'enan €lita~l:lah tarif ~€lm€lrihsaaF1 f3emeril~seaA 

pelE3FI~kap se6a~ai pOFsy61ratan l61innya. 

Pasal21	 I o. Penggunaan mobil ambulance atas jenazah ditentukan 
(1) Tarif penggunaan mobil ambulance atas jenazah sebagai berikut : II 

ditentukan sebagai berikut	 1 Tarif mobil ambulance ditentukan per kilometer 
a. Tarif	 mobil am.bulance ditentukan per kilometer I berdasark~n tarif resmi pemerintah dengan bi~ya 

~:;i~~sa~;~lr~l/a~~. 1~~~lo6~~~le~~~~~~a~er~:~a~~~~~ i ~:~r~~ b:ek~~lt Rp. 100.000.- dilarnbah ~ernakalan i 

bahan bakar I t 

Ketentuan Pasal 17 
diubah menjadi Pasal 7 
huruf k 

Ketentuan Pasal 18 
diubah menjadi Pasal 7 
huruf I dan tarif harus 
ditetapkan secara 
definitif 

Ketentuan Pasal 19 
diubah menjadi Pasal 7 
huruf m dan ayat (2) 
dihilangkan 

Ketentuan Pasal 20 
diubah menjadi Pasal 7 
huruf n dan ayat (2) 
dihiiangkan 

Ketentuan Pasal 21 
diubah menjadi Pasal 7 
ayat (5) huruf 0 

----i 
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b. Tarif mobil jenazah ditentukan per kilometer 2. Tarif mobil jenazah ditentukan per kilometer 
berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya 
paling sedikit Rp. 100.000,­ ditambah pemakaian paling sedikit Rp. 100.000,· ditambah pemakaian 
bahan bakar. Apabila menunggu bermalam bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan 
dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,~ biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,­

c. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan 3. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan 
pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 100.000,­ pemakaman setiap kali pemakaian Rp. 100.000,· 
ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif kendaraan 
kendaraan per kilometer serta jasa sopir Rp. per kilometer serta jasa sopir Rp. 50.000,-. Apabila 
50.000,-. Apabila menginap dikenakan biaya menginap dikenakan biaya tambahan per malam Rp. 
tambahan per malam Rp. 50.000,­ 50.000,­

(2) Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah 4. Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah 
dihitung pulang pergi (PP). dihitung pulang pergi (PP). 

(3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan: 5. Tarif jasa pengantar pasien rujukan: 
- Para Medis Hari I (pertama) Rp. 75.000,­ Para Medis Hari I (pertama) Rp. 75.000,­

setiap kali menginap 1 malam setiap kali menginap 1 malam 
ditambah biaya Rp. 75.000,­ ditambah biaya Rp. 75.000,­

Dokter Hari I (pertama) Rp. 150.000,· Dokter Hari I (pertama) Rp. 150.000,­
setiap menginap 1 malam setiap menginap 1 malam 
ditambah dengan biaya Rp. ditambah dengan biaya Rp. 
150.000,­ 150.000,­

Pasal22 p. Pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut : Ketentuan Pasal 22 

I (1 ) Tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai 1. Pemeriksaan Sederhana , diubah menjadi Pasal 7 . berikut : - Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : I ayat (5) huruf P 
I A. Pemeriksaan Sederhana a) Kelas III adalah sebesar Rp. 7.500,­

a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : - Jasa medis..................... Rp. 4.500,­
1. Kelas III adalah sebesar.... Rp. 7.500,­ - Jasa Rumah Sakit... .. ........ Rp. 3.000,­

- Jasa medis...................... Rp. 4.500,­
- Jasa Rumah Saki!... ........ Rp. 3.000,­ b) Kelas II adalah sebesar......... Rp. 9.500,­

- Jasa medis Rp. 5.500,­
2. Kelas II adalah sebesar Rp. 9.500,­ - Jasa Sarana Rumah Sakit .Rp. 4.000,­

- Jasa medis Rp. 5.500,­
- Jasa Sarana Rumah Sakit. Rp. 4.000,­ c) Kelas I adalah sebesar Rp. 11.500,­

- Jasa medis...... . . .. Rp. 7.000,­
3. Kelas I adalah sebesar Rp. 11.500,· - Jasa Rumah Sakit Rp. 4.500,­

- Jasa medis Rp. 7.000,· 
- Jasa Rumah Saki!... Rp. 4.500,· 

I 
! i 
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Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya I 

biaya obat-obatan dan alat kesehatan ~ obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat subsidi. 

harga pembeli6lR abat abataR ditafl:lba~ di luar - Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk : 

obat e) Kimia 
b. Ke tarif tersebut berlaku untuk : • Indeks 

1) • Icterus 

• TIT 
• Kunkol 

f) Hematologi I 
I • HB 

2) ogi I • Leukosit 

• LED 
sit • Ht 

• Eritrosit 
• Retikulosit 

it • Hitung jenis 
osit • Hitung Eosinopil 

I jenis 
Eosinopil 

• Masa Pendarahaan 
• Masa Pembekuan 

)endarahaan g) Ligown 
)embekuan • Jumlah Sel 

3) 
15el 

• Hitung Jenis Sel 
• Rivalta 

I 

I 
.Jerus Sel h) Urine 

• Warna 
4) • Kejernihan 

• Glukosa/reduksi 
han • Bilirubin 
a/reduksi • Keton 
n • PH 

• Bj 
• Darah Samar 
• Protein 

Samar • Eritrosit 

I 
I 

I • Epitel 
t 

• Epitel 
• Bakteri 

I • Bakteri 

~-------
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• Kristal 
• Silinder 
• Bilirubin 
• Urobilinogen 
• Nitrit 
• Lekosit 

5) Feses 
• Mikroskopis 
• Darah samar 

B. Pemeriksaan Sedang 
a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : 

1. Kelas III adalah sebesar Rp.12.500,­
- Jasa medis Rp. 7.500,­
- Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,­

2. Kelas II adalah sebesar Rp.15.500,­
- Jasa medis Rp. 8.500,­
- Jasa Rumah Sakit Rp. 7.000,­

3. Kelas I adalah sebesas Rp. 17.500,­
- Jasa medis Rp. 9.500,­
- Jasa Rumah Sakit.. Rp. 8.000,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan 
biaya obat-obatan dan a/at kesehatan sebesar 
harga pembelian obat-obatan ditarnbah 25% di 
luar obat subsidi. 

b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk 
pemeriksaan sebagai berikut : 
1) Hematologi 

• Golongan darah 
• Malaria 
• Filarial 

2) Serologi 
• Test kehamilan pengenceran 2x dari test 

kehamilan biasa 
3) Kimia 

• Bilirubin total 
• Bilirubin direk 
• Bilirubin Indirek 

I I .SGOT 
I I 

• Kristal 
• Silinder 
• Bilirubin 
• Urobilinogen 
• Nitrit 
• Lekosit
 

e) Feses
 
• Mikroskopis 
• Darah samar 

2.	 Pemeriksaan Sedang 
a.	 Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : 

1) Kelas III adalah sebesar Rp.12.500,-
Jasa medis Rp. 7.500,-
Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,­

2) Kelas " adalah sebesar Rp.15500,-
Jasa medis Rp. 8.500,-
Jasa Rumah Sakit Rp. 7.000,­

3) Kelas I adalah sebesar Rp. 17.500,-
Jasa medis Rp. 9.500,-
Jasa Rumah Sakit Rp. 8.000,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan 
biaya obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat 
subsidi. 

b.	 Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk 
pemeriksaan sebagai berikut : 
1) Hematologi 

• Golongan darah 
• Malaria 
• Filarial
 

2) Serologi
 
• Test kehamilan pengenceran dikenakan 2x 

dari tarif test kehamilan biasa
 
3) Kimia
 

• Bilirubin total 
• Bilirubin direk 
• Bilirubin Indirek 
• SGOT 
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I 

I 

1.	 Kelas III adalah sebesar .. Rp. 30.000, 1) Kelas III adalah sebesar . Rp.30.000, 
- Jasa rnedis Rp. 17.500,- Jasa rnedis . Rp. 17.500,~ 

- Jasa Rumah Sakit Rp. 12.500,­ -	 Jasa Rumah Sakit Rp.12500,­
2) Kelas II adalah sebesar Rp. 35500,­

- Jasa medis Rp. 20.000,­
2.	 Kelas II adalah sebesar Rp. 35.500,­

- Jasa medis Rp. 20000,­
- Jasa Rumah Sakit Rp.15.500,­ -	 Jasa Rumah Sakit Rp.15.500,­

3) Kelas I adalah sebesar Rp. 45000,­
- Jasa medis . .. Rp. 27.500,­

3.	 Kelas I adalah sebesar Rp. 45.000,­
- Jasa medis Rp. 27500,­

- Jasa Rumah Sakit . Rp.17.500,­ - Jasa Rumah Sakit Rp.17500,-
Biaya tersebut di atas rnasih ditambah dengan Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan 
biaya abat-obatan dan alat kesehatan sebesar biaya obat-obatan dan alat kesehatan. 
harga pembelian obat-abatan ditambah 25 %. 

b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk 
pemeriksaan sebagai berikut : pemeriksaan sebagai berikut : 
1) Kimia: 1) Kimia: 

• Natrium • Natrium 

• Kalium • Kalium 
• Clarida .._----------'---------~-=--:...:~~ ---------"-------­

.. Clortda 
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• Calcium 
• Ck-NAK 
• Ck-MB 

• T3 
• T4 
• TSH
 

2) Serologi
 
• TPHA 

• Widal 
• WDRL 
• RF 
• ASTO 
• HBs Ag 
• Anti HB5 
• BMP (Bone Marrow Punclien) 

3) Hematologi 

• Sel LE 
(2) Pemeriksaan Cita ditambah 50% dari tarif di alas 
(3)	 Pemeriksaan penderita di leu disesuaikan dengan tarif 

tiap kansultasi sebagaimana pada Pasal 8. I 
(4)	 Biaya konsultasi Ookter Spesialis disesuaikan dengan 

tiap kansultasi sebagaimana pasal 8. 

Pasal23 
Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang 
dengan tarif sesuai Pasal 22 dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
"F. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga 

obat-obatan untuk test yang dipakai ditambah 25 %. 
6, Biaya pengabatan alergi dengan obat lapprin atau 

sejenisnya seharga obat yang dipakai dital¥1ba~ 25 %. 
c.	 Untuk test a/ergi dikenakan biaya konsultasi. 

4I 

• Calcium 
• Ck-NAK 
• Ck-MB 

• T3 
• T4 
• TSH
 

2) Seralagi
 

• TPHA 
• Widal 
• WDRL 

• RF 
• ASTO 
• HBs Ag 
• Anti HB5 
• BMP (Bone Marrow Punclien) 

3) Hematologi 

• Sel LE 
4.	 Pemeriksaan Cite ditambah 50% dari tarif .......
 

Pemeriksaan penderita di ICU Rp ..
 
Biaya konsultasi Dokter Spesialis Rp ',
 

5.	 Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan 
sedang dengan tarif sesuai huruf p angka 2 dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a.	 Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test 

seharga obat-obatan untuk test yang dipakai Biaya 
pengobatan alergi dengan obat lapprin atau 
sejenisnya seharga obat yang dipakai Unluk lest 

5 

Tarif harus ditelapkan 
secara definitif 

I 
I 

Kelentuan Pasal 22 
diubah menjadi Pasal 7 
angka 7 

I 

I
 
I
 

alergi dikenakan biaya konsultasi. I	 I 
b. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan	 I 

d.	 Bag; pasien dari luar rumah saki! umum dikenakan tarif I tarlt konsultasi kelas II I 

konsultasi kelas II. I 

I I 
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O ........... _'')A 

OJ ~@~asl~an dari l<ewajil3an Yntul< fflem~ayar retri~l;Jsi yang 
dimal~syd di (ijalam peraturan €iaerah ini adalah : 
a. sY~yek retriausi yaFlg dijamin kesehatannya melaJui 

program asyransi I~esehatan dan ~el<erjasama dengan 
Rumah Sakit Umum blaerah se~sQai Pemaeri 
Pelayanan Kesehatsn (PPK) baik )'ang a€lrsifat 
per@rangan, Pem@riRtsh Kaa6lpaten V'lay Kanan atal;l 
Pemerintah Pwsat sesuai dengaR perjenjiaR I~erjasama 

atal;l petl;lRjYI~ telmis/~et6lnjYI~ pelal~saRa yang meFlgatl;lr 
hal terseal;lt 

i}. perintis I<emer€iekaan RepYalil( Ind@Flesia sepaFljang 
yang a@rsangkl;ltan memperg~mal~an fasilitas I~elas I 
(satlol). 

c. @ranQ@fsFlg yaR!:1 diasyh ~jtempat tempet 
penampYngan s@sial sepanjang yang aersaRgl<Ytan 
memperglolnakan fasilitas kelas III (ti9at­

Pasal 24 dihilangkan, 
karena sudah digabung 
dengan Pasal 5 

Pasal25 
Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan 
dengan surat Kepala Desa Ikelurahan yang diketahui oleh 
camat dan kepaia dinas sosial ternpat berdornosili pasien 
dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di 
Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggaJ kelas III 
(tiga) dapat diberikan keringanan. 

Pasal25 
Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan 
dengan surat Kepala Desa Ikelurahan yang diketahui oleh 
carnat dan kepala dinas sosial ternprlt berdomosili pasien 
dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di 
Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal kelas III 
(tiga) dapat diberikan keringanan yang ditetapkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 25 
disempurnakan dengan 
adanya perubahan 
diatas, maka pasal 
selanjutnya 
menyesuaikan 

Pasal 26 
Dalam hal sese@rang ponderita memerlukan perawatan 
€longan p€lm@n(ij@I~an maka cara pembayarannya I 
pembiayaan sitentukan sebagai berikut 
a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas I (satu) 

diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas I 
(satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan­

26Pasal 
. . disempurnakan 

Pasal26 
Dalam hal pasien memerlukan perawatan rawat inan maka 
cara pembayarannya I pembiayaan sitentukan sebagai I 

berikut: I 

a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas I (satu) 
diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas I I I 

(satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan- I I 
I J persyaratan yang ada. persyaratan yang ada. II 
L I ~ 
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b. 
tidak dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada 
pasien / keluarqanya / penanggungjawabnya, maka 
Direktur dapat : 

b.	 Apabila ketentuan dimaksud hWfyf (a) 19ada passl i~i 

1.	 Mengeluarkan / memulangkan pasien jika 
keadaannya mengizinkan. 

2.	 Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah 
jil(61 19f5F1§Jelwara~ / pemYlaFlgsrl pemdeHits yang ti€lal( I c. 
dapat fJ ips ria n§J§J YFI§Jj awal3l(aFl de~~ Elrl penyaldtrlya. 

c.	 apabila seseorang pasien dikeluarkan / meninggal
 
dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka
 
mereka yang menaggung biaya pelayanan. Hutan~ it~
 

dita~#Tmenurut peraturan yang berlaku.
 d. 
d.	 Membayar retribusi atas pemakaian jasa dan fasilitas 

rumah sakit seperti yang telah ditetapkan pada 
Peraturan Daerah ini dilakukan pada loket pembayaran 
yang telah ditetapkan. 

Pasal 27 
. sfirnaan retfi!:iJYsi13 !jJia~ hasil peA pasien,atufan pem a . erneriksaan . 

tm:r.t••0'0 ~o.: 1'0. .~.ra.i, J.'. ~ ••bil;t••; ", ••i•••" . . a a	 dan Fed." JO': ,,. lo 'lji I,",o".t..- 'I•••• l:Ii'.kt.'Koosultasl, ,lSI , . i €liatlJf €leH'l!jJan 1<813\;1
PemtWFaA Daerah In 

PI' c: Icoc:rn::ll c:. __....... "'''.- K"bl.lp~tgp' Viler KilnaR
 

4 

Apabila ketentuan dimaksud pada huruf a tidak 
dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada pasien / 
keluarganya / penanggungjawabnya, maka Direktur 
dapat: 
1.	 Mengeluarkan / memulangkan pasien jika 

keadaannya mengizinkan. 
2. Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah. 
apabila seseorang pasien dikeluarkan / meninggal 
dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka ahli 
warisnya yang menaggung biaya pelayanan yang akan 
ditagih sesuai peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pembayaran retribusi dilakukan di loket pembayaran 
yang telah ditetapkan. 

Pe!ayanan Kesehatan Puskesmas i 

5 

Pasal 27 dihilangkan 

')QKetentuan pasal "-u 
I
 

judul disempurnakan 
dan tarif karcis 

Pasal 28R9tfib~si Rawat JalaA 
Pasal 28 

Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar I (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus I dihilangkan. 

adalah sebagai berikut : dibayar adalah sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan
 

pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan
 
a.	 Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar
 
obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap
 tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
 
orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut
 rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan
 

perincian sebagai berikut:
 
4---e Kar€is : Rp. @OO,
 1.	 Kartu Status : Rp. 750,­

2.	 Jasa Puskesmas : Rp. 750,­2.	 Kartu Status : Rp. 750,­
3.	 Jasa Dokter : Rp. 1.500,­3.	 Jasa Puskesmas : Rp. 750,­

. Rp. 1000,­

5 Jasa Pel awat . Rp. 1.000,­

4	 Jasa Perawat4.	 Jasa Dokter : Rp. 1.500,­
~.	 Jasa Farrnas: Rp 500,­

6.	 Jasa Farrnasi : Rp. 500,­
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b. Tarif pemberian kekebalan I imunisasi dibebaskan ~ 

mas,'arakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik 
(dispossible) dibebankan kepada masyaral(at sebesar 
Rp. 1.000,-(seribu rupiah). 

c. Besarnya biaya pefayanan Rawat Darurat (diluar 
tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,­
(lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, 
dengan perincian sebagai berikut : 
1.	 KaFGis 
2.	 Kartu Status 
3.	 Jasa Puskesmas 
4.	 Jasa Dokter 
5.	 Jasa Perawat 
6.	 Jasa Farmasi 

: Rf3. 1.00Q;­
: Rp. 2.000,­
: Rp. 2.500,­
: Rp. 4.500,­

: Rp. 4.000,­
: Rp. 1.000,­

d.	 Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) : 
1.	 Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang 

per kunjungan. 
2.	 Apabila dalam pemeriksaan rru memerlukan 

pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai 
tarif pelayanan yang diberikan. 

I	 Pasal29 I ._,Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut : (L) 

a.	 Tarif pendaftaran rawat inap : 
~..."r~-.ir- _ _	 Dn- 111nn 
....----.-·-...,1_------	 -------.--....,....._~~, 

- Jasa Puskesmas
 
Kartu status
 

b.	 Rawat Inap : 
Kelas I 
- Jasa Sarana Puskesmas 

Jasa DokterNisite 
- Jasa Perawat 

Rp. 1.000,­

Rp. 2.500,­

Rp.100.000,­

Rp. 30.000,­

Rp. 30.000,­

Rp. 30.000,­


b.	 Tarif pemberian kekebalan I imunisasi dibebaskan. 
Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik 
(dispossible) dibebankan kepada pasien sebesar 
Rp. 1.000,-(seribu rupiah). 

c.	 Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar 
tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,­
(lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, 
dengan perincian sebagai berikut : 
1.	 Kartu Status : Rp. 2.000,­
2.	 Jasa Puskesmas : Rp. 2.500,­
3.	 Jasa Dokter : Rp. 4.500,­
4.	 Jasa Perawat : Rp. 4.000,­
5.	 Jasa Farmasi : Rp. 1.000,­

d.	 Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) : 
1.	 Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 

orang per kunjungan. 
2.	 Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan 

pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai 
tarif pelayanan yang diberikan. 

T	 'r • . L-. • am per ClWcllclil pas len per nan 
berikut: 
a.	 Tarif pendaftaran rawat inap : 

- Jasa Puskesmas 
- Kartu status 

b.	 Rawat Inap : 
Kelas I 

- Jasa Sarana Puskesmas 
- Jasa DokterNisite 
- Jasa Perawat 

ditetapkan sebaqai I ~~~n~:~j:d~s;~s~7 2d~ I 

Rp. 1.000,­

Rp 2500,­

Rp.100.000,­

Rp 30.000,­

Rp. 30.000,­

Rp 30.000,­


ayat (2). Dengan 
adanya perubahan 
maka pasal selanjutnya 
menyesuaikan. 

Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000,­ - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10000,­
Kelas II Rp. 75.000,­ Kelas II Rp 75000,­

Jasa Sarana Puskesmas Rp. 20.000,­ - Jasa Sarana Puskesmas Rp 20000,­
.lasa Dokter/vrsit> Rp 25000.­ - Jasa DokterNisite Rp 25000,-
Jasa Perawat 
Jasa Penuniana/Kebersihan I 

- Jasa Perawat Rp 20UOO,­
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10000,­ J 
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Kelas III	 Rp.50.000,- Kelas III Rp.50.000,­
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,­ - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,­
- Jasa DokterNisite Rp. 20.000,­ - Jasa DokterNisite Rp.20.000,­
- Jasa Perawat Rp. 15.000,­ . Jasa Perawat Rp. 15.000,­
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,­ - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,­

c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarifrawat inap yang ditempati / c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang 
dipilih; ditempati / dipilih; 

d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1
 
yang sakit sebesar tarit rawat inap yang ditempati / dipilih.
 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati / 

e.	 Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,­ dipilih. 
e, Tarif penqurusan ienazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,­

Pasal30 Ketentu an pasal 30 ayat (1) (3) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan 
dan (2) di ubah menjadi pasal 

sebagai berikut : 
(1) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut . 

28 ayat (3) dan (4), dengan 
a Kelas I Rp. 50.000,­

a. Kelas I	 Rp. 50.000,· 
adanya ini maka pasalb. Kelas l]	 Rp. 40.000,­
selanjutnya menyesuaikan.b. Kelas II	 Rp.40.000,­ c. Kelas III	 Rp. 30.000,­

c. Kelas III	 Rp. 30.000,­
(2) Tarifjasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut : (4) Tarifjasafarmasi perresep ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kelas I (Racikan) Rp.3000,­ a. Kelas I (Racikan) Rp.3000,-

Jasa Sarana Puskesmas Rp. 600,­ - Jasa SaranaPuskesmas Rp. 600"
 
Jasa Apoteker Rp. 1500,­ - Jasa Apoteker Rp. 1.500,-

Jasa Asisten Apoteker Rp. 900,­ - Jasa Asisten Apoteker Rp.	 900,­

b. Kelas I (Non Racikan) Rp.2.500,­ b. Kelas I (Non Racikan) Rp. 2.500,-

Jasa Sarana Puskesmas Rp. 500" - Jasa Sarana Puskesrnas Rp SOO,-

Jasa Apoteker Rp. 1.250.- - Jasa Apoteker Rp. 1.250,-

Jasa Asisten Apoteker Rp. 750,­ - Jasa Asisten Apoteker Rp.	 750,­

c. Kelas II (Racikan) Rp.2000,­ c. Kelas "(Racikan) Rp. 2000,-

Jasa Sarana Puskesmas Rp. 400,­ - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 400,-

Jasa Apoteker Rp. 1000,­ - Jasa Apoteker Rp. 1.000,­

- Jasa Asisten Apoteker Rp. 600,­ - Jasa Asisten Apoteker Rp.	 600,­
d. Kelas II (Non Racikan) Rp. 1.500,-


Jasa Sarana Puskesmas Rp. 300,­
d. Kelas II (Non Racikan) Rp. 1.500,­

- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 300,-

Jasa Apoteker Rp. 750,­ - Jasa Apoteker Rp. 750,-

Jasa Asisten Apoteker Rp. 450,­ - Jasa Asisten Apoteker Rp.	 450,­

e. Kelas III (Racikan) Rp. 1000,­ e Kelas III (Racikan) Rp. 1.000,-

Jasa Sarana Puskesmas Rp. 200,­ - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 200,-

Jasa Apoteker Rp. 500,­ - Jasa Apoteker Rp. 500,-

Jasa Asisten Apoteker Rp. 200,­ - Jasa Asisten Apoteker Rp.	 200,­

f. Kelas III (Non Raclkan) Rp.	 500,­ f ,I\elas III (Non Racikan) Rp. 500,­
I
 . Jasa Sarana Puskesmas Rp.	 100,­.lasa Sarana Puskesrnas Ro	 100.­

I I
 Jasa Apoleker Rp	 250,­ - Jasa Apoteker Rp.	 LSO,­
Jasa Asisten Apoteker Rp.	 150,­ - Jasa Assten Apoteker Rp.	 150,­LL__­
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Pasal 31 (5) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut : - Ketentuan pasal 31 ayat 

(1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai a. Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan (1 ),(2),(3),(4),(5),(6),(7) di 

berikut: sebagai berikut : ubah menjadi pasal 28 ayat 

a. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli : 1. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli : (5) huruf a,b,c,d,e,f,g dan 

1. Kelas I :Rp.1500.000,· a) Kelas I :Rp 1.500.000,­ pasal 32 ayat (1),(2),(3) 

2. Kelas II :Rp. 900000,­ b) Kelas II :Rp. 900.000,· menjadi pasal 28 ayat (5) 

3. Kelas III :Rp. 700.000,­ c) Kelas III :Rp. 700.000.­ huruf h,i,j serta pasal 33 

b. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum : 2. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum : menjadi pasal 28 ayat (5) 

1. Kelas I :Rp. 700.000,­ a) Kelas I :Rp. 700000,­ huruf k dan pasal 34 ayat 

2. Kelas II :Rp. 500.000,­ b) Kelas II :Rp. 500.000,­ (1 ),(2),(3) menjadi pasal 28 

3. Kelas III :Rp. 400.000,­ c) Kelas III :Rp. 400.000,­ ayat (5) huruf I,m,n serta 

c. Persalinan ditolong oleh Bidan : 3. Persalinan ditolong oleh Bidan : pasal 35 menjadi pasal 28 

3. Kelas I :Rp. 600.000,­ a) Kelas I :Rp. 600.000,­ ayat (5) huruf 0, dengan 

4. Kelas II :Rp. 450.000,­ b) Kelas II :Rp. 450.000.­ adanya perubahan ini maka 

5. Kelas III :Rp. 350.000,­ c) Kelas III: Rp. 350.000,­ pasal selanjutnya I 

d. Tindakan Kuretase : 4. Tindakan Kuretase : menyesuaikan. 

1. Dokter Spesialis :Rp. 750000,­ a) Dokter Spesialis :Rp. 750.000,· - Bahwa pembagian 

2. Dokter Umum :Rp. 500000,­ b) Dokter Umum :Rp. 500.000.­ pendapatan Retribusi tidak 

Tarif tmS€lBut 2Q% jasa SaFaRa PlJsk@smas,§O % jasa @~61ratE~r daR 3'J-% di perkenankan karena 

jasa asisteR gaR Ff1asil9 €JitamtJal:1 €JOO§aR l:Jia)'a @l:Jat 8l:J3taR €JaR Bal:13R Retribusi harus disetor 

1:13Bis !3akai diRail\/\<lR maksiFf1al 25% €Jari R3r§8 !3€lmB@lisR. 
secara brute kekas Daerah. 

(2) Taril tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan b. Tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar 

sebagai berikut : ditetapkan sebagai berikut : 

a. Operasi Kecil 1. Operasi Kedl 

I Kelas I : Rp. 125.000,­ a. Kelas I : Rp. 125000" I 
2. Kelas II . Rp. 100.000,­ h L/ ..... 1..,,... II : Rp. 100.000,­v. I \-C;;IO';> 11 

3. Kelas III : Rp. 75.000,­ c. Kelas III : Rp. 75.000,­

b. Operasi Sedang 2. Operasi Sedang 

1. Kelas I : Rp. 250.000,­ a) Kelas I : Rp. 250000,­

2. Kelas II : Rp. 150.000,­ b) Kelas II : Rp. 150.000,­

3. Kelas III : Rp. 100.000,­ c) Kelas III : Rp. 100.000,­

(3) Tarit jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai c. Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai 

I 
berikut: berikut: 

a. Ringan: I. Ringan: 

I. Kelas I : Rp. 12.000,­ a) Kelas I : Rp 12.000,­

2. Kelas II : Rp. 9000,­ b) Kelas \I : Rp. 9000,­

I 
3. Kelas III : Rp. 6.000,­ c) Kelas III : Rp. 6.000,­

- ....... - _I ___ 

· Rp 20.000,­ ) a) Kelas I 
· R~. 15.000,­ I b) Kelas II 
· Rn 1nnno­ I r.\ Kpl::lc:111 

, I 

I. Kelas I
 
I ... Kel3s II
 
II ... I.'" _l It.i I -.l. I\elas III
L _ 
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(4) Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat Darurat d. Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat 
yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut : Darurat yang harus dibayar ditetapkan sebagai 
a. Tindakan Sedang berikut: 

Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp. 30.000,­ 1. Tindakan Sedang 
b. Tindakan Ringan Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp.30.000,-

Tindakan jahitan luka sampai dengan 1°jahitan 2. Tindakan Ringan 
: Rp. 20.000,- Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan 

e. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan : Rp. 20.000,­
: Rp. 10.000,­ 3. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan : Rp. 

d. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat 10.000,-
Darurat sebagai berikut : 4. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat 

I. Dokter Spesialis : Rp. 25.000,- Darurat sebagai berikut : 
2. Dokter Umum : Rp. 10.000,­ a) Dokter Spesialis : Rp. 25.000,­

b) Dokter Umum : Rp. 10.000,­
(5) Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi e. Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter 

per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai Anestesi per tindakan yang harus dibayar 
berikut: ditetapkan sebagai berikut : 
a. Narkose Operasi Kedl l. Narkose Operasi Kecil 

I. Kelas I : Rp. 50.000,­ a) Kelas I : Rp. 50.000,­
2. Kelas II : Rp. 40.000,­ b) Kelas II : Rp. 40.000,­
J. Kelas III : Rp. 25.000,­ c) Kelas "' : Rp. 25.000,­

b. Narkose Operasi Sedang , Narkose Operasi Sedang 
I. Kelas I . Rp. 75.000,­ I a) Kelas I : Rp. 75.000,­ I
2. Ke!as!! ·0 ..... crv rvrvrv b) Kelas Ii : Rp. 50.000,­. I \.t-'. JV.vvv,­

3. Kelas '" : Rp. 40.000,­ e) Kelas III : Rp. 40.000,­

(6) Tarif tindakan Asisten Operasi I instrumen per tindakan f. Tarif tindakan Asisten Operasi I instrumen per 
yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut : tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai 
a. Untuk Operasi Keeil berikut: 

I. Kelas I : Rp. 15.000,­ I. Untuk Operasi Kedl 
2. Kelas II : Rp. 10.000,­ a) Kelas I : Rp. 15.000,­
J. Kelas III : Rp. 5000,­ b) Kelas II : Rp. 10.000,­

b. Untuk Operasi Sedang I e) Kelas III : Rp. 5.000,­
I. Kelas I : Rp. 25.000,­ I 2. Untuk Operasi Sedang 
2. Kelas II : Rp. 20.000,­ a) Kelas I : Rp. 25.000,­
J. Kelas '" :Rp. 15000,­ b) Kelas II : Rp. 20.000,­

e) Kelas III . Rp. 15.000.­
I I 

I 
i 

I 
I
i II I , 
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(7) Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per kunjungan yang 
harus dibayar ditetapkan sebagai berikut : 
a.	 Kelas I : Rp. 10.000,­
b.	 Kelas II : Rp. 7.500,­
c.	 Kelas III : Rp. 5.000,-
Radiologi Elektrokardiogram, Ultra Sonografi 

Pasal32 
(1)	 Tarif pemeriksaan Radiofogi yang harus dibayar 

adalah sebagai berikut : 
a. Pemakaian A/at: 

1.	 Kelas I 
Rp. 20.000,­

2.	 Kelas II 
Rp. 15.000,­

3.	 Kelas III 
Rp. 10.000,­

@,-	 Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya 
bahan dan bahan kedokteran habis pakai. sel:.lesar 
harQ8 pernbeliar;\ ainatl'*.aFl 2!ii% (~l:l8 pblloo~ 

persen) ~iluar bahan l,e€l@14oraFl sblbsiai. 
c.	 Biaya konsultasi/baca Foto oleh Dokter Radiologi 

sebesar: 
1.	 Kelas I . Rp. 20.000,­
?	 K",I~", 1/ . D~ 'it:: nnn_ 
_.	 • .. _._- I' • "t-'. .....J.vvv

i 

3.	 Kelas '" : Rp. 10.000,­
d.	 Jasa tindakan Penata Rontgen sebesar : 

1.	 Kelas I : Rp. 10.000,­
2.	 Kelas II : Rp. 8.000,­
3.	 Kelas III : Rp. 5.000,­

(2) Tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang 
I harus dibayar adalah sebagai berikut: 

a.	 Pemakaian Alat : 
1.	 Kelas I : Rp. 20.000,­
2.	 Kelas II Rp. 15.000,­
3. Kelas III	 Rp. 10.000,­

4 5 

g. Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per kunjungan 
yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut : 
I. Kelas I : Rp. 10.000,­
2. Kelas \I : Rp. 7.500,­
3. Kelas III : Rp. 5.000,­

h. Tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : 
I. Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar 

adalah sebagai berikut : 
a) Pemakaian Alat : 

: Rp. 20.000,­1) Kelas I 
: Rp. 15.000,­2) Kelas II 
: Rp. 10.000,­3) Kelas III 

harga film sertab) Tarif tersebut ditambah 
kedokteran habisbiaya bahan dan bahan 

pakai. 
c) Biaya konsultasi/baca Foto oleh Dokter 

Radiologi sebesar : 
1) Kelas I : Rp. 20.000,­
2) Kelas II . Rp. 15.000,­
3) Kelas III : Rp. 10.000,­

d) Jasa tindakan Penata Rontgen sebesar : 
1) Kelasl :Rp. 10.000,­
2) Kelas II : Rp. 8.000,­
3) Keias iii : Rp. 5.000,­

i. Tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang 
harus dibayar adalah sebagai berikut: 
I. Pemakaian Alat : 

b) Kelas I : Rp. 20.000,­
b) Kelas II . Rp. 15.000,­
b) Kelas III . Rp. 10.000,­., 

I,b.	 Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b I Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b I	 I 
ter sebut drtarnoan oraya konsuttast sesua: jasa I terse but ditambah biaya konsultasi sesuai J;:lS::lI I	 I 

I I I konsultasi Radiologi	 I konsultasi Radiologi 
L ___I J	 

I 
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(3)	 Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus 
dibayar adalah sebagai berikut : 
a.	 Kelas I : Rp. 50.000,­
b.	 Kelas II : Rp. 35.000,­
c.	 Kelas '" : Rp. 20.000,­
d.	 Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b 

tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa 
konsultasi Radiologi. 

Gigi €taR Mulut
 
Piisal33
 

Tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah 
sebagai berikut : 

a.	 Pada Gigi Konservasi 
1.	 Tambal sementara tanpa perawatan 

:Rp. 15.000,­
2.	 Amalgam : Rp. 30.000,­
3.	 Silikat : Rp. 30.000,­
4.	 Komposit : Rp. 50.000,­
5.	 Perawatan pulpa / kunjungan dengan 

sterilisasi : Rp. 20000,­
6.	 Tindakan perawatan gangren I kunjungan 

j.	 Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang 
harus dibayar adalah sebagai berikut : 
I.	 Kelas I : Rp. 50.000,­
2.	 Kelas II : Rp. 35.000,­
3.	 Kelas III : Rp. 20.000,­
4.	 Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b 

tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa 
konsultasi Radiologi. 

k.	 Tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar 
adalah sebagai berikut : 
1.	 Pada Gigi Konservasi 

a) Tambal sementara tanpa perawatan 
:Rp. 15.000,­

b) Amalgam : Rp. 30000,­
c) Silikat : Rp. 30.000,­
d) Komposit : Rp. 50.000,­
e) Perawatan pulpa / kunjungan dengan 

sterilisasi : Rp. 20.000,­
f) Tindakan perawatan gangren / kunjungan 

dengan sterilisasi : Rp. 20.000,­
2. Exodontia / Minor Surgery 

a) Pencabutan glgl sulung I glgl tanpa anastest 
denqan steri!isasi : Rp. 20.000,­ : Rp. 15.000,­

b. Exodontia / Minor Surgery b) Pencabutan gigi sulung I gigi dengan 
1. Pencabutan gigi sulung I gigi tanpa anastesi: anastesi : Rp. 25.000,-

Rp. 15.000,­ c) Pencabutan gigi tetap : Rp. 30.000,­
2.	 Pencabutan gigi sulung / gigi dengan d) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi I 

anastesi : Rp. 25.000,­ fraktur	 : Rp. 50.000,­
3. Pencabutan gigi tetap : Rp. 30.000,­ e) Pencabutan gigi tertanam : Rp. 50.000,­

f) Incisi abses : Rp. 30.000,­
fraktur : Rp. 50.000,- I 3. Periodontal 

4.	 Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi I 

5.	 Pencabutan gigi tertanam : Rp. 50.000,· a) Pembersihan karang gigi . Rp. 50.000,­
'6.	 Incisi abses : Rp. 30.000,­

c.	 Periodontal 
1.	 Pembersihan karang gigi : Rp. 50.000,­
2.	 Curretage : Rp 50.000,­

J.	 Piostodontia I Protesa lepasan 

b) Curretage	 : Rp. 50.000,­
4. Prostodontia I Protesa lepasan 

a) Gigi tiruan per elemen : Rp. 200.000,­
b) Inlay tiruan per elemen : Rp. 200.000.­

5. Orthodontia'I 

1.	 Gigi tiruan per elemen . Rp. 200.000,- a) Pemerataan gigi : Rp. 300.000,­
2.	 Inlay tiruan per elemen Rp. 200 OOO,J ~~ K~ntr~~/~~,~watan lanjutan per kunjungan .	 ~ 
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(1) 

3 

e. Orthodontia 
1. Pemerataan gigi : Rp. 300.000,­
2. Kontroll perawatan lanjutan per kunjungan 

Rp. 25.000,­
General Check UJ3, Visum dan Mobil AmbulaJUie 

D n s a ' 1 4 

-
4 

I. General Check Up 
Tarif General check up ditentukan sebagai berikut : 
pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan 
laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak 
termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar 
sebesar: Rp. 250.000,­

5 
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(2) 

(3) 

: Rp. 25,000,­
: Rp. 30.000,­

I 
I

_I 
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Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per 
spesimen pemeriksaan sebagai berikut : 

a. Darah 
1. Darah Rutin 
2. Golongan Darah 
3. Darah Malaria 
4. Gula Darah sewaktu 

: Rp. 20.000,­
: Rp. 5.000,­
: Rp. 5.000,· 
: Rp. 10.000,· 

b. Urine 
1. Urine rutin 
2. Bakteriologi 
3. Test Kehamilan 

c. Faeses Rutin 
d. Sputum: 

1. BTA 
2. Gram 

: Rp. 10.000,· 
: Rp. 10.000,· 
: Rp. 10.000,· 
: Rp. 10.000,· 

: Rp. 10.000,­
: Rp. 10.000,· 

Pasal4G 
(1) StflaktlJr t8rif €Ii~@l@~~kafl s€lrfdasarkaR ~elayaAafl yaRg €IiS€lAkaA, 

1@I<asi'lyas eaR~Yflafl eaA 1<€lm8FAfJ~aA masyarakat. 
(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar : 

a. Perumahan di JI. Protokol/Provinsi sebesar..........Rp10.000/bln 
b. Perumahan dl JI. Kabupaten sebesar...................Rp 7.S00/bln 

_ . ,. ,, ____ .. __ /n_..l __ ~"n ",.,hoc':lr Rn l) ()()()/hlnc. r'erumanan 01 l\ClIIIIJUII\j1 rc;uc;.:>ocw ""...." ... v~, .......... 'r­ _. - • _. ­

d. Komersil: 
Pertokoan.............................................................Rp 1.000/hari 
Mini MarkeL..................... ·· ..... ·.........................Rp 1.000/hari 
Pasar Tradisional. .............................··.... ··..·..·.... Rp 500/hari 

e. Perkantoran: 
Rumah Sakit Swasta............................................Rp 10.000/han 
Klinik Swasta.....................................................Rp 5.000/hari 
Dealer...................................................................Rp 5.000/hari 

Pasal44 

I 
I 

I 

I. Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK): 
a. Biaya cetak KK Nasional WNI .............................. 

I b Blaya cetak KK Nasional W~~A .................. ..... 
I 

I 
..__ ..............l-­

I 
I 

4 

Tarifjasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per 
spesimen pemeriksaan sebagai berikut : 

1.	 Darah 
a) Darah Rutin : Rp. 20.000,· 
b) Golongan Darah : Rp. 5.000,­
c) Darah Malaria : Rp. 5.000,­
d) Gula Darah sewaktu : Rp. 10.000,­

2.	 Urine 
c) Urine rutin : Rp. 10.000,· 
b) Bakteriologi : Rp. 10.000,· 
c) Test Kehamilan : Rp. 10.000,­

2.	 Faeses Rutin : Rp. 10.000,· 
3.	 Sputum: 

a) BTA : Rp. 10.000,· 
b) Gram : Rp. 10.000,· 

Pasal .....
 
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar :
 
a.	 Perumahan di JI. Protokol/Provinsi sebesar.......... Rp 10.000/bln
 
b.	 Perumahan di JI. Kabupaten sebesar....................Rp 7.500/bln
 
c.	 Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar......... Rp 5.000/~ln
 

d.	 Komersil: 
Pertokoan..............................................................Rp 1.000/hari 
Mini Market...........................................................Rp 1.000/hari 
Pasar Tradisional. .................................................Rp 500/han
 

e.	 Perkantoran : 
Rumah Sakit Swasta..............................................Rp 10.000/hari
 
Klinik Swasta.........................................................Rp 5.000/hari
 
Dealer.....................................................................Rp 5.000/hari
 

Pasal44 

I.	 Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK): 
I a. Biaya cetak KK Nasional WNI ...................Gratis 
I h Ri~y~ f:pt,'lk KK N(lsinnal WNA Grafis 
I 
I 

I 

35 
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1.	 Pasal 40ayat (1 )
 
Raperda dihapus,
 
karena telah diatur
 
dalam pasal yang
 
mengatur cara
 
mengukur tingkat
 

I	 penggunaan jasa dan 
prinsip dan sasaran 
penetapan tarit. 

2.	 Urutan pasal agar
 
disesuaikan.
 

1.	 Akta Perubahan anak 
dan pencatan peristiwa 
penting lainnya dihapus 
karena tid ak diatur 
dalam UU No. 28 Tahun 

L
! 2009. 
I Urutan pasa! agar 

disesuaikan. 

I 
I 

I
 

I
 

I 
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II. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP): 
a. Biaya cetak KTP Nasional WNI . 
b.Biaya cetak KTP Nasional WNA . 

III. Retribusi Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan 
a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan kependudukan WNI Rp. 
5.000,­
b. Biaya Penerbitan Surat Keterangan kependudukan WNA 
Rp.10.000,­

IV. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil: 
1.Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran: 

a. WNI Gratis 
b. WNA OOl:lQElIl tigak tBrlamlJat Gratis 

2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian: 
a. WNI Rp. 10.000,­
b. WNA Rp. 20.000,­

3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Perkawinan: 

a. WNI didalam kantor Rp. 70.000,­
b. WNA dl dalarn kantor Rp. 115.000,­
c. VVNI di luar kantor Rp. 100.000,­

d. WNA di luar kantor .Rp. 165.000,­
4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 

Perceraian: 
a. WNI Rp. 50.000,­
b. WNA Rp. 100.000,­

5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Pengakuan Anak: 

a. WNI .. Rp. 15.000,­
b. WNA.... .. Rp. 30.000,­

6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan 
Pengangkatan Anak: 

a. WNI . Rp. 15.000,­

II. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP): 
a. Biaya cetak KTP Nasional WNI Gratis 
b. Biaya cetak KTP Nasional WNA Gratis 

III. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil: 
1.Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran: 

a. WNI Gratis 
b. WNA .. . Gratis 

2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Kematian: 

a. WNI Rp. 10.000.­
b. WNA Rp. 20.000.­

3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Perkawinan: 

a. WNI di dalam kantor Rp. 70.000,­
b. WNA didalam kantor Rp. 115.000.­
c. WNI di luar kantor. Rp. 100.000.­
d. WNA di luar kantor ., Rp. 165.000,­

4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Perceraian: 

a. WNI Rp. 50.000,­
b. WNA Rp. 100.000,­

5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 
Pengakuan Anak: 

a. WNI Rp. 15.000.­
b. WNA Rp. 30.000.­

6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan 
Pengangkatan Anak: 

a. WNI Rp. 15.000.­
b. WNA Rp. 30000.­

7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak: 
a. WNI...... Rp. 10.000,­
b. WNA.... Rp. 20.000.­

I b. WNA ...... Rp. 30.000,­ I I
I

I _______~ IL­
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7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak: 
a.WNI ................................................... Rp. 10.000,­
b.WNA '" .............................................. Rp. 20.000,­

8. RBtriSijsi Qiaya P@Fleatala~ P@Fl/~a~Hl~ 1\F1ak: 
a. WNI ..................................................~. 1G.QQQ,
 
~. WNA ................................................. RfJ. 2Q.GQG.
 

9. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan: 
a.WNI .................................................. Rp. 10.000,­
b.WNA ................................................. Rp. 20.000,­

1O.8iaya PeFl€atatEm P@f1stiwa P€lAliFl~ Lairmya: 
a.V'iNI ................................................. RfJ. 1G.GQG, 

B. WNA ................................................. R~. :W.GOQ,
 

Pasal4S 
(1)	 Strijktijr larif fJi~@kmQkaR 6ElfGlasaf'4ii3fl jBflis IHlOOaraafl €Ian 

frelweflsi~ €Ii tSfJi jaiaFl ~mwm: 

(2)	 Struktur dan besamya taritditetapkan sebagai berikut : 
a.	 Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000/sekali parkir 
b.	 Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500/sekali parkir 
c. Kendaraan bermotor jenis mobil barangl 

Sis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500/sekali parkir 
d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus 

Ukuran besar atau truk atau mobillangki 
10 (sepuluh) rcda ke atas Rp. 3.000/sekali partir 

Pasal ~ 

f1) btr~litur 13rif~lm~~Ic;lR liler€lasarkaFl j@Flis fasilit3s )taR§) 
tersiri €lar; ~olatar3Fl, 1€l9, I(i€ls, lUGS 1@li3Si Q3Fl jaRgka waktu 
~eFFlakGian . 

(2) Struktur dan besarnya tarifditetapkan sebagai berikut : 

I 
I 

\ 

Jenis Bangunan Luas Tarif
a. Kios

. Permanen 3 x2, 3x3, 3x4 Rp 2.500, -zhr 
- Semi Permanen 3x 2, 3x 3, 3x4 Rp. 2.000,-/hr

b. Los
- Permanen 2x3

3x3 
Rp 2.500,-/hr
Rp. 2500.-/hr 

I 
I 

~. , ~ t"\ ""'1"\ 11-_ II	 I . _ I L",J I "t". ~.oJvu."" II 
I I - Semi i-errnanen I I Rj.! 2000,-/hf II 
~ I c. Pelataran I Rp. 1000.·/hr I 

4 

8. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan: 
a. WNI ................................................ Rp. 10.000,­
b. WNA .................. '" ......................... Rp. 20.000,­

9. Siaya Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya: 
a. WNI ............................................. Rp. 10.000,­
b. WNA .............................................. Rp. 20.000,-


Pasal .....
 
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 
a. Kendaraan bermotor roda 2(dua) Rp. 1.000/sekali parkir 
b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500/sekali parkir 
c. Kendaraan bermotor jenis mobil barangl 

Sis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500/sekali parkir 
d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus 

Ukuran besar atau truk atau mobil tangki 
10 (sepuluh) roda ke atas Rp. 3.000/sekali parkir 

Pasal ....
 
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 

Jenis Bangunan 
a.	 Kios 

- Permanen 
- Semi Permanen 

b. Los 
. Permanen 

. Semi Permanen 
c. Pelataran 

Luas 

3x 2, 3x3, 3 x4 
3 x2, 3x3, 3 x4 

2x3 
3x3 
2x3 

Tarif 

Rp.2.500,-/hr
 
Rp. 2.000,-/hr
 

Rp 2.500,-/hr 
Rp 2.500,-/hr 
Rp. 2.500,-/hr 
Rp. 2.000,-/hr 
Rp 1.000,-/hr 

5 

-

-

-

-

1. 

I 

2. 

I 
1. 

2. 

Pasal 48 ayat (1) 
Raperda dihapus, 
karena telah diatur 
dalam pasal yang 
mengatur cara 
mengukur tingkat 
penggunaan jasa. 
Urutan pasal agar 
disesuaikan. 

Pasal 52 ayat (1) 
Raperda dihapus, 
karena telah diatur 
dalam pasal yang 
mengatur cara 
mengukur tingkat 
penggunaan jasa . 
Urutan pasal agar 
disesuaikan. 

I 
I 

.J 
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54321 
KetePasal56Pasal 56 
dise(1) Struktur tanf digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji 
mendan frekwensi pengujian.dan frekwensi pengujian. 
sesi(2) Struktur dan Besarnya Tarit Retribusi ditetapkan sebagai berikut:(2) Struktur dan Besamya Tarf Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 
UUUji Berkala :Uji PBFtarna : 
Lalua. Mobil penumpang umum......................Rp. 23.000,­a M€lBil ~efll:Jml3a~~ ,..... ,............................. R~. 2Ii§QO,
 
Jalab. Mobil Bus / Truck .................................Rp. 28.500,­b. M€lbil 6\iS I THIGk.. .....................................R~. 31.000,
 
Kabc. Kereta / Mobil Gandeng........................Rp. 25.500,­G. Kereta! M@t.lil GaR€je~Q .............................R~. 2S.0QO-r
 
mel,d.Kereta / Mobil Tempelan ...................Rp. 25.500,­€I. K€Heta! M@bil t@ff1I3@lafl ..........................RI3. 28.00Q,
 
ken(e.Kendaraan di atas air ......................... Rp...........,.
 

Uji Berkala : 
a. Mobil penumpang.................... ,.................Rp. 23.000,­
b. Mobil Bus !Truck ..................................Rp. 28.500,­

I c. Kereta / Mobil Gandeng .............................Rp. 25.500,­
d. Kereta / Mobil Tempelan ..........................Rp. 25.500,­

1.-PasallXl 
Besamya tanfRetnbusi Pengolahan Umbah Cair adalah sebesar
 
Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tiap-tiap m3 Iimbah cair yang dibuang.
 

I 

I2.III 

3. 

I 

I
I I Retribusi Peligola~lan

I I I 

Limbah Cair akan 

! 
I , dipungut setelah Pemda 

menyediakan IPAL 



1 2 

I I 

6	 Penentuan 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran 
angsuran dan 
penundaan 

3 

Pasal "l:J 
Tarit retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 
2% (dua persen) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) €ia~ @I1j€l1< ta~aR 

wmpat t@V/@r ituB@r€iiri Bsrf:lasarl<aR l3aram@t€Jr s@B3gai s@rikut-; 
a.	 Q€mJasarl<a~ Z@fl3Si P€lfSSBaraFl M€l~ara l@I€lk€Jmu~il<asi, 

tF. 

~ 

I 
(j. 

(1) Pemungutan	 gan I@€Hf'l@ayaran retribusi tidak dapat 
diborongkan kEl~aga I@it'lal< I<otiga. 

(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain 
yang persamakan. 

I I oembavaran I (3) Pengaturan lebrh tanjut tata cara pemungutan dan I pada ayat ( 1) di setal seeara brute ke kas Daerah I 
I I' pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati I (4) Tata cara Pembayaran, Penentuan ternpat I	 I 

I Pembayaran, angsuran dan Penundaaan Pembayaran I1	 _I

I 

_____ __ _ Retribusi.	 I~-~---

Parameter " : , 
.,. . 0" .. ' 

KawasaRBaRaar WdaFa dafl I1wtafl ~ 

~ 
Kawas9R Pari'A'isata ~ 

K6IWaSaR IflQYstri ~ 
KawasaR IrjYRiaFl ~ 

[J!i;:~~:,:e,.m~a'FI.kemU'ik.Si. 

I 
~ n. _ - .. T. ._:1._-' 

4 

Pasal .....
 
Tarifretribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar
 
2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara
 
telekomunikasi.
 

Pasal 85 Pasal 85 
( 1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain 
yang persamakan. I 

(3)	 Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud 

I 

39 

5 

1.	 NJOP yang digunakan 
sebagaidasar 
penghitungan PBS 
menara telekomunikasi 
adalah NJOP bangunan 
menara telekomunikasi 
tidak termasuk tanah 
atau gedung sebagai 
tempat dibangunnya 
menara telekomunikasi. 

2.	 Pengenaan tarit retribusi 
dilakukan per-menara 
bukan berdasarkan 
jumlah operator yang 
menggunakan, selain itu 
besaran tarif cukup 
diatur sebesar 
persentase tertentu 
(maksimal 2%) dan 
NJOP, karena NJOP 
untuk setiap menara 
telekomunikasi sendiri 
sudah berbeda sesuai 
dengi'ln lokasi dan 
ketinggian menara 
terse but, sehingga 
Pemda tidak perlu 
menetapkan nilai indeks 
atau parameter 
pengukuran. 

Ketentuan Pasal 85 
disempurnakan sesuai 
Pasal 156 UU No 28 
Thn 2009 

l2aF6ImetBF 
MBR6IFa Q8Fl§afl 1 @~8Fat@F 

• " 
,A~~ "'---, ,., 

..,l ,A. 

PaFameter 
R4#ilI 
RYFal YrsaFl 
5wtJ Urgan 
~ 

.,. •	 0 

~ 

* ~~ ,., 
iE 

B@F(,JasaFl<9Fl KQ~asatem POFlSUSlJk. 
.,. . 0 

* 
~ 

~ 
2 
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Pasal 86 Pasal86 Ketentuan Pasal 86 
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara (5) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara disempurnakan 

tunal/lunas. tunaillunas. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan I (6) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud 

izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi pada ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya ... hari 
terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang 
yang dapat dipertanggung jawabkan. dipersamakan. 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 
izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi 
terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan 
yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Pasal 87 Ketentuan Pasa! 87 
(1) tlssGlm)'GI Rstribwsi )'Gln§! t@rwtGlR§! €Jihitl:lR§! ber€lGlsGlrl<an dihilangkan, karena 

~srl\6lliaR aRtara tiRQl<at ~eRQQb/naaR jasa aeRgaR tarif sudah diatur dalam 
Retrioosi. Raperda pada bagian 

(2) TinQkat ~@RggI::-lRGlan jasa sElBGlgaiFFlaR8 €limal<sl::-l€l pa€la kedua cara mengukur 
a)'at (1) a€labh jl::-lFRIGIh ~eRg§!I::-lRGlaR jasGI yaRg €lija€lil<aA tingkat penggunaan 
gasar alol<asi D@BaR biaya )rang €lil3il<1::-l1 PSFRSriRtah jasa 
Daeral1 I::-lRtl::-lk ~sA)'slsR~HJaraaR jasa )rang BsrsaAgl<b/tan. 

7 Prinsip Yang BAB XIV BAS XIV Judul Bab diubah 
Dianut Dalam

IPenetapan Struktur 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF 

RETRIBUSI 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
sesuai ketentuan Pasal 
~~~_ UU No 28 Thn I 

Dan Besarnya Tant Pasal88 Pasai 88 LUU~ 

Retribusi (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan 
modal. biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. menutup sebagian biaya 

(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
i I Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta i Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Petal 

I ~ I hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan hanya mernperhitunqkan biaya pencetakan dan I I


I_ pengadnllnlstraslan. 
I' 

pengadrninistrasian I I
 



41 

8 

9 

2 

Penghapusan Piutang 
Retribusi Yang 
Kedaluwarsa 

Penagihan 

3 

BABXV 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 

KEDALUWARSA 
Pasal 93 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tang gal I (1) 
surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk I (2) 
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan hanus diberi keputusan oleh ~. 

(3) Keputusan K€ll3ala Qa€lFaA atas keberatan dapat berupa menerima I (3) 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah I (4) 
lewat dan ~ala Qa@faA tidak memberi suatu keputusan, keberatan 
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

4 

BABXV 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 93 
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. 

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
Retribusi yang terutang. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

5 

1. Judul bab diubah sesuai 
ketentuan Pasal 156 UU 
No 28 Thn 2009 

2. Ketentuan Pasal 93 kata 
Kepala Daerah diubah 
menjadi kata Bupati 

I (1) 

! 
(2) 

BAB... Penambahan bab dan pasal 
PENAGIHAN baru yang mengatur ten tang 

Pasal ..... penagihan sesuai ketentuan 
Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar I Pasal 156 UU No 28 Thn 
dilakukan dengan menggunakan STRD I 2009 
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan Surat teguran. 

(3) Pengelkuaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejerus 
sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi, 
dikeluarkan setelah hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu .... Hari setelah tanggal surat 
teguran/peringtan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusi yang terutang. 

(5)	 Surat teguran/Surat peringatan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/peringatan,I (6) 
Surat lain yang sejenis daitur dengan Peraturan Bupati 

10 Pengembalian Pasal 96 Pasal 96 I Ketentuan Pasal 96 ayat (6) I 

kelebihan pembayaran (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat I dan ayat (7) disempurnak:J 
mengajukan permohonan pe~elT'f-.~lian kepada Bupati. men a'ukan r--'l1ohonan pengembalian kepada Bupatl 
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(2) Supali dalam jangka waklu 6 (enam) bulan sejak dilerimanya I (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enarn) bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran relribusi sebagaimana permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayal(1) harus memberikan kepulusan. dimaksud pada ayal (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah I (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan bupali tidak memberikan suatu keputusan, dilampaui dan bupati lidak memberikan sualu kepulusan, 
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLS harus diterbilkan dalam jangka waklu dikabulkan dan SKRDLS harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 1(salu) bulan. paling lama 1 (salu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan I (4) Apabila wajib relribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
langsung dipemitungkan untuk melunasi lerlebih dahulu ulang langsung diperhitungkan unluk melunasi terlebih dahulu utang 
relribusi lersebut. relribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran relribusi sebagaimana I (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam jangka waklu paling lama 2 dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak dilerbitkannya SKRDLS. (dua) bulan sejak dilerbitkannya SKRDLS. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak ata~ Relribusi I (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
dilakukan selelah lewal 2 (dua) bulan, KQ~ala DaeFa~ memberikan selelah lewal 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan alas sebesar 2% (dua persen) sebulan alas keterlambalan pembayaran 
kelerlambalan pembayaran kelebihan pembayaran Paiak ata~ kelebihan pembayaran Retribusi. 
Relribusi. 

(7)
I 

Tala cara pengembalian kelebihan pembayaran Pat~· atau I (7) 
Retnbusi sebaqairnana dimaksud pada ayal (1) dialur dengan 

Tala cara 
sebagaimana 

pengembalian kelebihan 
dimaksud pada ayat (1) 

pembayaran Relribusi 
diatur dengan Peraturan 

Peraluran Bupati, Bupaii. 

11 Kelenluan Pidana Pasal 101 Pasal101 1. Pasal101 Raperda 
(1) Wajib Relribusi yang lidak melaksanakan kewajibannya sehingga (1) Wajib Relribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga disempumakan dengan 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama menambah 1 (satu) ayal 
3 (liga) bulan alau pidana denda paling banyak 3 (liga) kali jumlah 3 (liga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (liga) kali jumlah yang mengalur 
relribusi terulang yang tidak atau kurang dibayar. relribusi terulang yang tidak atau kurang dibayar. penerimaan denda 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pidana, sesuai dengan 
pelanggaran. pelanggaran. Pasal178 UU No. 28 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan Tahun 2009. 
penerimaan negara. ~. Urutan pasal agar 

disesuaikan. 

I 

I t 
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Ketentuan Pasal 103 

P.3€Ia saat P€JFat\4Fal9 DaBFaR il9i be~ak\4 maka : 
Pasal103Ketentuan Peralihan Pasal10312 

disempurnakan sesuaiPada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih 
ketentuan Pasal 167 UU No 

i'mis R€ltriblolsi €Ialaffl Pasal 3 s€Jpal9ja~Qti4ol< diatlolF €ialam P€lfatlolran 
1.	 RBtFilHlSi yal9Q masiR t€Jl9:ltal9Q beF€iasarlEal9 P€lratlolF819 Da€lraR ffl€lI9Q13fHli terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (liga) tahun 

28Thn 2009 
Da€JraR yal9Q bSFsal9Qlwtal9 ffiasiR €Ia~at ditagih €lalam janQka wal'it\4 5 
(lima) tah\4n tE,HM\4I9Q sBjak saat t€lrfHltanQ. 

sejak tanggal terutangnya retribusi. 

2.	 8Qb€lFa~a 1'i€lt€lnt1:J819 €Ialam P€lratlolran DaBfah Kablolpat€Hl Way Kanal9
 
N@ffi@r 21 TaRlolrl 20Q2 t€lntal9§ Retriblolsi PBIEl)'a~an KessRatan,
 
Psratlolrarl Da€lFah Kab\4patB~ Way Kal9arl ~h~ffi@r 11 Tah\419 2QO~ tBl9tal9g
 
Retriblolsi PBlayal9an K8S€lRatarl Pa€la RIolFFlah Sakit Umlolm Daerah
 
Kablol~atel9 Way Kal9al9 ffiBI9§€ll9ai besaral9 tarif €Iil:Jbah €IESI9§al9 PeratlolFan
 
(JeeraR il9i
 

3.	 8€lberapa 1<8t@l9t\4819 €Ialom P@Fatlolran Da€lrah Kablol~atel9 Way KElI9afl
 
~h~m@r 8 Tahloll9 2QQ~ teFltal9g P@fijbaRal9 Mas P@FJtlolran Da€lrah ~J@m€lr
 

1§ lahloll9 20Q2 tEmtal9§ P€lI9§§al9ticU1 8iaYa Gstal< Karh:l Ta~€Ia
 

~Iolk €la19 Pel9€atalarl Si~i1, P@mtlolrarl Da€lrah KatJlol~at€l19 Way
 
Karlan ~I€lm@r 7 TaRloln 2009 t819t8~Q Ret~!llolsi Psnyelsl9§garaan
 
P€ln€laftaran P€m€lll€llolk €tal9 P€ln€atat.lI9 Si~il ffi@I9§€mai b€lsarem taRf
 
€lilolbah €I€lI9gan P€lratlolran Daeroh il9i.
 

Pasal104Pasal 10413	 I Ketentuan Penutup 
Pada saat Peraturan Daerah in; berlaku makaPada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengatur Relribusi 1. Peraluran Daerah Kabupaten Way Kanan (lembaran I 
Jasa Urnom yang dibertakukan sebaqai dasar hukurn pernunqutan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun ...... Nomor , Tarnbahan 
Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan dinyatakan dicabut dan tidak Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ) 
berlaku sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 

2.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002 I 2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Peraturan Daerah lentang Retribusi Pelayanan Persampahan (l.embaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Kabupaten Way Kanan Tahun ...... Nomor , lambahan 
Pelayanan Pasar, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ) 
Peraturan Daerah ini. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun ...... Nomor , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor ) 

! 4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 21 Tahun 2002 
I tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran DaerahI 

II 
I I	 K.abupaten Way Kanan Tdliul1... Nomor .., Iambaha» II Lernbaran Daerah Kabupaten Way Kanan Namar ..) ya.m9g II 

I mengatur pungutan retnbusi. 
___ I_l_ 

-----'-----.- -----	 ­
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomer 11 Tahun 2005 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tanun ...... Nomor , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomer ) mengenai besaran tarit. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nemer 8 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2002 
tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
...... Nemer ..... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nemer .... ). 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
...... Nemer ..... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nemer ....) mengenai besaran tarif. 

5 

~----'--------
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
~ -----L J 




